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SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

Kami panjatkan syukur ke hadirat Tuhan
Yang Maha Kuasa karena atas izin-Nya maka
pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik (Indeks PIKP) Tahun 2021
dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami
menyambut gembira atas selesainya kegiatan ini
dan menganggap bahwa Indeks PIKP memiliki
arti penting bagi badan-badan publik pemerintah,
karena fungsinya sebagai alat ukur kinerja
pengelolaan informasi dan komunikasi publik
yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi
masing-masing.

Sebagaimana kita pahami bersama,
informasi dan komunikasi saat ini menjadi
semakin penting arti dan peranannya bagi publik
di tengah era kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) yang penuh dengan disrupsi
dan menghasilkan berbagai tantangan bagi instansi
pengelola informasi dan komunikasi publik. Salah
satu tantangan tersebut adalah perubahan lanskap
komunikasi yang sangat bervariasi, mulai dari
semakin tidak jelasnya batas antara ranah publik
dan privat, sampai dengan terjadinya disinformasi
yang termediasi oleh TIK. Kondisi ini memaksa
pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang
dilakukan pemerintah harus segera disesuaikan,
sehingga menjadi lebih adaptif dan lebih efektif,
sesuai dengan lanskap yang baru. Sifat adaptif dan
efektif ini tentu memerlukan alat ukur objektif
agar dapat diketahui bagaimana tingkat kinerja
pengelolaan informasi dan komunikasi publik
yang dilakukan pemerintah.

Keberadaan alat ukur objektif, seperti
Indeks PIKPinijugadapat membantu mengevaluasi
sampai sejauh mana kebijakan komunikasi nasional
dijalankan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan
pemerintah daerah. Salah satu kebijakan tersebut
adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Inpres
ini mengarahkan peran Kementerian Komunikasi
dan Informatika untuk mengoordinasi komunikasi
publik nasional.

Indeks Pengelolaan Informasi

dan Komunikasi Publik 2021

Arahan tersebut menimbulkan implikasi
bagi kementerian ini untuk mengevaluasi
pelaksanaan komunikasi publik oleh K/L dan
pemerintah daerah termasuk dalam melaksanakan
diseminasi informasi publik melalui skema
narasi tunggal kebijakan dan program-program
pemerintah.

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021
yang merupakan upaya yang kedua kalinya
dilaksanakan sebagai kelanjutan pengukuran
tahun 2019 diharapkan secara objektif mampu
menunjukkan dan menggambarkan capaiankinerja
pengelolaan informasi dan komunikasi publik
yang dilaksanakan masing-masing instansi, baik
dari aspek Input, Proses, Output, dan Outcome.
Hasil pengukuran Indeks dapat membantu
menunjukkan perkembangan serta kondisi yang
memerlukan upaya-upaya perbaikan, sehingga
aktivitas komunikasi publik dapat menjadi lebih
efektif dan efisien di masa mendatang.

Kami sungguh berharap agar Indeks
PIKP dapat memberikan manfaat, tidak saja
bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika
sebagai regulator komunikasi publik, tetapi juga
bagi seluruh K/L dan pemerintah daerah, serta
pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan
komunikasi publik nasional. Sebagai kemanfaatan
utamanya adalah membantu upaya peningkatan
pelayanan publik dalam bidang informasi dan
komunikasi, serta membangun upaya peningkatan
pemenuhan hak publik untuk mendapatkan
informasi.

Usman
hansong

Direktur Jenderal Informasi
dan Komunikasi Publik

Jakarta, 31 Januari 2022



KATA PENGANTAR

DIREKTUR TATA KELOLA DAN KEMITRAAN PUBLIK

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada
kami untuk menyelesaikan tugas pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui
Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2021. Tugas pengukuran Indeks Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) ini juga merupakan tugas pokok dan salah satu program kerja
tahun 2021 Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan
Komunikasi Publik dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan
Informatika. Kegiatan tahun 2021 merupakan kegiatan pengukuran Indeks yang kedua kalinya dilaksanakan
setelah kegiatan pertama tahun 2019.

Sebagaimana pada kegiatan sebelumnya, pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 dilaksanakan
dengan menggunakan pendekatan sistem (Input-Proses-Output-Outcome), dengan data kuantitatif sebagai
basis penghitungan Indeks. Data untuk dimensi Input dan Proses berasal dari hasil survei dengan self-
administered questionnaires terhadap unit-unit kerja pelaksana fungsi informasi dan komunikasi publik di
64 instansi pemerintah pusat (Kementerian dan Lembaga Non-kementerian) yang dipilih secara purposive,
dan di 34 instansi pemerintah daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi) yang merupakan total
sampel keseluruhan.

Data untuk dimensi Output dan Outcome berasal dari hasil survei sampel dengan jumlah responden
anggota masyarakat sebanyak 1.600 orang di 34 Ibu Kota Provinsi yang dipilih secara acak proporsional
menurut jumlah dan karakteristik penduduk di masing-masing kota.

Dengan selesainya kegiatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan kepada para ahli, pembuat kebijakan, dan praktisi informasi dan komunikasi publik yang telah
memberikan sumbang saran dan gagasan-gagasan, serta dukungan dan bantuannya selama berlangsungnya
kegiatan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga perlu kami sampaikan kepada Direktur Jenderal
Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memberikan
dukungannya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya, dan kepada Ketua Tim
Peneliti Prof. Ris. Dr. Gati Gayatri, M.A. bersama seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dan penuh
dedikasi menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

Kami percaya bahwa pengukuran Indeks PIKP ini tentu memiliki banyak kelemahan dan
kekurangan. Oleh karenanya, untuk tujuan penyempurnaan dan perbaikan Indeks PIKP kami mengharap
kritik, sumbang saran, dan gagasan-gagasan baru dari semua pihak. Kami berharap semoga Indeks ini
bermanfaat bagi banyak pihak.

Hasyim
Gautama

Direktur Tata Kelola dan
Kemitraan Publik

Jakarta, 31 Januari 2022
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Ringkasan Eksekutif

INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2021

Pendahuluan

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) merupakan salah satu isu strategis pemerintah
Indonesia karena dua hal. Pertama, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan informasi yang benar,
valid, dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Sikap proaktif pemerintah memberikan informasi ini
menjadi langkah antisipasi di tengah derasnya arus disinformasi yang mendominasi di media digital yang
telah menjadi ruang publik arus utama. Kedua, PIKP yang baik dan efektif menjadi unsur yang penting
dalam tatanan demokrasi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Warga
negara yang terinformasi dengan baik menjadi kunci penting untuk meningkatkan partisipasi publik dalam
pengawasan serta pelaksanaan program-program dan kebijakan publik, meningkatkan efisiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan hingga menciptakan iklim politik, sosial, dan ekonomi yang kondusif.

Untuk mencapai keberhasilan PIKP, maka diperlukan sebuah pengukuran standar. Sejak tahun 2019,
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memprakarsai Indeks PIKP. Indeks ini bertujuan untuk
mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, baik yang dilaksanakan
oleh satuan kerja K/L maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Konteks informasi dalam Indeks PIKP adalah
Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden.

Indeks PIKP disusun berdasarkan konsep Manajemen Komunikasi Kehumasan serta Agenda
Setting. Setidaknya ada empat dimensi yang diukur, yaitu Dimensi Input, Proses, Output, dan Outcome.
Indeks ini tidak saja melibatkan responden unit pelayanan informasi dan komunikasi publik pada instansi
pemerintah pusat dan daerah (dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat provinsi), tetapi
juga masyarakat.

Indeks Pengelolaan Informasi
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Perbandingan hasil Indeks PIKP Tahun 2019 dan 2021

Secara nasional, hasil Indeks PIKP Tahun 2019 menunjukkan bahwa instansi pemerintah baik pusat mau-
pun daerah perlu upaya-upaya penting untuk memperbaiki dimensi Proses, artinya ada gap tiap-tiap in-
stansi dalam melakukan riset, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan IKP. Tidak
hanya itu, upaya perbaikan juga diperlukan pada dimensi Input, di mana alokasi anggaran perlu menjadi
perhatian. Sementara itu, temuan Indeks PIKP di tahun tersebut menunjukkan Output dan Outcome se-
bagai dampak dari kegiatan PIKP terhadap agenda publik, kepuasan publik terhadap layanan informasi
publik, pengetahuan terhadap hak untuk mengetahui (rights to know) serta partisipasi publik masih berada
dalam level “cukup”.

Pada tahun 2021, Indeks PIKP kembali diadakan di mana sebanyak 64 unit kerja pelaksana fungsi
IKP di tingkat K/L serta 34 Diskominfo tingkat provinsi mengisi self-administered questionnaires. Semen-
tara, survei kepada masyarakat melibatkan 1.597 responden yang tinggal di ibu kota di 34 provinsi, yang
terpilih berdasarkan sistem stratified random sampling. Hasil Indeks PIKP Tahun 2021 dapat terlihat pada
tabel berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Indikator dan Indikator Variabel Indeks PIKP 2019 dan 2021

Indeks PIKP 2019 2021 Tren Selisih

Naik

Anggaran Naik
Bahan Informasi Turun
Media dan saluran komunikasi Naik
Sarana dan prasarana Naik
Proses Naik
Pengumpulan data dan informasi Turun
Perencanaan Naik
Pelaksanaan Naik
Monitoring dan Evaluasi Turun
Output Turun
Agenda publik WEN'S
Kepuasan terhadap layanan IKP Turun
Outcome Turun

Rights to know Turun

Partisipasi terhadap kebijakan publik Turun

Keadilan informasi*

Indeks Pengelolaan Informasi
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o Penambahan sebanyak 28 lembaga Kementerian dan Non-kementerian pusat yang dimasukkan ke
dalam Indeks, di antaranya termasuk: LPP TVRI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara,
Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Komisi Pemilihan Umum, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

o Penambahan 4 Dinas Kominfo yang dimasukkan ke dalam Indeks adalah Diskominfo Provinsi Sulawesi
Barat, Diskominfo Provinsi Papua, Diskominfo Provinsi Sulawesi Tengah, dan Diskominfo Provinsi
Maluku Utara.

o Penambahan subvariabel “Keadilan Informasi” pada dimensi Outcome, untuk mengukur persepsi publik
sejauh mana pelayanan IKP memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang tersebar di
seluruh pelosok tanah air.

o Kinerja PIKP di instansi pemerintah pusat dan daerah terjadi kenaikan pada dimensi Input dan Proses,
tetapi tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan tren Output dan Outcome yang
justru menunjukkan tren menurun.

o Terdapat 3 Program Prioritas Nasional yang dianggap penting bagi masyarakat, di antaranya: 1)
penguatan kewirausahaan, UMKM; 2) pengentasan kemiskinan; dan 3) pelaksanaan perlindungan
sosial.

Refleksi atas Indeks PIKP Tahun 2021

Dari uraian terhadap hasil Indeks PIKP Tahun 2021, semua lembaga pemerintah baik pusat dan daerah
tidak saja melakukan peningkatan dari segi dimensi Input dan Proses, tetapi juga melakukan penyesuaian
program-program IKP yang menyasar pembentukan Output dan Outcome, yaitu meningkatnya partisipasi
publik terhadap proses penyusunan kebijakan, interaksi yang harmonis antara pemerintah dan warga negara,
serta kepercayaan dan dukungan publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengambil peran
bekerja sama dengan K/L melakukan fungsi pembinaan kepada Diskominfo tingkat provinsi, terkait:

1. Pemaksimalan fungsi-fungsi utama pembinaan kepada Pemda Provinsi khusunya unit pelayanan
informasi & komunikasi.

2. Skema dukungan anggaran.

Kelengkapan infrastruktur pelayanan informasi dan komunikasi.

4. Prinsip kesetaraan dalam pelayanan informasi publik perlu dipraktikkan, termasuk pelayanan informasi
untuk kelompok disabilitas.

5. Peningkatan sumber informasi non-pemerintahan, khususnya yang terkait dengan variabel
pengumpulan data dan informasi, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring - evaluasi. Hal yang
perlu mendapat perhatian adalah bagaimana pelibatan publik dalam merencanakan kegiatan PIKP,
peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi sesuai karakteristik publik
sebagai komunikan.

»

Penutup

Pelaksanaan pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan sistem Input, Proses,
Output, dan Outcome telah memberikan gambaran berupa fakta masih rendahnya kinerja PIKP, baik di
tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Meskipun disadari bahwa ada beberapa K/L dan Pemda yang
memiliki kinerja baik bahkan sangat baik.

Kinerja sebuah lembaga tentu dipengaruhi dari berbagai aspek, termasuk dari aspek sumber daya
manusia. Karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang utuh, maka pada pelaksanaan pengukuran
kinerja berikutnya dapat mempertimbangkan beberapa variabel dilihat dari sisi sumber daya manusia,
misalnya variabel kepemimpinan, motivasi, perilaku komunikasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja
para karyawan dan variabel-variabel lainnya. Faktor sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang
sangat menentukan baik buruknya kinerja sebuah organisasi atau lembaga.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) merupakan salah satu isu strategis bagi pemerintah
karena dua hal, yaitu pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi serta pertahanan nilai-nilai demokrasi.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mendorong lembaga pemerintah bersikap proaktif
dalam menyampaikan informasi program-program pemerintah yang tengah berjalan atau yang akan
dijalankan sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program pemerintah. Sikap proaktif dalam PIKP ini
juga sebagai langkah antisipasi terjadinya disinformasi di tengah masyarakat akibat telanjur viralnya berita
bohong di media, baik media arus utama (mainstream) atau media konvensional (televisi, radio, dan koran)
maupun media digital (media online dan media sosial).

PIKP yang baik dan efektif menjadi unsur yang penting dalam tatanan demokrasi di Indonesia yang
merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Secara fundamental, tujuan PIKP adalah menjamin
ketersediaan informasi publik bagi warga negara yang merupakan hak asasi manusia. Warga negara yang
terinformasi dengan baik menjadi kunci penting untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan
serta pelaksanaan program-program dan kebijakan publik, meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintahan hingga menciptakan iklim politik, sosial, dan ekonomi yang kondusif.

Pengelolaan PIKP pada era demokratisasi dan transparansi saat ini dapat membantu penjaminan hak
asasi manusia (HAM), yang menjadi salah satu aspek penting kehidupan demokrasi modern (Meyer, 2002).
Sebagian dari aspek-aspek HAM yang perlu mendapatkan perhatian dalam PIKP adalah hak publik untuk
mengetahui (rights to know) dan terwujudnya ranah publik. Dalam rangka mewujudkan ranah publik, ada
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empat syarat yang sangat penting yang perlu dipenubhi, yaitu: (1) Media komunikasi (media lama maupun
media baru) yang bebas dan terbuka terhadap pemikiran, usul, dan kritik dari semua lapisan masyarakat.
Munculnya internet sebagai media komunikasi membuka lebar-lebar bagi terciptanya ruang publik; (2)
Ranah publik harus memberikan peluang bagi pertukaran pendapat dan argumentasi sehingga tercipta
pemahaman dan titik temu dari berbagai sudut pandang dan pendapat yang ada; (3) Adanya kesempatan bagi
warga negara untuk melakukan penyebarluasan dan pendalaman informasi melalui dialog sosial; dan (4)
Kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi secara aktif baik melalui forum-forum publik, asosiasi,
perhimpunan, partai maupun sarana-sarana lainnya guna pembentukan opini yang kuat secara bersama
(Meyer, 2002). Sementara itu, Dahl (2000), esensi demokrasi harus antara lain: (1) mewujudkan adanya
partisipasi yang efektif (effective participation) dari warga negara. Sebelum kebijakan diadopsi oleh lembaga
atau organisasi, warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya
mengenai bagaimana kebijakan seharusnya; (2) Terwujudnya kesetaraan warga negara. Di dalam sistem
demokrasi setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan haknya untuk memilih
dan dalam berpartisipasi dalam pemerintahan; (3) Adanya kesempatan memperoleh pemahaman yang
mencerahkan. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tentang kebijakan alternatif
dan konsekuensinya yang mungkin akan muncul; (4) Adanya kesempatan untuk mengontrol agenda
(control the agenda); dan (5) Bahwa empat kriteria tersebut harus tersedia bagi semua warga negara dewasa
(inclusion of adult) (Dahl, 2000, p. 37).

Kepercayaan publik merupakan tantangan bagi PIKP. Di tengah situasi pandemi Covid-19, partisipasi
dan kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat mungkin turun. Peraturan pembatasan yang berubah-
ubah menimbulkan reaksi negatif dan kecaman publik termasuk industri. Berdasarkan laporan Edelman
Trust Barometer (2021), Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah Indonesia turun, dari 73
di tahun 2020, menjadi 72 di tahun 2021. Meski demikian, orang Indonesia tergolong orang yang paling
optimis berdasarkan studi HOPE INDEX yang dilakukan Gallup International pada tahun 2021. Selain
Indonesia, orang Albania, Azerbaijan, Nigeria, Mexico, dan Vietnam tergolong optimis. Bukan hanya itu,
76 persen (skor tertinggi) orang Indonesia berharap tahun 2022 lebih baik daripada tahun 2021 (Gallup
International, 2021). Optimisme seperti ini dapat terjadi ketika informasi publik diterima dengan baik oleh
masyarakat bahwa negara hadir terus berupaya mengatasi pandemi tanpa mengorbankan sektor ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat. Optimisme seperti ini perlu dijaga dengan terus melaksanakan PIKP yang
efektif dan efisien.

PIKP harus berorientasi pada kepentingan publik dalam arti luas. Menurut Coleman dan Ross
(2010) kata “publik” dapat diartikan secara imajinatif, yakni sebagai “aktor sosial” (social actor) dan “ruang
sosial” (social space). Publik sebagai aktor sosial memiliki makna sebagai produk dari artikulasi sosial antar
individu yang kemudian membentuk sebuah kelompok perwakilan (represented) yang menerima pesan
(attentive) serta merespons isu-isu sosial kepada pemegang kekuasaan. Sementara, publik sebagai ruang
sosial bukan serta-merta bermakna bahwa publik memiliki ruang fisik, melainkan praktik interaksi yang
mencerminkan hubungan-hubungan sosial yang terbuka serta tidak bersifat eksklusif maupun privat. PIKP
ditujukan bagi masyarakat yang inklusif. Hal ini harus tecermin dalam pelaksanaan seluruh aspek PIKP,
khususnya instansi pemerintah dan badan publik lainnya, yang mengedepankan kepentingan publik di atas
kepentingan instansi.
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PIKP memerlukan jaminan secara legalitas. Secara formal-yuridis, penyelenggaraan PIKP di
lingkungan badan-badan publik pemerintah pusat dan daerah telah diatur oleh peraturan perundang-
undangan, sebagai berikut:

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi dan Komunikasi
Publik (Lembaran Negara RI No. 61 Tahun
2008, Tambahan Lembaran Negara RI No.
4846).

Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara RI No.
166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara
RI No. 4916).

10.

11.

12.

Peraturan ~ Menteri ~ Komunikasi  dan
Informatika No. 35 Tahun 2014 tentang Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat.

Peraturan ~ Menteri ~ Komunikasi  dan
Informatika No. 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Bidang Komunikasi dan Informatika.
Peraturan ~ Menteri  Komunikasi  dan
Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI No. Konkuren = Bidang  Komunikasi ~ dan
112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Informatika.

RI No. 5038). 13. Peraturan ~ Menteri ~ Komunikasi  dan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
RI No. 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran
Negara RI No. 5601).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, Jo. Undang-Undang No.
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Jo. Peraturan
Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Komunikasi Publik.

Informatika No. 12 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Komunikasi dan Informatika.
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Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut menjamin hak warga negara untuk
mendapatkan informasi dan berpartisipasi aktif terhadap pembuatan kebijakan, serta mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan,
yakni tata kelola pemerintahan yang baik dan nilai-nilai demokrasi yang mampu mendorong partisipasi
publik dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Aktor sangat berperan dalam efektivitas pelaksanaan PIKP. Dalam praktiknya, pelaksanaan PIKP di
lingkungan badan-badan publik pemerintah pusat umumnya dilaksanakan oleh Biro Humas, Pusat Humas,
atau unit kerja lainnya di lingkungan K/L Non-kementerian. Meski demikian, tugas PIKP tidak sebatas pada
lembaga eksekutif, tetapi juga lembaga legislatif dan yudikatif sebagaimana yang diatur UU Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik. Di lingkungan pemerintah daerah, sesuai
dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan
informasi dan komunikasi publik menjadi bagian dari tugas teknis Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dinas tersebut harus melaksanakan urusan konkuren yang diserahkan pemerintah pusat kepadanya
sebagaimana disebut dalam lampiran undang-undang, yakni sub-urusan informasi dan komunikasi publik
serta sub-urusan aplikasi informatika. Dalam pelaksanaan sub-urusan informasi dan komunikasi publik,
Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang
menjadiinstansi pembina teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi. Kewenangan urusan konkuren
bidang komunikasi dan informatika, untuk sub-urusan informasi dan komunikasi publik, dibagi dengan
batas kewenangan untuk pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi
publik pemerintah pusat serta informasi strategis nasional dan internasional, untuk pemerintah provinsi
bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi, dan
untuk pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan PIKP perlu diukur secara objektif. PIKP tidak serta-merta hanya dilihat dari satu sisi
saja, yaitu dari sisi pelaksanaan atau dampaknya saja. PIKP memiliki dimensi yang sangat kompleks karena
melibatkan banyak aktor, regulasi, aspek teknis, dan non-teknis lainnya. Pengukuran kinerja pengelolaan
informasi dan komunikasi publik dalam bentuk Indeks PIKP telah dilaksanakan di tahun 2019 dengan
melihat pada empat dimensi, yaitu Input, Proses, Output dan Outcome. Input dan Proses merupakan
dimensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik dari sisi badan publik. Sementara, dimensi Output
dan Outcome merupakan dimensi dampak dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik tersebut.
PIKP yang baik dapat menghasilkan output yang baik yang antara lain berupa peningkatan pemahaman
publik terhadap kebijakan dan program-program pemerintah, dan menghasilkan outcome yang baik antara
lain berupa partisipasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah serta persepsi publik
yang positif terhadap keadilan informasi. PIKP secara tidak langsung dapat mencerminkan efektivitas dan
efisiensi manajemen badan-badan publik pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan informasi dan
komunikasi publik sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Indeks tahun 2019 menunjukkan bahwa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu
upaya-upaya penting untuk memperbaiki dimensi Input dan Proses. Skor rata-rata dimensi input secara
nasional untuk kalangan K/L mencapai 64,48 (kategori “cukup”). Rata-rata sub-variabel anggaran dalam
dimensi Input ini terkecil di antara ketiga sub-variabel lainnya, yakni mencapai 56,16 atau kategori “buruk”
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Nilai rata-rata dimensi Proses secara nasional untuk K/L mencapai 53,23 (kategori “buruk”). Nilai rata-rata
sub-variabel pelaksanaan serta sub-variabel monitoring dan evaluasi menyumbang rendahnya nilai rata-
rata keseluruhan dimensi Proses, yakni 34,07 dan 35,39 secara berturut-turut.

Lain halnya dengan nilai skala rata-rata dimensi Input skala nasional untuk Dinas Kominfo tingkat
provinsi mencapai 62,86 (kategori “cukup”). Nilai rata-rata sub-variabel anggaran dan bahan informasi
pada dimensi Input tingkat Dinas Kominfo berkategori buruk, yakni 52,65 dan 57,22 secara berturut-turut.
Sementara, nilai rata-rata dimensi Proses di kalangan Dinas Kominfo tingkat provinsi skala nasional yang
mencapai 48,83 (kategori “sangat buruk”). Rendahnya nilai rata-rata sub-variabel pengumpulan data dan
informasi serta sub-variabel monitoring dan evaluasi menjadi penyebab rendahnya nilai dimensi Proses di
tingkat Dinas Kominfo, yakni 47,41 dan 34,25.

Temuan indeks tahun 2019 pada dimensi Output dan Outcome di kalangan masyarakat
menunjukkan tingkat dampak PIKP terhadap agenda publik, kepuasan publik terhadap layanan informasi
publik, pengetahuan terhadap hak untuk mengetahui (rights to know) serta partisipasi publik masih berada
dalam level “cukup’, yakni di kisaran 69,78 untuk dimensi Output dan 65,8 untuk dimensi Outcome. Hal
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PIKP perlu menargetkan capaian-capaian output dan outcome yang
membidik pada perubahan perilaku masyarakat termasuk partisipasi masyarakat terhadap sistem demokrasi
negara.

Pengukuran kinerja badan publik dalam hal PIKP perlu standar pengukuran yang teruji. Hasil
pengukuran Indeks PIKP Tahun 2019 telah memberikan gambaran bagaimana pengelolaan PIKP yang
menjadi basis untuk perumusan kebijakan, pembangunan sistem pengelolaan PIKP, hingga pembinaan
SDM vyang berkualitas. Untuk itulah, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Direktorat
Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik melakukan pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 dengan
pertanyaan penelitian secara umum, yaitu “Bagaimana tingkat kinerja atau indeks pengelolaan informasi
dan komunikasi publik instansi pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2021?”

Upaya pengukuran ini setidaknya diharapkan dapat menghasilkan dua output, yaitu: 1) alat ukur
yang objektif dan komprehensif terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Indonesia; serta 2)
data empiris yang menjadi acuan penyusunan program-program intervensi Kementerian Komunikasi dan
Informatika yang terkait dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

1.2. Tujuan dan Kegunaan

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 dilaksanakan dengan tujuan mengevaluasi dan mengukur kinerja
pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh K/L Non-kementerian dan Pemerin-
tah Daerah tahun 2021 serta membandingkannya dengan kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 diharapkan dapat digunakan sebagai bagian dari sistem
peringatan dini (early-warning system); membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang
memerlukan perhatian dan langkah-langkah tindak lanjut, serta membantu menentukan pilihan-pilihan
kebijakan dan program-program nasional dan daerah dalam PIKP.
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1.3. Konsep dan Definisi

Definisi “Informasi Publik” secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan
Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sementara, yang
dimaksud dengan “Komunikasi Publik” adalah semua bentuk aktivitas penyampaian, dan/atau tukar-
menukar informasi, pesan dan/atau makna-makna yang dilaksanakan oleh Badan Publik yang diarahkan
untuk mewujudkan kesadaran-kesadaran baru, partisipasi, emansipasi, kesetaraan, dan keadilan bagi publik
dalam pembangunan nasional. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 telah mengamanatkan Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) sebagai koordinator komunikasi publik di mana
setiap Lembaga Eksekutif baik di tingkat pusat (K/L) maupun di tingkat daerah (khususnya Kepala Daerah)
diwajibkan menyerahkan data capaian-capaian program untuk kemudian dibuatkan narasi tunggalnya oleh
Kementerian Kominfo.

Sebagaimana pengukuran tahun 2019, dalam pengukuran Indeks Tahun 2021 informasi publik
yang diukur difokuskan pada informasi tentang Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 122 Tahun 2020. Pada tahun ini Program Prioritas Nasional berjumlah 39 program, dengan
rincian sebagai berikut:

Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan.
Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.

Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan.

Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan

Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM, dan Koperasi

Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi.
Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri.
Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.
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Pembangunan Wilayah Sumatera

—
o

. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali.

[a—
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. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.
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. Pembangunan Wilayah Kalimantan.

—
W

. Pembangunan Wilayah Sulawesi.

._.
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. Pembangunan Wilayah Maluku.

p—
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. Pembangunan Wilayah Papua.

—
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. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan.

—
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. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial.

—
o

. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
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23. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa
dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter.

24. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Meneguhkan
Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan
Peradaban Dunia.

25. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial.

26. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan
dan Berkarakter.

27. Infrastruktur Pelayanan Dasar.

28. Infrastruktur Ekonomi.

29. Infrastruktur Perkotaan.

30. Energi dan Ketenagalistrikan.

31. Transformasi Digital.

32. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

33. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.

34. Pembangunan Rendah Karbon.

35. Konsolidasi Demokrasi.

36. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri.

37. Penegakan Hukum Nasional.

38. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

39. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Komunikasi publik, secara umum, didefinisikan sebagai proses komunikatif yang berorientasi pada
pembentukan keputusan kolektif tentang masalah bersama (common good). Habermas dan ilmuwan
lainnya berpendapat bahwa komunikasi publik memiliki dimensi epistemik (epistemic dimension).
Untuk menentukan bagaimana komunikasi deliberatif tersebut harus dilakukan, Habermas lebih lanjut
berpendapat bahwa “kondisiideal” komunikasi publik adalah situasi di mana tidak terdistorsi oleh kekuasaan,
pembatasan akses, atau posisi sosial yang membentuk keputusan kolektif. Tujuan komunikasi publik adalah
untuk menegakkan norma-norma yang benar dan valid (Hanska-Ahy, 2012). Tentu saja dalam studi ini,
komunikasi publik dipahami secara normatif serta praktis. Komunikasi publik tidak sekadar memberikan
informasi terkait program/ kebijakan pemerintah kepada khalayak luas, tetapi juga untuk menjaga stabilitas
sosial dan politik serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah memberlakukan ketentuan terkait dengan pengelolaan
informasi dan komunikasi publik, yaitu melalui Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Komunikasi Publik. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada K/L terkait
untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing
dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik. PIKP yang diatur dalam Inpres ini bertujuan
menunjang keberhasilan kabinet kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi
tentang kebijakan dan program pemerintah.
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1.4. Metodologi

Indeks PIKP merupakan suatu indikator gabungan atau Composite Indicator (CI) yang mengukur aspek-
aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu INPUT, PROSES, OUTPUT, dan OUTCOME
(Gambar 1). CI merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menyusun indeks dengan kombinasi
lebih dari satu indikator bahkan cenderung beragam. Indikator-indikator dalam CI memiliki variabel-
variabel yang teridentifikasi dengan jelas untuk tujuan yang spesifik dalam indeks. Adapun beberapa
tahapan CI yang perlu diperhatikan di antaranya (Chakrabartty, 2017):

+ AGENDA PUBLIK + PEMENUHAN RIGHT TO
+ KEPUASAN PUBLIK KNOW
TERHADAP PIKP « PARTISIPASI PUBLIK
(DALAM PROSES-

PROSES KEBIJAKAN)
KEADILAN INFORM AS|

Gambar 1.1 Pendekatan Sistem dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

a. Penentuan indikator-indikator serta variabel-variabel dalam indeks tidak ada aturan baku, akan tetapi
sepadan dengan tujuan, kerangka konsep, konsistensi, serta ketersediaan data (dalam tahap ini, semakin
tinggi korelasi antar-indikator dalam indeks, maka semakin rendah dimensi statistika yang ditampilkan
dari dataset).

b. Normalisasi indikator dan variabel dalam indeks diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh
setiap variabel terhadap nilai indikator itu sendiri (metode pembobotan atau scaling paling sering
digunakan).

c. Metode penggabungan dengan perhitungan rata-rata skor indikator yang paling sering dilakukan
dengan cara penjumlahan nilai seluruh variabel dalam indikator. Menurut Decancq dan Lugo (2019
dalam Chakrabartty, 2017), ada tiga pendekatan untuk melakukan penggabungan, yakni secara normatif,
karakteristik data (data-driven), serta hybrid antar keduanya.

Penggunaan CI sebagai alat pengukuran dan alat analisis kebijakan telah dilakukan di berbagai
negara (OECD & JRC European Commission, 2008). Kelebihan CI di antaranya: 1) CI dapat merangkum
realitas yang kompleks dan multidimensional untuk membantu para pembuat keputusan; 2) CI lebih
mudah untuk diinterpretasikan dibandingkan dengan banyak indikator yang terpisah-pisah; 3) CI mampu
menilai perkembangan suatu negara dari waktu ke waktu; 4) CI dapat mengurangi jumlah indikator
tanpa menghilangkan basis informasi yang melandasinya. Meski demikian, CI juga dapat memberikan
pesan yang kurang tepat apabila disusun tanpa proses konstruksi yang tidak transparan (termasuk kurang
memperhatikan prinsip-prinsip statistik atau konseptual) serta cara interpretasi yang salah.

Indeks Pengelolaan Informasi

dan Komunikasi Publik 2021




Secara umum, pemilihan variabel dan indikator variabel dalam penyusunan Indeks PIKP dilakukan
dengan pedoman sebagai berikut.

1. Variabel dan indikator variabel dalam dimensi Input dan dimensi Proses adalah hal-hal yang terkait
dengan program/kegiatan yang “seharusnya” dilaksanakan oleh semua K/L dan Pemerintah Daerah
(menurut teori dan/atau ketentuan yang berlaku). Sementara untuk dimensi Output dan dimensi
Outcome variabel dan indikator variabel ditentukan berdasarkan pengukuran indeks eksisting baik
secara global.

2. Dapat diukur secara kuantitatif (dengan skala tertentu).

Dapat membantu pencapaian tujuan pengukuran.

4. Memiliki indikator tunggal atau ganda.

w

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME

« Anggaran ¢« Pengumpulan « Agenda Publik « Pemenuhan Rights
« Bahan Informasi Bahan Informasi « Kepuasan to Know
« Sarana & untuk Terhadap « Partisipasi Publik

Prasarana Perencanaan Pelayanan « Keadilan Informasi
« Media & Saluran « Perencanaan Informasi &

Komunikasi « Pelaksanaan Komunikasi Publik

¢ Monitoring &
Evaluasi
T =

Gambar 1.2 Kerangka Indeks PIKP 2021

Dari sisi jumlah indikator variabel, materi kuesioner Indeks PIKP Tahun 2019 dan 2021 tidak
mengalami perubahan secara signifikan, karena hanya ada beberapa tambahan. Sebagai contoh, untuk
variabel bahan informasi (pada dimensi Input) dalam kuesioner tahun 2021 ditambahkan 2 indikator
yaitu “membuat konten sendiri” dan “meneruskan/mengamplifikasi konten dari pihak lain”. Penambahan
indikator ini dilakukan dengan asumsi bahwa pengumpulan bahan informasi untuk membuat konten baru
akan berbeda dengan pengumpulan bahan informasi yang hanya sekadar meneruskan konten yang sudah
diproduksi oleh pihak atau lembaga lain. Selain itu, pada dimensi Outcome, Indeks PIKP Tahun 2021 juga
ditambah dengan 1 variabel “keadilan informasi” dengan 1 indikator, yaitu persepsi masyarakat terhadap
ada-tidaknya perlakuan diskriminasi yang diterima oleh publik dalam mendapatkan informasi saat ini.

Selain itu, dari sisi substansi informasi publik yang diukur, materi kuesioner Indeks PIKP Tahun
2021 juga disesuaikan dengan substansi dan jumlah program pembangunan dalam Program Nasional Tahun
2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2021, yakni sebanyak 39 Program
Prioritas. Jumlah ini berbeda dengan jumlah Program Prioritas dalam pengukuran Indeks tahun 2019 yang
hanya mencakup 24 program. Tabel 1.1 menunjukkan rincian jumlah variabel dan jumlah indikator variabel
dalam Indeks PIKP Tahun 2019 dan Tahun 2021.
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Tabel 1.2 Perbandingan Indikator dan Indikator Variabel Indeks PIKP 2019 dan

Variabel dan Jumlah
Indikator Variabel

No Dimensi

PROSES

OUTPUT

OUTCOME

Tahun 2019

Anggaran (4 sub-indikator)
Bahan Informasi (6 sub-
indikator).

Sarana dan Prasarana (1 sub-
indikator)

Media dan Komunikasi (2 sub-
indikator)

Pengumpulan Data dan
Informasi (3 sub-indikator).
Perencanaan (3 sub-
indikator).

Pelaksanaan (6 sub-indikator).
Monitoring dan Evaluasi (3
sub-indikator).

Agenda Publik (3 sub-
indikator).

Kepuasan Publik terhadap
Pelayanan Informasi Publik (1
sub-indikator).

Pemenuhan Hak untuk
Mengetahui (2 sub-indikator).
Partisipasi Publik dalam
Proses Kebijakan Pemerintah
(2 sub-indikator).

Tahun 2021

Anggaran (3 sub-indikator).
Bahan Informasi (8 sub-
indikator).

Sarana dan Prasarana (2 sub-
indikator)

Media dan Komunikasi (3
sub-indikator).

Pengumpulan Data dan
Informasi (2 sub-indikator).
Perencanaan (4 sub-
indikator).

Pelaksanaan (7 sub-indikator).
Monitoring dan Evaluasi (3
sub indikator).

Agenda Publik (4 sub-
indikator).

Kepuasan Publik terhadap
Pelayanan Informasi Publik (1
sub-indikator).

Pemenuhan Hak untuk
Mengetahui (2 sub-indikator).
Partisipasi Publik dalam
Proses Kebijakan Pemerintah
(2 sub-indikator).

Keadilan Informasi (1 sub
indikator).

Capaian skor untuk masing-masing dimensi ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi skor

masing-masing variabel dan indikator variabel. Skor tersebut berkisar dari angka 1-100. Untuk tujuan
evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total seluruh dimensi dalam Indeks PIKP 2021 dibagi menjadi lima
kategori, yaitu “Sangat Baik” (skor > 80), “Baik” (skor 71-80), “Sedang” (skor 61-70), “Buruk” (skor 51-60),
dan “Sangat Buruk” (skor < 50).
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Populasi dan Sampel

Indeks PIKP Tahun 2021 disusun berdasarkan data yang dikumpulkan dari 64 K/L yang dipilih
secara purposive dari jumlah keseluruhan K/L sebanyak 70 instansi yang menjadi target. Untuk Dinas
Kominfo Provinsi jumlah sampel ditetapkan dengan total sampling sebanyak 34 instansi.

Pengumpulan data dimensi Input dan dimensi Proses dari instansi K/L dan Dinas Kominfo Provinsi
dilakukan melalui pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) secara mandiri (self-administered questionnaires)
serta wawancara dengan pejabat terkait yang dianggap memahami dan menguasai persoalan PIKP. Data
tersebut mencakup rentang waktu 6 bulan terakhir sebelum pengukuran dilaksanakan, yakni sejak Januari
hingga Juni 2021.

Data dimensi Output dan dimensi Outcome PIKP dikumpulkan dari masyarakat di seluruh Ibu
Kota Provinsi. Target populasi terdiri dari penduduk berusia 15-64 tahun. Jumlah responden ditetapkan
sebanyak 1.600 orang dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan standard of error sebesar 2,45%
dengan populasi Ibu Kota Provinsi sebesar 16.072.580 tahun 2020.

Pemilihan lokasi pengumpulan data ditentukan dengan teknik multistage area random sampling.

Jumlah sampel di setiap lokasi terpilih ditentukan secara acak dengan teknik proportionate to size. Daftar
lokasi dan jumlah sampel di setiap lokasi disajikan dalam Lampiran 1.
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1.5. Keterbatasan-Keterbatasan

Pengukuran Indeks ini memiliki beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh adanya berbagai kesulitan dan
hambatan dalam pelaksanaannya. Khususnya dalam hal pengumpulan data, kegiatan ini mengalami kendala
yang sangat signifikan karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga menyulitkan
pelaksanaan wawancara dan verifikasi data secara tatap muka dengan para narasumber dan wali data di
K/L dan Dinas Kominfo Provinsi. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner secara daring
dengan batasan waktu tertentu. Tim telah melakukan proses pendampingan pengisian kuesioner melalui
siaran daring pada tanggal 30 September 2021 dengan memisahkan antara K/L serta Dinas Kominfo
Daerah dan secara hybrid pada tanggal 29 November 2021 khusus untuk K/L yang belum lengkap mengisi.
Selain pengisian kuesioner secara daring, pengisian kuesioner juga dapat dilakukan secara manual dengan
mengirimnya melalui email. Hal ini dilakukan untuk memberikan keleluasaan kepada satuan kerja pelayanan
informasi dan komunikasi publik di instansi tersebut untuk mengisi kuesioner. Meski demikian, banyak
kuesioner yang tidak terisi dengan lengkap sebagaimana mestinya. Kesulitan ini berpotensi menurunkan
kualitas pada sebagian dari data yang diperoleh untuk dimensi Input dan dimensi Proses.

Di samping itu, kondisi pandemi juga telah mengakibatkan semakin terbatasnya waktu yang tersedia

untuk pengumpulan data dimensi Output dan dimensi Outcome melalui wawancara langsung dengan
responden masyarakat.
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BAB 2

INDEKS PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK TAHUN 2021

Indeks PIKP merupakan suatu indikator gabungan (composite indicator) yang mengukur aspek-aspek
pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu INPUT, PROSES, OUTPUT, dan OUTCOME. Indeks
PIKP dikembangkan untuk menyediakan suatu alat ukur yang objektif dalam memonitor dan mengevaluasi
serta membandingkan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh K/L
dan Pemerintah Daerah. Indeks PIKP dapat digunakan sebagai bagian dari early warning system; membantu
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan PIKP yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah
tindak lanjut dan mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan nasional dan daerah serta mempertanyakan
bagaimana bisa terjadi dua provinsi yang memiliki anggaran yang sama besarnya, tetapi menunjukkan
kinerja komunikasi publik yang berbeda.

Indeks PIKP diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Bagi komunitas akademis,
Indeks PIKP menyediakan data penting yang diperlukan dalam studikomunikasi dan kehumasan pemerintah.
Bagi perencana pembangunan, Indeks tersebut dapat menunjukkan aspek, variabel atau indikator apa
saja yang belum berkembang, sudah berkembang, dan sangat berkembang di setiap instansi pemerintah
sehingga dapat diketahui langkah apa yang perlu dilakukan. Bagi instansi pemerintah, Indeks PIKP dapat
membantu upaya evaluasi masing-masing dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
Bagi masyarakat, alat ukur tersebut dapat membantu mereka dalam melakukan penilaian terhadap instansi
PIKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Indeks PIKP Tahun 2021 disusun berdasarkan data yang dikumpulkan dari 64 K/L dan 34 Dinas
Kominfo Provinsi melalui pengisian daftar pertanyaan (kuesioner), pendampingan pengisian kuesioner,
baik tatap muka langsung maupun daring bagi responden yang belum mengisi lengkap kuesioner dan/
atau responden yang mengalami kesulitan dalam pengisian kuesioner. Selain itu, tim studi juga melakukan
verifikasi data yang sudah disampaikan oleh responden melalui wawancara secara daring dengan pejabat
terkait yang dianggap memahami dan menguasai persoalan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah
pada tanggal 5 Januari 2021.
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Pemilihan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut dilakukan secara sengaja
(purposive) dengan mempertimbangkan kesiapan data masing-masing. Data untuk pengukuran setiap
dimensi, setiap variabel, dan setiap indikator variabel untuk penyusunan Indeks ini yang dikumpulkan
dari berbagai sumber dan dimintakan kepada para narasumber mencakup rentang waktu 6 bulan terakhir
sebelum studi dilaksanakan, yakni sejak Januari hingga Juni 2021. Capaian skor untuk setiap variabel
ditentukan berdasarkan rata-rata skor yang dicapai instansi. Berikut ini disajikan hasil pengukuran kinerja
pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah untuk
dimensi INPUT-PROSES-OUTPUT-OUTCOME.

Skor tersebut berkisar dari angka 1-100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total
seluruh dimensi dalam Indeks PIKP 2021 dibagi menjadi lima kategori, yaitu “Sangat Baik” (skor > 80),
“Baik” (skor 71-80), “Sedang” (skor 61-70), “Buruk” (skor 51-60), dan “Sangat Buruk” (skor < 50).

Berikut ini disajikan hasil pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang
dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah untuk dimensi INPUT-PROSES-OUTPUT-OUTCOME.

2.1. Dimensi Input

2.1.1. Pengantar

Dimensi Input dalam Indeks PIKP Tahun 2021 diukur berdasarkan skor untuk 4 variabel, yaitu: (1) anggaran;
(2) bahan informasi; (3) sarana dan prasarana; dan (4) media dan saluran komunikasi. Variabel pertama,
yakni anggaran, memiliki empat indikator, yaitu: (a) ketersediaan total anggaran untuk program/kegiatan
tahun berjalan; (b) ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan; (c) ketersediaan anggaran
untuk pelaksanaan program/kegiatan; dan (d) ketersediaan anggaran tahun berjalan dibanding tahun
sebelumnya. Variabel kedua, yaitu bahan informasi terdiri dari enam indikator: (a) ketersediaan bahan
informasi sebelum pelaksanaan program/kegiatan; (b) ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media
cetak konvensional; (c) ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik konvensional; (d)
ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru; (e) ketersediaan bahan informasi narasi tunggal
dari kementerian komunikasi dan informatika; dan (f) ketersediaan bahan informasi hasil pertukaran
dengan instansi dan/atau organisasi lain. Variabel ketiga, yaitu sarana dan prasarana hanya terdiri dari dua
indikator, yakni (a) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi pelayanan informasi
dan kehumasan pemerintah (infrastruktur komunikasi dan informasi serta telekomunikasi), dan (b)
ketersediaan pedoman internal atau mekanisme tertentu terkait keamanan data pribadi dalam PIKP. Variabel
ke empat, yakni media dan saluran komunikasi, terdiri dari tiga indikator: (a) ketersediaan media dan
saluran komunikasi yang dikelola sendiri oleh instansi, (b) ketersediaan media partner, dan (c) ketersediaan
sumber daya yang mencukupi untuk dapat melakukan distribusi informasi publik yang merata.

Indeks PIKP Tahun 2021 mencatat capaian skor untuk variabel anggaran dan variabel bahan
informasi di tingkat K/L tergolong rendah/buruk, yakni 58,37 dan 55,96. Hasil verifikasi menunjukkan
bahwa rendahnya kedua variabel ini disebabkan K/L hanya menyiapkan bahan informasi yang sesuai
dengan tugas dan fungsi instansi bersangkutan. Sementara K/L tidak menyiapkan bahan informasi spesifik
mengenai 39 Program Prioritas Nasional tahun 2021.
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Hal ini mengindikasikan masih rendahnya dukungan K/L terhadap penyebaran informasi program
prioritas. Sementara, nilai skor variabel sarana dan prasarana serta variabel saluran komunikasi tergolong
baik, yakni 76,15 dan 75,98. Secara keseluruhan, nilai skor dimensi Input K/L pada studi Indeks PIKP
Tahun 2021 adalah 66,61 atau termasuk ke dalam kategori “Sedang”. Skor ini, bila dibandingkan dengan
hasil studi Indeks PIKP Tahun 2019, sedikit lebih tinggi sebesar 2,13 poin, yaitu 64,48 dengan kategori
“Sedang”. Artinya, tidak ada perubahan yang begitu signifikan dalam kurun waktu dua tahun ini.

Hasil perhitungan Indeks PIKP untuk skor dimensi Input di tingkat Dinas Kominfo Provinsi
cenderung sedikitlebih rendah dibandingkan dengan skor Indeks di tingkat K/L, yakni 64,52 atau berkategori
“Sedang”. Skor dimensi Input Indeks PIKP Tahun 2021 tingkat Dinas kominfo, bila dibandingkan dengan
dimensi yang sama pada Indeks PIKP Tahun 2019, ini mengalami peningkatan sebesar 1,66 poin, yakni
62,86. Secara rinci, masing-masing skor variabel pada Indeks PIKP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
a) skor variabel anggaran adalah 62,90 (Sedang); b) skor variabel bahan informasi adalah 46,82 (Sangat
Buruk); c) skor variabel sarana dan prasarana adalah 74,71 (Baik); dan d) skor variabel media dan saluran
komunikasi adalah 73,68 (Baik).

Hasil penghitungan Indeks juga menunjukkan instansi pemerintah pusat yang berhasil mencapai
skor tertinggi untuk dimensi Input adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, yaitu dengan skor 91,49 (Sangat Baik). Kementerian ini, pada Indeks PIKP Tahun 2019, hanya
memiliki skor dimensi Input sebesar 74,27. Skor tertinggi yang diperoleh oleh kementerian ini juga terjadi
pada skor variabel anggaran, variabel bahan informasi serta variabel media dan saluran komunikasi. Hasil
studi juga menunjukkan bahwa capaian skor terendah untuk dimensi Input tingkat K/L adalah Lembaga
Penyiaran Publik (LPP) TVRI, yaitu 29,91 (Sangat Buruk). Peringkat kedua dari bawah diperoleh Lembaga
Ketahanan Nasional dengan skor 40,62 (Sangat Buruk).

Di tingkat Dinas Kominfo Provinsi, skor tertinggi untuk dimensi Input diperoleh Dinas Kominfo
Bali dengan skor 89,84 (Sangat Baik), yang utamanya bersumber dari perolehan skor yang cukup tinggi
untuk indikator variabel ketersediaan anggaran, variabel ketersediaan sarana dan prasarana, serta variabel
ketersediaan media dan saluran komunikasi. Posisi kedua dan ketiga diduduki Dinas Kominfo Nusa Tenggara
Barat dengan skor 85,57 (Sangat Baik) dan Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan skor
85,03 (Sangat Baik). Skor tertinggi pada Indeks PIKP Tahun 2019 diperoleh oleh Dinas Kominfo Provinsi
Jawa Tengah, yakni 86,25 kemudian disusul oleh Dinas Kominfo Provinsi Bali, yakni 72,30. Artinya, terjadi
peningkatan dimensi Input yang cukup signifikan oleh Dinas Kominfo Bali.

Sementara itu, skor terendah dimensi Input diperoleh oleh Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara
dengan skor 36,01 (Sangat Buruk). Terendah kedua setelah Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara adalah
Dinas Kominfo Papua Barat dengan skor 38,08 (Sangat Buruk). Posisi Dinas Kominfo Maluku Utara tidak
ada perubahan bila dibandingkan dengan Indeks PIKP Tahun 2019 dengan skor dimensi Input mencapai
35,63 (Sangat Buruk) yang kemudian disusul oleh Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Utara dengan skor
dimensi input 38,38.

Secara lebih rinci, capaian Indeks untuk dimensi Input di tingkat K/L dan di tingkat Dinas Kominfo
Provinsi tahun 2021 dijelaskan dalam uraian berikut ini.
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2.1.2. Capaian Indeks Dimensi Input di Kementerian/Lembaga

2.1.2.1 Anggaran

Survei pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 dilakukan terhadap 70 instansi K/L. Namun, enam instansi
memiliki response rate kurang dari 10% sehingga tidak diperhitungkan dalam pengukuran Indeks ini,
yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Keuangan,
Kementerian Pendidikan Kebudayan Riset dan Teknologi, serta Kementerian Perindustrian. Dengan
demikian, pengukuran Indeks Tahun 2021 hanya mencakup 64 instansi.

Dalam pengukuran variabel ketersediaan anggaran, faktor yang diukur mengacu pada cakupan
pelaksanaan IKP dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian,
indikator yang digunakan adalah pos belanja barang untuk perencanaan program/kegiatan, perumusan
kebijakan teknis, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas
komunikasi, pengelolaan konten dan perencanaan media, pengelolaan media, pelayanan informasi publik,
layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, serta
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Kepolisian Republik Indonesia Rp427.451.895.000,00 Berdasarkan data dari 64 K/L Yang

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |SSSEEEES Rp158.239.926.000,00
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi [l Rp61.208.243.000,00 . .
emeterin Pekeroon U do Perurmaho flyst. WL 4591439300000 menjadi responden, total secara umum
Badan Pemeriksa Keuangan [l Rp44.973.414.000,00

Kementerian Ketenagakeriaan W Rp37.357.979.000,00 anggaran  unit kerj a yang menangani

Kementerian Pertanian il Rp34.617.967.000,00

ol e pelayanan  informasi ~ dan  kehumasan

CemenernAgrr o Tats RsngndonFeraren el 1. ot o.465 000 berkisar antara Rp50 juta hingga Rp6l
Kementerian Sosial | Rp21.723.470.000,00 o1 . .

Kementerian Perdagangan W Rp20.205.733.00000 miliar. Anggaran Kementerian Koordinator

Kementerian Komunikasi dan Informatika 1l Rp20.000.000.000,00 . . . .
Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas |l Rp18.865.684.000,00 Bldang Perekonomlan Yang pal]ng Sedlklt

Kementerian Kelautan dan Perikanan J} Rp16.772.591.000,00

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi J§ Rp15.119.723.000,00 untuk pelayanan infOI'maSi dan kehumasan’

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Rp14.572.701.000,00

ementerian Perindustrian 1224.668.000, . ..

S Rt dan o Nosorsl 3 Re12.812.236.00000 sedangkan Kementerian Pariwisata dan

Kemeterian Luar Negeri § Rp11.744.937.000,00 . . . . .

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral i Rp11.700.000.000,00 Ek0n0m1 Kre atlf mencap al total leblh darl
Kementerian Dalam Negeri § Rp11.000.000.000,00

Lembaga Administrasi Negara § Rp10.240.373.000,00 Rp61 miliar. Nilai rata-rata Yang mencapai

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ) Rp8.250.000.000,00
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan § Rp7.179.020.000,00 1z 2 P :
(emetaan Petahanan. Ryt 69177100000 Rp9,5 miliar dengan nilai tengah sekitar
Kementerian Pemuda dan Olahraga | Rp6.680.000.000,00 e . .
Badan Pusat Statistik | Rp5.499.332.000,00 Rp3,7 mlllar menun}ukkan ketlmpangan tOtal
Badan Narkotika Nasional } Rp5.309.231.000,00
Perpustakaan Nasional | Rp3.850.708.000,00 d' 1 1 b
Bada Meteorologi, klimatologi, dan Geofisika | Rp3.787.000.000,00 anggaran 1 antara 64 1n8tanSI terse ut.

Bidang Manusia dan | Rp3.470.084.000,00
Badan Siber dan Sandi Negara | Rp3.200.000.000,00
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | Rp3.000.000.000,00
Ombusdman Rl | Rp2.975.385.000,00
Badan Pengawasan Obat dan Makanan | Rp2.777.902.000,00
Arsip Nasional | Rp2.675.853.000,00
Kementerian Badan Usaha Milik Negara | Rp2.552.694.000,00
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rp2.331.017.000,00
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi | Rp2.117.096.000,00
Lembaga Ketahanan Nasional Rp1.748.056.000,00
Komisi Pemilihan Umum Rp1.710.599.000,00
Sekretariat Kabinet | Rp1.679.387.000,00
Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan Rp1.630.500.000,00
Badan Standarisasi Nasional Rp1.604.109.000,00
Komisi Pemberantasan Korupsi Rp1.546.850.000,00
Badan Kepegawaian Negara Rp1.529.578.000,00
Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Rp1.400.000.000,00
Kementerian Hukum dan HAM | Rp1.383.050.000,00
Badan Pengawas Tenaga Nuklir = Rp1.077.732.000,00

Kementeriaan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  Rp985.967.000,00

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | Rp829.800.000,00

Kejaksaan Agung  Rp562.600.000,00

Sekretariat Wakil Presiden ~ Rp430.700.000,00

Kementerian Investasi/BKPM  Rp380.500.000,00

Kementerian Keuangan  Rp342.440.000,00

Kementerian Sekretariat Negara ~ Rp196.062.000,00

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp183.648.000,00

Dewan Pertimbangan Presiden  Rp129.972.000,00

Kementerian Bidang Rp50.000.000,00
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  Rp15.000.000,00

Rp0,00 Rp500.000.000.000,00

Gambar 2.1Total Anggaran 64 Instansi Pemerintah
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2.1.2.1.a Anggaran untuk Perencanaan Program/Kegiatan Terkait Kebijakan Teknis Informasi
dan Komunikasi Publik (IKP)

Efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah sebagian besar
ditentukan oleh aktivitas perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis informasi dan komunikasi
publik (IKP). Untuk mewujudkan efektivitas perencanaan program/kegiatan tersebut, dibutuhkan
pengumpulan data dan informasi relevan yang memadai, koordinasi, dan konsultasi dengan berbagai pihak
dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terkait perencanaan program/kegiatan kebijakan teknis IKP.

Jika dibandingkan dengan pengukuran Indeks Tahun 2019, terlihat pada Indeks Tahun 2021 ini
terjadi penurunan rasio jumlah K/L yang menyediakan anggaran khusus untuk perencanaan program/
kegiatan terkait kebijakan teknis IKP. Dari 64 K/L yang diukur, 23 di antaranya tidak memiliki anggaran
khusus untuk hal itu. Jumlah total anggaran untuk perencanaan IKP di tingkat K/L mencapai Rp42,7 miliar
dan jumlah anggaran rata-rata K/L sekitar Rp1 miliar per tahun. Dalam aspek ini pun terdapat ketimpangan
yang terlihat dari rentang yang luas. Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.2, Badan Narkotika
Nasional menganggarkan kurang dari Rp5 juta, sedangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi mencapai Rp,7 miliar (Lihat: Gambar 2.2).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi || G Rp7.016.895.000,00
Kementerian Dalam Negeri |GG Rp6.557.903.000,00
Kementerian Agama [N Rp4.791.596.000,00
Kementerian Keuangan _ Rp4.726.570.000,00
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika [ Rp3.787.000.000,00
Perpustakaan Nasional [ Rp3.750.820.000,00
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas [ MBI Rp3.463.520.000,00
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional [ BB Rp3.000.000.000,00
Kepolisian Republik Indonesia [l Rr2.940.869.000,00
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi [l Rr1.811.483.000,00
Kementerian Kesehatan  [JJjJllfé Rp1.567.800.000,00
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [Jjjill} Rp1.403.704.000,00
Kementerian Pertanian [} Re1.352.375.000,00
Sekretariat Kabinet  [JJjJii} Rp1.081.628.000,00

Badan Riset dan Inovasi Nasional  [JjjJi} Rp1.000.000.000,00

Bidang iman dan Investasi [} Rp901.130.000,00
Kementerian Perhubungan  [JJJJ} Rp897.699.000,00
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif [} Rp674.999.000,00
Komisi Pemilihan Umum [} Rp640.590.000,00
Kementerian Perindustrian [} Rp526.923.000,00
Kementerian Pemuda dan Olahraga [} RpS00.000.000,00
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme [} Rp482.869.000,00
Kementerian Ketenagakerjaan [ Rp355.878.000,00
Badan Pengawas Obat dan Makanan [} Rp353.090.000,00
Badan Kepegawaian Negara ] Rp296.631.000,00

Kementerian Kelautan dan Perikanan |} Rp238.950.000,00

Kementerian puan dan Perlindungan Anak | Rp229.777.000,00
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Rp200.000.000,00

Badan Siber dan Sandi Negara | Rp200.000.000,00

Kementerian Sosial | Rp164.447.000,00

Kementerian Hukum dan HAM | Rp149.000.000,00

Ombudsman Rl | Rp109.200.000,00

Bidang Manusia dan | Rp100.220.000,00

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Rp100.000.000,00
Badan Standarisasi Nasional | Rp50.000.000,00
Kementerian Pertahanan | Rp45.000.000,00

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  Rp10.494.000,00

Bidang Rp10.000.000,00
Arsip Nasional ~ Rp6.555.000,00
Badan Narkotika Nasional  Rp4.450.000,00

Rp0,00 Rp5.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00

Gambar 2.2 Anggaran Perencanaan Program/Kegiatan terkait Kebijakan Teknis IKP
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2.1.2.1.b Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Perumusan
Kebijakan Teknis Bidang IKP

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 memperhitungkan penganggaran perumusan kebijakan teknis seperti
regulasi, petunjuk teknis, standard operational procedure dan pedoman terkait pengelolaan komunikasi
publik. Unsur-unsur penganggaran ini belum diperhitungkan dalam pengukuran Indeks PIKP Tahun 2019.
Hasil studi menunjukkan bahwa sekitar separuh K/L memiliki pos untuk kegiatan-kegiatan tersebut dengan
kisaran antara Rp4,5 juta hingga Rp15 miliar, sehingga nilai rata-rata anggaran sekitar Rp1,2 miliar seperti
yang dirincikan dalam Gambar 2.3.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi — Rp15.019.723.000,00

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika - Rp3.787.000.000,00
perpustakaan Nasional [ Rr3.750.820.000,00
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Rp3.104.000.000,00
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Rp2.228.649.000,00
Badan Pengawasan Obat dan Makanan - Rp2.053.612.633,00
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional - Rp2.000.000.000,00
Kementerian Kelautan dan Perikanan - Rp1.826.836.000,00
Kementerian Keuangan - Rp1.676.850.000,00
Arsip Nasional - Rp1.626.897.000,00
Kementerian Perhubungan . Rp1.019.445.000,00
Badan Standarisasi Nasional . Rp1.000.000.000,00
Badan Riset dan Inovasi Nasional . Rp1.000.000.000,00
Lembaga Administrasi Negara . Rp995.563.000,00
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif l Rp674.999.000,00
Kepolisian Republik Indonesia l Rp547.974.000,00
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan l Rp307.650.000,00
Badan Kepegawaian Negara l Rp296.631.000,00
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Rp222.349.000,00
Kementerian Sosial | Rp220.329.000,00
Kementerian Perindustrian | Rp218.899.000,00
Kementerian Pertanian | Rp200.000.000,00
Kementerian Pemuda dan Olahraga | Rp200.000.000,00
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Rp162.003.000,00
Kementerian Hukum dan HAM | Rp149.000.000,00
Badan Narkotika Nasional | Rp123.350.000,00
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Rp113.553.000,00
Sekretariat Kabinet | Rp110.730.000,00
Ombudsman Rl | Rp109.200.000,00
Kementerian Dalam Negeri | Rp100.840.000,00
Badan Siber dan Sandi Negara | Rp100.000.000,00
Kementerian Sekretariat Negara \ Rp60.489.000,00
Kementerian Kesehatan | Rp39.680.000,00
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Rp35.000.000,00
Kementerian Agama  Rp18.925.000,00
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  Rp10.000.000,00
Kementerian Pertahanan  Rp4.500.000,00

Rp0,00 Rp10.000.000.000,00 Rp20.000.000.000,00
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2.1.2.1.c Anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan Monitoring
Opini dan Aspirasi Publik

Penganggaran untuk pemantauan opini dan aspirasi publik juga mulai diperhitungkan dalam
pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan
Informatika Nomor 8 Tahun 2019, monitoring opini dan aspirasi publik meliputi pemantauan isu publik
di media massa dan media sosial, pengumpulan pendapat umum, pemantauan aduan masyarakat, serta
evaluasi dan pemilihan isu publik. Gambar 2.4 menerangkan bahwa sebanyak 45 K/L memiliki anggaran
untuk hal itu dengan nilai terkecil Rp10 juta hingga yang tertinggi Rp11 miliar. Nilai rata-rata anggaran
untuk pemantauan opini dan aspirasi publik sekitar Rp1,7 miliar pada tahun 2021.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional |G Rp11.053.318.000,00
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (i@ Rp2.832.492.000,00
Kementerian Kesehatan [ Rp2.622.080.000,00
Kementerian Pertanian @ Rp1.892.000.000,00

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Kepolisian Republik Indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Sosial

Kementerian Keuangan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Badan Nasional Penganggulangan Terorisme

Kementerian Perindustrian

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Luar Negeri

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Komunikasi dan informatika

Kementerian Pertahanan

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Badan Pusat Statistik

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Kementerian Ketenagakerjaan

Sekretariat Kabinet

Kementerian Perhubungan

Kementerian Agama

Perpustakaan Nasional

Ombudsman RI

Badan Kepegawaian Negara

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Siber dan Sandi Negara

Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan
Lembaga Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Badan Standarisasi Nasional
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

W Rp986.356.000,00
W Rp875.403.000,00
W Rp815.000.000,00
B Rp764.414.000,00
W Rp735.930.000,00
¥ Rp695.590.000,00
B Rp656.089.000,00
¥ Rp618.088.000,00
¥ Rp602.360.000,00
B Rp600.000.000,00
B Rp584.120.000,00
B Rp567.767.000,00
¥ Rp544.929.000,00
# Rp439.600.000,00
¥ Rp421.048.000,00
¥ Rp400.000.000,00
} Rp350.000.000,00
1 Rp299.200.000,00
1 Rp267.000.000,00
1 Rp250.000.000,00
I Rp210.000.000,00
1 Rp200.000.000,00
I Rp200.000.000,00
1 Rp200.000.000,00
1 Rp176.400.000,00
1 Rp174.500.000,00
| Rp170.670.000,00
| Rp165.957.000,00
I Rp163.956.000,00
| Rp153.330.000,00
| Rp120.000.000,00
| Rp113.550.000,00
| Rp107.000.000,00
| Rp100.000.000,00
| Rp100.000.000,00
| Rp80.000.000,00

Rp53.163.000,00

Rp48.900.000,00

Rp30.000.000,00

Rp10.000.000,00

Rp0,00 Rp10.000.000.000,00 Rp20.000.000.000,00
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2.1.2.1.d Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemantauan Informasi dan
Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi

Dalam hal penetapan agenda prioritas komunikasi, K/L memantau informasi kebijakan terkait dengan
kewenangan instansi tersebut berdasarkan agenda prioritas yang ditetapkan. Kemudian, K/L melaksanakan
evaluasi dan penetapan agenda berdasarkan hasil rekomendasi dari pemantauan informasi tadi. Gambar 2.5
menerangkan bahwa sebanyak 39% K/L responden memiliki anggaran untuk pemantauan informasi dan
penetapan agenda prioritas komunikasi dengan nilai terkecil Rp10 juta hingga yang tertinggi Rp7,2 miliar.
Nilai rata-rata anggaran untuk pemantauan opini dan aspirasi publik sekitar Rp2,4 miliar untuk satu tahun.

Kementerian Pertanian

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menangah
Kementerian Agama

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Perindustrian

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kepolisian Republik Indonesia

Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Kementerian Hukum dan HAM

Sekretariat Kabinet

Perpustakaan Nasional

Badan Kepegawaian Negara

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

I Rp1.500.855.000,00
I rRp1.186.149.000,00
I Rr1.050.000.000,00
B Rp800.000.000,00
I Rrp719.980.000,00
BB Rps68.025.000,00
I Rp600.000.000,00

I Rrp586.000.000,00

I Rp566.861.000,00

I Rp554.160.000,00

I Rp304.345.000,00

B Rrp210.000.000,00

B Rp200.000.000,00

B Rrp148.297.000,00

J Rrp120.000.000,00

J Rp107.000.000,00

J Rp100.000.000,00

J Rp94.600.000,00

J Rrp81.252.000,00

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Rp34.000.000,00
Badan Standarisasi Nasional | Rp30.000.000,00
Badan Siber dan Sandi Negara | Rp20.000.000,00
Kementeran Koordinator Bidang Perkonomian | Rp10.000.000,00
Rp0,00 Rp2.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,00 Rp6.000.000.000,00 Rp8.000.000.000,00

Gambar 2.5 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemantauan Informasi
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2.1.2.1.e Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Konten

dan Perencanaan Media

Penganggaran pengelolaan konten dan perencanaan media mencakup penyusunan strategi komunikasi
publik dan pengemasan konten untuk disebarluaskan melalui media cetak, penyiaran, daring, sosial, luar
ruang, juga komunikasi tatap muka. Dari 64 K/L, 80% di antaranya mengalokasikan anggaran khusus untuk
pos ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki anggaran tertinggi dengan total Rp30 miliar,
sedangkan Badan Pusat Statistik mengalokasikan kurang dari Rp6 juta untuk hal tersebut. Urutan untuk 64

K/L ditunjukkan dalam Gambar 2.6.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pertahanan

Kementerian Sosial

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pertanian

Kementerian Perhubungan

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

Perpustakaan Nasional

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Pemuda dan Olahraga

Badan Pemeriksa Keuangan

Mahkamah Agung

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Agama

Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ombudsman RI

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kementerian Investasi/BKPM

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Arsip Nasional

Sekretariat Kabinet

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Kepegawaian Negara

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Kementerian Ketenagakerjaan

Komisi Pemilihan Umum

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Wakil Presiden

Lembaga Ketahanan Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dewan Pertimbangan Presiden

Komisi Yudisial

Kementerian Sekretariat Negara

Badan Standarisasi Nasional

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Kesehatan

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Badan Pusat Statistik

[ UTIIIIIRRR Rp30.342.879.000,00
WS Rp5.698.695.000,00

W Rp4.965.744.000,00

WS Rp4.006.771.000,00

8 Rp3.804.000.000,00

B Rp3.699.160.000,00

W Rp3.488.720.000,00

B Rp1.924.636.000,00

M Rp1.725.181.000,00

B Rp1.243.400.000,00

B Rp1.230.000.000,00

¥ Rp1.130.000.000,00

B Rp1.000.000.000,00

B Rp1.000.000.000,00

B Rp956.000.000,00

B Rp843.402.000,00

# Rp742.050.000,00

# Rp640.699.000,00

§ Rp573.100.000,00

§ Rp550.000.000,00

| Rp500.000.000,00

I Rp400.000.000,00

| Rp276.816.000,00
| Rp272.112.000,00
| Rp222.440.000,00
| Rp189.631.000,00
| Rp187.700.000,00
| Rp183.075.000,00
| Rp170.466.000,00
Rp100.000.000,00
Rp89.400.000,00
Rp83.000.000,00
Rp81.100.000,00
Rp60.252.000,00
Rp54.550.000,00
Rp48.972.000,00
Rp45.000.000,00
Rp34.109.000,00
Rp30.000.000,00
Rp24.585.000,00
Rp13.854.340,00
Rp12.774.000,00
Rp10.000.000,00
Rp6.000.000,00

Rp0,00 Rp20.000.000.000,00 Rp40.000.000.000,00
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2.1.2.1.f Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan
Media Komunikasi Publik

Ruang lingkup pengelolaan media komunikasi publik mencakup pengelolaan media milik instansi (owned
media) dan pemanfaatan media lain (media buying) untuk diseminasi pesan termasuk tahap evaluasi
penggunaan media. Hampir seluruh K/L memiliki anggaran untuk program/kegiatan tersebut dengan nilai
tertinggi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Rp33,8 miliar. Anggaran terendah untuk pos ini adalah Rp15
juta, seperti yang ditampilkan dalam Gambar 2.7.

Kementerian Ketenaga kerjaan [ Rp33.810.640.000,00
Kepolisian Republik Indonesia [ Rp27.426.317.000,00
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif GG Rp19.440.458.000,00
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat @ Rp13.304.890.000,00
Kementerian Pertanian [ Rp7.205.350.000,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [ Rp6.975.000.000,00
Kementerian Komunikasi dan Informatika [ Rp6.962.724.000,00
Kementerian Pertahanan [ Rp5.698.695.000,00
Kementerian Dalam Negeri [ Rp4.159.460.000,00
Kementerian Perindustrian [l Rp3.302.814.000,00
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme [ Rp3.087.851.000,00
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah [} Rp2.225.000.000,00
Kementerian Kelautan dan Perikanan |l Rp2.145.584.000,00
Kementerian Pemuda dan Olahraga W@ Rp2.000.000.000,00
Kementerian Perhubungan [l Rp1.738.117.000,00
Badan Pengawasan Obat dan Makanan [l Rp1.700.522.633,00
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Wl Rp1.649.102.000,00
Badan Riset dan Inovasi Nasional W Rp1.500.000.000,00
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas il Rp1.280.000.000,00
Kementerian Kesehatan B Rp615.028.000,00
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp575.294.000,00
Kementerian Investasi BKPM | Rp500.000.000,00
Rp407.600.000,00
Rp400.000.000,00
Rp384.340.000,00
Rp321.030.000,00

Perpustakaan Nasional 1
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika I
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi I
Lembaga Administrasi Negara |

Kementerian Badan Usaha Milik Negara 1 Rp278.186.000,00

Badan Pusat Statistik | Rp250.449.000,00

Kementerian Luar Negeri | Rp229.889.000,00

|

|

I

|

|

|

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ombudsman Rl | Rp229.023.000,00

Kementerian Sosial Rp217.980.000,00

Arsip Nasional | Rp211.750.000,00

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp200.000.000,00
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rp190.000.000,00

Badan Kepegawaian Negara Rp189.631.000,00
Rp182.140.000,00
Rp164.100.000,00
Rp158.850.000,00
Rp150.000.000,00
Rp107.500.000,00
Rp97.600.000,00
Rp71.777.500,00
Rp71.400.000,00
Rp69.500.000,00
Rp63.835.000,00
Rp57.500.000,00

Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Hukum dan HAM

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Lembaga Ketahanan Nasional

Sekretariat Wakil Presiden

Dewan Pertimbangan Presiden

Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kementerian Agama

Badan Standarisasi Nasional Rp50.000.000,00
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Rp38.000.000,00
Kejaksaan Agung | Rp24.000.000,00

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Rp20.000.000,00
Rp16.140.000,00
Rp15.262.000,00

Rp15.000.000,00

Badan Narkotika Nasional
Sekretariat Kabinet
Badan Siber dan Sandi Negara

Rp0,00 Rp20.000.000.000,00 Rp40.000.000.000,00
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2.1.2.1.g Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Pelayanan
Informasi Publik

Implementasi pelayanan informasi publik dalam konteks Indeks PIKP meliputi pelaksanaan fungsi PPID
dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Walaupun pelayanan oleh PPID bersifat wajib dimiliki setiap badan
publik, tidak semua K/L mengalokasikan anggaran secara khusus untuk program/kegiatan ini. Tercatat 52
K/L memiliki anggaran yang berkisar antara Rp1 juta hingga Rp47,9 miliar dengan nilai rata-rata Rp4,7
miliar secara keseluruhan. Gambar 2.8 dapat menunjukkan rincian untuk setiap K/L.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kementerian Sosial

Kementerian Pertanian

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lembaga Ketahanan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Komisi Pemilihan umum

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Perhubungan

Kementerian Keuangan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Investasi BKPM

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Siber dan Sandi Negara

Arsip Nasional

Sekretariat Kabinet

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Badan Kepegawaian Negara

Kementerian Kesehatan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Perpustakaan Nasional

Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kementerian Agama

Kementerian Pertahanan

Badan Narkotika Nasional

Badan Pusat Statistik

Ombudsman RI

Badan Standarisasi Nasional

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kementerian Sekretariat Negara

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Lembaga Administrasi Negara

Kepolisian Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rp0,00

IR, Rp47.934.085.000,00

W Rp11.014.966.000,00

WS Rp10.700.570.000,00

W Rp7.160.163.000,00

W8 Rp2.569.242.000,00

B8 Rp2.563.655.000,00

B Rp2.261.744.000,00

W Rp1.676.585.000,00

B Rp1.477.307.000,00

B Rp1.439.250.000,00

¥ Rp1.358.544.000,00

B Rp1.237.096.000,00

¥ Rp1.045.295.000,00

¥ Rp1.007.000.000,00

¥ Rp1.004.000.000,00

B Rp993.404.000,00

¥ Rp872.000.000,00

) Rp640.590.000,00

1 Rp600.000.000,00

1 Rp597.484.000,00

| Rp460.800.000,00

1 Rp432.313.000,00

| Rp405.132.000,00

| Rp404.460.000,00

| Rp355.878.000,00

| Rp343.185.000,00
| Rp331.166.000,00
| Rp317.775.000,00
| Rp200.000.000,00
| Rp186.000.000,00
| Rp180.000.000,00
| Rp176.825.000,00
| Rp165.957.000,00
| Rp133.160.000,00
| Rp132.319.000,00

| Rp125.000.000,00
Rp100.000.000,00
Rp99.888.000,00
Rp98.086.000,00
Rp90.242.000,00
Rp88.210.000,00
Rp62.911.000,00
Rp57.630.000,00
Rp52.970.000,00
Rp50.000.000,00
Rp48.900.000,00
Rp14.360.000,00
Rp9.040.000,00
Rp8.740.000,00
Rp5.678.000,00
Rp1.000.000,00

Rp20.000.000.000,00  Rp40.000.000.000,00

Gambar 2.8 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
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2.1.2.1.h Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Layanan
Hubungan Media

Pengelolaan layanan hubungan media dalam pengukuran Indeks PIKP tahun ini mencakup pembuatan
siaran pers, pengelolaan ruang pers, pelaksanaan konferensi pers, kunjungan media, dan sejenisnya, serta
memantau pemuatan siaran pers di media. Dalam anggaran belanja barang tahun 2021, sebanyak 47 K/L
(atau 73%) terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan hubungan media dengan jumlah rata-rata
mencapai Rp3 miliar. Pada tahun tersebut, Kepolisian RI menganggarkan total Rp32,4 miliar, sedangkan
Sekretariat Wakil Presiden kurang dari Rp9 juta. Urutan besaran anggaran untuk seluruh K/L ditunjukkan
oleh Gambar 2.9.

Kepolisian Republik Indonesia |G Rp32.470.315.000,00
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional [ Rp11.257.008.000,00
Kementerian Pertanian [ Rp8.205.350.000,00
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi... [l @ Rp8.084.553.000,00
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme [l Rp7.266.601.000,00
Kementerian Kelautan dan perikanan [ Rp3.875.887.000,00
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ Rp3.600.000.000,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [l Rp2.950.840.000,00
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [l Rp2.612.318.000,00
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [l Rp2.230.150.000,00
Kementerian Ketenagakerjaan [l Rp1.585.159.000,00
Kementerian Perhubungan i} Rp1.281.824.000,00
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi [l Rp1.269.277.000,00
Kementerian Perindustrian | Rp985.720.000,00
Kementerian Agama [} Rp812.500.000,00
Kementerian Kesehatan [} Rp802.900.000,00
Kementerian Keuangan [} Rp753.680.000,00
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah || Rp675.000.000,00
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |} Rp548.100.000,00
Kementerian Luar Negeri | Rp488.744.000,00
Perpustakaan Nasional | Rp426.800.000,00
Kementerian Investasi / BKPM | Rp375.000.000,00
Sekretariat Kabinet |} Rp369.270.000,00
Badan Pengawas Tenaga Nuklit | Rp346.000.000,00
Kementerian Komunikasi dan Informatika | Rp281.500.000,00
Kementerian Sosial | Rp252.422.000,00
Kementerian pemuda dan Olahraga | Rp250.000.000,00
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Rp215.670.000,00
Badan Kepegawaian Negara | Rp179.588.000,00
Kementerian Hukum dan HAM | Rp150.000.000,00
Badan Pengawasan Obat dan Makanan | Rp129.341.633,00
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rp108.350.000,00
Kementerian Dalam Negeri | Rp100.840.000,00
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Rp94.050.000,00
Ombudsman Rl | Rp85.400.000,00
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Rp82.000.000,00
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | Rp76.251.000,00
Arsip Nasional | Rp60.500.000,00
Badan Narkotika Nasional | Rp48.800.000,00
Badan Standarisasi Nasional | Rp30.000.000,00
Badan Siber dan Sandi Negara | Rp20.000.000,00
Kementerian Sekretariat Negara | Rp12.560.000,00
Sekretariat Wakil Presiden | Rp8.998.000,00

Rp0,00 Rp20.000.000.000,00 Rp40.000.000.000,00
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2.1.2.1.i Anggaran Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kemitraan
dengan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan program IKP oleh K/L juga mencakup pelaksanaan fungsi hubungan dengan pemangku
kepentingan untuk tujuan pengembangan dan pemeliharaan hubungan dengan berbagai pihak, yaitu
kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif, dan
kelompok strategis. Data menunjukkan, 64% K/L dalam studi ini menganggarkan khusus untuk aktivitas
kemitraan dengan pemangku kepentingan. Jumlah total anggaran yang disediakan oleh seluruh K/L
mencapai lebih dari Rp81 miliar, dengan jumlah rata-rata anggaran K/L untuk kegiatan ini sebesar Rp1,8
miliar. Pada Gambar 2.10, grafik memperlihatkan anggaran terbesar dimiliki oleh Kementerian Agraria dan

Tata Ruang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional [ Rp10.000.000.000,00
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif i Rp3.214.932.000,00
Badan Riset dan Inovasi Nasional [ Rp2.500.000.000,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [l @@ Rp1.775.762.000,00
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [ Rpl1.662.321.000,00
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi @@ Rp1.483.785.000,00

Kementerian Perindustrian @ Rp1.200.075.000,00
Kementerian Komunikasi dan Informatika W Rp1.098.000.000,00
Kementerian Pertanian @ Rp1.091.000.000,00

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Kesehatan
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Kementerian Sosial
Kementerian Dalam Negeri
Perpustakaan Nasional
Badan Narkotika Nasional
Ombudsman RI
Kementerian Perhubungan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Kepegawaian Negara
Badan Pusat Statistik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Keuangan
Kementerian Agama
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Kabinet
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Badan Siber dan Sandi Negara
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Kementerian Pertahanan
Arsip Nasional
Badan Standarisasi Nasional
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Kepolisian Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Komisi Pemilihan Umum
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

W Rp1.017.221.000,00
W Rp945.600.000,00
W Rp944.970.000,00
W Rp917.472.000,00
W Rp878.188.000,00
W Rp863.441.000,00
W Rp844.900.000,00
W Rp680.000.000,00
W Rp607.796.000,00
W8 Rp598.768.000,00
W Rp493.032.000,00

W Rp448.866.000,00

W Rp402.300.000,00

W Rp401.000.000,00

B Rp280.791.000,00

¥ Rp236.010.000,00

¥ Rp201.391.000,00

¥ Rp200.000.000,00

1 Rp165.957.000,00

1 Rp154.389.000,00

1 Rp150.000.000,00
1 Rp150.000.000,00
1 Rp148.000.000,00
I Rp115.095.000,00
1 Rp110.455.000,00
1 Rp105.904.000,00
1 Rp100.000.000,00
| Rp76.251.000,00
| Rp71.928.000,00
| Rp24.585.000,00

| Rp12.000.000,00

| Rp10.350.000,00

| Rp8.200.000,00

Rp0,00 Rp5.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 Rp15.000.000.000,00

Gambar 2.10 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Kemitraan
dengan Pemangku Kepentingan

Indeks Pengelolaan Informasi

dan Komunikasi Publik 2021




2.1.2.1,j Anggaran Untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan
Manajemen Komunikasi Krisis

Dalam melaksanakan manajemen komunikasi krisis untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap
reputasi atau citra instansi, kegiatan yang dilakukan dalam program ini berupa penyiapan penanganan
komunikasi krisis, pengelolaan komunikasi krisis, dan evaluasi penanganan komunikasi krisis. Untuk
mengantisipasi hal tersebut, hanya 20 K/L menyiapkan anggaran khusus dengan rentang Rp12 juta hingga
Rp7 miliar untuk satu tahun. Diagram dalam Gambar 2.11 menunjukkan urutan besaran anggaran dari 19
K/L.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi _ Rp7.016.895.000,00
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif _ Rp3.409.458.000,00
Kementerian Kesehatan _ Rp2.622.080.000,00
Badan Nasional Penanggulangan Teroris _ Rp2.261.776.000,00
Kementerian Pertanian _ Rp1.892.000.000,00
Kepolisian Republik Indonesia _ Rp1.476.800.000,00
Badan Riset dan Inovasi Nasional || R1.350.250.000,00

Kementerian Kelautan dan Perikanan - Rp842.687.000,00
Kementerian Ketenagakerjaan - Rp761.182.000,00
Kementerian Luar Negeri ' Rp600.000,00
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi - Rp575.635.000,00
Badan Pengawasan Obat dan Makanan ' Rp229.341.633,00
Kementerian Hukum dan HAM | Rp200.000,00
Kementerian Perindustrian ' Rp191.274.000,00
Badan Kepegawaian Negara ' Rp117.043.000,00
Kementerian Dalam Negeri l Rp100.840.000,00
Perpustakaan Nasional l Rp99.888.000,00
Badan Standarisasi Nasional | Rp20.000.000,00
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi = Rp12.000.000,00

Rp0,00 Rp2.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,00 Rp6.000.000.000,00 Rp8.000.000.000,00

Gambar 2.11 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis

Indeks Pengelolaan Informasi

dan Komunikasi Publik 2021




2.1.2.1.k Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Penguatan
Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Ruang lingkup penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dalam pengelolaan IKP meliputi
pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi
kepada individu pengelola IKP. Sumber Daya Komunikasi Publik dalam konteks Indeks PIKP ini antara
lain PPID, pejabat fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan jabatan komunikasi publik lainnya di
lingkungan K/L. Sebanyak 67% K/L mempersiapkan anggaran untuk pos ini dengan nilai tertinggi sebesar
Rp1,5 miliar rupiah oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.12. Besaran
rata-rata anggaran dari seluruh K/L berkisar di Rp1,3 miliar.

Kementerian Dalam Negeri

[N Rp1.519.138.000,00
IRz, Rp1.419.321.000,00

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Badan Riset dan Invoasi Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Perhubungan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Ketenagakerjaan

Ombudsman RI

Kementerian Sosial

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Kementerian Keuangan

Kementerian Agama

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Pertanian

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Arsip Nasional

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Kementerian Kesehatan

Sekretariat Kabinet

Perpustakaan Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan Siber dan Sandi Negara

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Badan Standarisasi Nasional

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pusat Statistik

Lembaga Ketahanan Nasional

Sekretariat Wakil Presiden

Badan Kepegawaian Negara

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dewan Pertimbangan Presiden

Kementerian Sekretariat Negara

Kepolisian Republik Indonesia

Rp0,00

P Rp1.217.192.000,00

I Rp1.000.000.000,00

I Rp666.793.000,00

I Rp497.325.000,00

I Rp494.183.000,00

B Rp491.375.000,00

B Rp469.770.000,00

B Rp425.326.000,00

B Rp414.205.000,00

W Rp392.450.000,00
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B Rp171.690.000,00

B Rp160.000.000,00
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B Rp110.730.000,00
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B Rp74.000.000,00

P Rp70.000.000,00

B Rp60.288.000,00

# Rp51.000.000,00

1 Rp34.000.000,00

] Rp30.000.000,00

1 Rp23.800.000,00

1 Rp20.000.000,00

| Rp14.160.000,00
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Gambar 2.12 Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
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Sinkronisasi dan keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran sangat penting
untuk memperoleh outcome yang lebih baik untuk disampaikan kepada masyarakat. Penetapan kebutuhan
anggaran untuk pengelolaan IKP dapat diidentikkan dengan komitmen K/L dalam memperkuat strategi
IKP. Dari Gambar 2.13 dapat kita lihat bahwa hanya 23% K/L yang memiliki anggaran pengelolaan IKP
lebih besar dari tahun sebelumnya. Selebihnya memiliki anggaran yang relatif sama atau lebih kecil dari
tahun 2019.

Rata-rata lebih kecil Rata-rata sama dibandingkan
dibandingkan tahun 2020 tahun 2020
23 \ 23

38% 39%

\ Rata-rata lebih besar
dibandingkan tahun 2020

14
23%

Gambar 2.13 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020

2.1.2.2. Bahan Informasi

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, pengelolaan
komunikasi publik berjalan beriringan dengan produksi dan diseminasi bahan informasi. Penyebarluasan
kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi
dan Informatika terkait kebijakan dan program pemerintah, penyampaian informasi kepada masyarakat
terkait dengan kebijakan dan program pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi membutuhkan
ketersediaan bahan informasi sebagai input.

Penyediaan bahan informasi dapat dilakukan berdasarkan hasil monitoring media elektronik, media
cetak, media daring, penerimaan narasi tunggal, dan pertukaran bahan informasi dengan organisasi/instansi
lain baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Oleh karena itu, pengukuran dimensi Input pada K/L dalam Indeks PIKP Tahun 2021 ini juga
diarahkan pada variabel penyediaan bahan informasi dengan memanfaatkan data kecenderungan opini
publik menurut hasil monitoring media dan pemanfaatan narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan
Informatika sebagaimana diuraikan berikut ini.
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2.1.2.2.a Penyediaan Bahan Informasi untuk Program/Kebijakan yang Tertuang dalam Renstra K/L
Tahun 2020-2024 serta Program Prioritas Nasional Tahun 2021

Dalam penyediaan bahan informasi untuk program kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L, sebanyak
59 K/L menyediakan bahan informasi untuk program prioritas nasional yang utamanya berkaitan dengan
sektor K/L tersebut. Porsi terbanyak, yaitu 66% di antaranya, menyediakan bahan informasi setiap kali
mengadakan kegiatan, sedangkan dua K/L menyediakan bahan informasi masing-masing sebanyak satu
kali tiap bulan dan tiga bulan.

Lebih dari tiga bulan sekali
Satu kali dalam tiga bulan

5
2 9%,
3%
Satu kali dalam satu bulan ___
2 ~~
3% N -

Satu kali dalam satu
minggu
11
19%

Setiap kali akan
melaksanakan kegiatan
39

66%

Gambar 2.14 Penyediaan Bahan Informasi Tahun 2020 untuk Program/Kebijakan yang Tertuang dalam Renstra K/L
Tahun 2020-2024 serta Program Prioritas Nasional Tahun 2021

2.1.2.2.b Penyediaan Bahan Informasi di Luar Program Kebijakan yang Tidak Tertuang dalam Renstra K/L
Tahun 2020-2024 serta Program Prioritas Nasional Tahun 2021

Dari 56 K/L yang merespons pertanyaan ini, 39 di antaranya mengklaim menyediakan bahan informasi
walaupun isu tersebut tidak termasuk dalam Renstra maupun Program Prioritas Nasional tahun 2021.
Berikutnya, tujuh K/L menyediakan bahan informasi lebih dari tiga bulan sekali.
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Setiap kali akan
melaksanakan

keggl;tan \ bu‘I‘an
70% 7%
____Satu kali dalam tiga
- bulan

2
4%

" Lebih dari tiga bulan
sekali

7
12%

Gambar 2.15 Penyediaan Bahan Informasi Tahun 2020 untuk Program/Kebijakan yang Tidak Tertuang
dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024 serta Program Prioritas Nasional Tahun 2021
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2.1.2.2.c Penyediaaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Cetak

Meskipun perkembangan media semakin marak di media digital, memonitor media cetak masih diperlukan
media arus utama yang berskala nasional bagi K/L. Seluruh K/L yang merespons pengukuran ini melakukan
monitoring media cetak dan menyediakan bahan informasi berdasarkan hasil monitoring yang didapat.
Frekuensi penyediaannya beragam mulai dari mingguan (yang tersering) hingga lebih dari tiga bulanan
seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.16. Namun begitu, persentase terbesar, yaitu 47%, tidak
menyatakan dalam angka yang spesifik melainkan secara insidental (setiap kali melaksanakan kegiatan).

Satu kali dalam tiga Lebih dari tiga
bulan bulan sekali Setiap kali akan
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3% 9% kegiatan

27
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%
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22%
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19%

Gambar 2.16 Penyediaan Bahan Informasi hasil monitoring media cetak

2.1.2.2.d Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Elektronik

Indeks PIKP Tahun 2021 tetap memasukan variabel penyediaan bahan informasi monitoring media
elektronik, seperti Indeks PIKP pada Tahun 2019. Jumlah K/L yang merespons hanya 48 dengan hasil yang
mencolok bahwa 23 K/L menyediakan bahan informasi dari hasil monitoring media elektronik, seperti
televisi dan radio. Sisanya berbanding tipis antara satu kali per bulan dengan satu kali per minggu (Gambar
2.17).
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Gambar 2.17 Penyediaan Bahan Informasi Monitoring Media Elektronik seperti Indeks PIKP pada Tahun 2019
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2.1.2.2.e Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Daring, seperti Website,
Media Sosial, dan YouTube

Indeks PIKP Tahun 2021 memasukkan faktor bahan informasi hasil monitoring media daring. Tentu hal
ini sejalan dengan semangat transformasi digital di mana kebanyakan publik dan portal berita berada. Dari
59 K/L, frekuensi menyiapkan bahan informasi terbanyak adalah 39%, yaitu setiap kali akan mengadakan
kegiatan. Hanya dua K/L yang menyiapkan bahan informasi dari pemantauan media daring lebih dari tiga
bulan sekali. Penyediaan bahan informasi monitoring media daring disajikan dalam diagram di Gambar
2.18.
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Gambar 2.18 Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Daring, seperti Website, Media Sosial, dan Youtube

2.1.2.2.f Penyediaan Bahan Informasi Hasil Penerimaan Bahan Informasi

Masih mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2017, narasi tunggal merupakan salah satu
manifestasi orkestrasi komunikasi publik. Narasi tunggal tentang kebijakan dan program-program
pemerintah disiapkan dan disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada seluruh instansi
pelaksana fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Bila dibandingkan dengan Indeks PIKP
2019, penerimaan narasi tunggal tahun 2021 cenderung tiap satu bulan, sedangkan di tahun 2019 mayoritas
tiap satu minggu. Untuk detail kecenderungan frekuensi penyediaan bahan informasi (narasi tunggal) dari
Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada diagram Gambar 2.19.
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Gambar 2.19 Penyediaan Bahan Informasi Hasil (Termasuk Narasi Tunggal) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
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2.1.2.2.g Pertukaran Bahan Informasi dengan Organisasi/Instansi Lain Baik Pemerintah
Maupun Non-Pemerintah

Pola kerja lainnya dalam pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah yang sudah diterapkan oleh
sebagian besar K/L adalah pertukaran informasi, yang memungkinkan pemanfaatan bahan informasi
dari instansi lain. Kajian yang dilakukan terhadap 34 K/L melakukan pertukaran bahan informasi dengan
organisasi/instansi lain secara insidentil, yaitu setiap kali akan mengadakan kegiatan. Selebihnya dapat
dikatakan berkala, yaitu mingguan, bulanan, dan triwulanan seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.20.
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Gambar 2.20 Penyediaan Bahan Informasi Hasil dengan Organisasi/Instansi Lain Baik
Pemerintah Maupun Non-pemerintah
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2.1.2.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan IKP diperlukan agar dapat memberikan layanan
informasi secara optimal. Prasarana yang diperlukan bisa berupa pusat media (media center), ruang
wartawan (press room), meja/loket informasi, kamera, akses internet, laman instansi, dan lainnya.

Dari Tabel 2.1 bisa kita lihat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh K/L untuk mendukung
pelaksanaan IKP. Berdasarkan data yang dikumpulkan, perangkat komputer yang diperuntukkan khusus
PIKP menjadi sarana yang paling banyak (95,3%) dimiliki oleh K/L. Namun demikian, kepemilikan akses
internet tidak sebanyak keberadaan perangkat komputer (85,9%). Prasarana yang tersedia di hampir
seluruh K/L (93,8%) adalah kanal layanan aduan berbasis elektronik. Radiogram (14,1%) dan mobil keliling
(penerangan/ informasi keliling) bukanlah sarana dan prasarana yang lazim dimiliki oleh K/L pada 2021.

Tabel 2.1 Ketersediaan Sarana
dan Prasarana di 64 K/L

Tidak
22
34%

Sarana
No dan Prasarana Frekuensi

Ruang desk layanan
informasi atau bilik
PPID -

Nomor telepon

Kotak saran atau
formulir aduan

s

42
Layanan khusus untuk 66%
pemohon informasi

dengan disabilitas Gambar 2.21 Kementerian/Lembaga Memiliki Pedoman

Internal atau Mekanisme Tertentu Terkait Keamanan Data

Layanan aduan berbasis Pribadi dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

elektronik (contoh: aduan

konten, aduan publik/

aduan masyarakat

berbasis elektronik) Berdasarkan Gambar 2.21, dapat

diketahui bahwa 42 K/L telah memiliki
Layanan akses internet d . 1 Kani
ratis (contoh: media pedoman internal atau mekanisme tertentu
‘Eemer) terhadap perlindungan data pribadi dalam
pengelolaan informasi dan komunikasi
publik, sedangkan 22 K/L belum memiliki

Mobil keliling pedoman dimaksud.
(penerangan/ informasi

keliling)

Data center

Call center
Radiogram
Broadband wireless
Perangkat komputer

Router

Access point
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2.1.2.4 Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi

Pada era yang serba digital saat ini, cara berkomunikasi dan media yang digunakan semakin beragam.
Jumlahnya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan. Disrupsi teknologi, terutama dengan keberadaan
pandemi, menjadi pendorong utama tersedianya beragam media dan metode yang digunakan.

Hampir seluruh K/L memiliki kanal YouTube, laman resmi, dan akun resmi media sosial (98,4%).
Pertunjukan rakyat menjadi media yang paling sedikit digunakan (10,9%). Setelahnya, media yang paling
sedikit digunakan adalah media yang memiliki fitur khusus untuk penyandang disabilitas (26,6%).

Tabel 2.2 Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki oleh 64 K/L

Media Frekuensi

Media cetak konvensional (contoh: tabloid, newsletter,
atau majalah)

Media elektronik konvensional (contoh: TV, radio)

Channel Youtube

Pertunjukan rakyat

Akun resmi media sosial

Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum,
diskusi publik, seminar, gerai pameran)

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) mobil keliling

(penerangan mobile/penmob) - Ya/Tidak

Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi
pers, media briefing, media visit/tour)

Widget GPR

Instant messaging (contoh: Whatsapp, Telegram, LINE)
Akun resmi media sosial

Website

Email

Fitur Khusus untuk penyandang disabilitas
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2.1.2.5 Ketersediaan Mitra Media (Media Partner)

Untuk mendukung penyebaran informasi yang meluas dan efektif, kerja sama dengan media menjadi hal
yang krusial. Banyaknya mitra memang tidak menjamin keefektifan, namun dapat menjadi salah satu
upaya yang dilakukan K/L untuk memiliki jangkauan publik yang lebih luas. Mitra media dalam konteks
ini mencakup media cetak, elektronik, maupun daring. Mayoritas K/L, sebanyak 65%, memiliki lebih dari
15 mitra. Hanya saja ada pula K/L yang tidak memiliki mitra media sama sekali, yaitu 10 K/L sebagaimana
ditunjukkan dalam Gambar 2.22.
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Lebih dari 15 media 11 - 15 media 6 - 10 media 1-5 media tidak ada

Gambar 2.22 Ketersediaan Mitra Media

2.1.2.6 Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya secara keseluruhan (SDM, anggaran, sarana dan prasarana) yang mencukupi
turut menentukan keberhasilan diseminasi informasi publik yang merata ke seluruh wilayah Indonesia.
Dari ketiga aspek tadi, 70% K/L menilai bahwa sumber daya yang diperlukan telah memadai.
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Gambar 2.23 Ketersediaan Sumber Daya Secara Keseluruhan (SDM,
Anggaran, Sarana dan Prasarana)
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2.1.3 Capaian Indeks Variabel dalam Dimensi Input di Dinas Kominfo Provinsi

2.1.3.1 Anggaran untuk Pelayanan Informasi dan Kehumasan Pemerintah

Dalam pelaksanaan program IKP, mayoritas Dinas Kominfo Provinsi telah menyediakan anggaran untuk
pelayanan informasi dan kehumasan. Dalam anggaran belanja untuk pelayanan informasi dan kehumasan
tahun 2021, di Dinas Kominfo Provinsi untuk anggaran tertinggi oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat
sebesar Rp751.216.666 dan untuk anggaran terendah oleh Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara sebesar
Rp100.000.000. Penyediaan anggaran tersebut meskipun di beberapa provinsi jumlahnya belum memadai,
diharapkan dapat menjadi bagian input yang mampu mendukung berjalannya sistem pengelolaan informasi
dan komunikasi publik di daerah. Secara lebih rinci, jumlah total anggaran pelayanan informasi dan
kehumasan yang dimiliki masing-masing instansi disajikan dalam diagram berikut ini.

Jawa Barat

[RGB, Rp62.751.216.666,00
TN, rRp46.395.772.000,00
P Rp41.055.725.752,00
I Rp24.841.963.145,00

P Rp18.597.363.274,00

I Rp16.839.333.664,00

I Rp16.245.134.500,00

I Rp16.031.137.000,00

Jawa Tengah

DKl Jakarta
Kalimantan Tengah
Bali

Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Selatan

Lampung

Riau

Sumatera Utara
Jawa Timur
Kep. Babel
Jambi

Sumatera Selatan

I Rp15.864.319.290,00
I Rp15.764.034.633,00
I Rp13.074.439.910,00
I Rp10.770.885.645,00
I Rp10.223.805.604,00
I Rp9.695.000.000,00

Aceh | Rp7.180.328.472,00
I Rp6.945.822.400,00
I Rp6.587.004.180,00
I Rp5.210.904.536,00
B Rp3.335.782.000,00
B9 Rp2.900.000.000,00

9 Rp2.525.096.750,00

B Rp2.509.999.800,00

B Rp2.203.000.000,00

B Rp2.100.000.000,00

B Rp1.783.716.000,00

P Rp1.569.200.700,00

P Rp1.380.500.000,00

} Rp865.274.023,00

] Rp833.144.743,00

] Rp804.841.612,00

| Rp342.930.000,00

Kalimantan Timur
Maluku

Sulawesi Barat
Banten

Papua

Kep. Riau

Bengkulu

Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kalimantan Selatan
Papua Barat
Sumetera Barat
Gorontalo
Sulawesi Tengah

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Utara | Rp227.048.090,00

Kalimantan Barat | Rp191.497.148,00

Maluku Utara | Rp100.000.000,00
Rp0,00 Rp20.000.000.000,00 Rp40.000.000.000,00 Rp60.000.000.000,00 Rp80.000.000.000,00

Gambar 2.24 Total Anggaran Unit Kerja yang Menangani Pelayanan
Informasi dan Kehumasan pada Dinas Kominfo Ini Pada Tahun 2021
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2.1.3.1.a Anggaran untuk Perencanaan Program/Kegiatan Terkait Kebijakan Teknis Informasi
dan Komunikasi Publik (IKP)

Efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah sebagian besar
ditentukan oleh aktivitas perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP. Untuk mewujudkan
efektivitas perencanaan program/kegiatan tersebut, dibutuhkan pengumpulan data dan informasi relevan
yang memadai, koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak dan kegiatan-kegiatan yang dapat
mendukung terkait perencanaan program/kegiatan kebijakan teknis. Pada tahun 2021 ada 11 Dinas Kominfo
Provinsi yang menganggarkan untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP dan 23
Dinas Kominfo Provinsi tidak menganggarkan untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan
teknis IKP. Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan terkait perencanaan program/kegiatan terkait
kebijakan teknis IKP, antara lain Dinas Kominfo Provinsi Aceh, Dinas Kominfo Provinsi DI Yogyakarta,
Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Dinas Kominfo Provinsi Bali, Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kominfo Provinsi Banten, Dinas Kominfo
Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi
Tenggara. Untuk Dinas Kominfo Provinsi, anggaran tertinggi oleh Dinas Kominfo Provinsi Aceh dengan
total anggaran sebesar Rp6.8 miliar, sedangkan untuk anggaran terendah adalah Dinas Kominfo Provinsi
Sulawesi Tenggara dengan total anggaran sebesar Rp25 juta. Secara lebih rinci, jumlah total anggaran
pelayanan informasi dan kehumasan yang dimiliki masing-masing instansi disajikan dalam diagram berikut
ini.

Daerah Istimewa Yogyakarta — Rp3.582.925.000,00
Lampung _ Rp1.603.113.700,00
Bali [ Rp1.417.803.728,00

Nusa Tenggara Timur - Rp342.930.000,00
Kalimantan Utara  [l}f Rp227.048.090,00
Banten [} Rp161.000.000,00
Sulawesi Tengah | Rp52.180.000,00
Nusa Tenggara Barat I Rp43.043.900,00
Gorontalo | Rp36.149.948,00
Sulawesi Tenggara | Rp25.000.000,00

Rp0,00 Rp2.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,00 Rp6.000.000.000,00 Rp8.000.000.000,00

Gambar 2.25 Total Anggaran Perencanaan Program/Kegiatan Terkait
Kebijakan Teknis IKP pada Dinas Kominfo Ini Pada Tahun 2021
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2.1.3.1.b Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik (IKP)

Terkait pelaksanaan program kegiatan/perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi
publik hanya 14 Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan dan 20 Dinas Kominfo Provinsi tidak
menganggarkan. Untuk Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan terkait pelaksanaan program/kegiatan
perumusan kebijakan teknis bidang IKP, antara lain Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Dinas Kominfo
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kominfo Provinsi Bali, Dinas Kominfo Provinsi DI Yogyakarta, Dinas
Kominfo Sulawesi Barat, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan
Selatan, Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Selatan, Dinas
Kominfo Provinsi Banten, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan
Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan anggaran tertinggi dimilik oleh Dinas Kominfo
Provinsi Lampung dengan total Rp14.4 miliar dan anggaran terkecil oleh Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi
Tengah dengan total Rp29 juta. Adapun rinciannya tersaji dalam diagram di bawah ini.

Lampung | hhhhIRA, ~p14.428.023.300,00
Nusa Tenggara Barat | Rp9.659.346.964,00
Bali [ Rps5.112.899.354,00
Daerah Istimewa Yogyakarta [ Rp3.582.925.000,00
Sulawesi Barat [ Rp2.934.690.000,00
Sulawesi Tenggara [ Rp2.100.000.000,00
Kalimantan Selatan [ Rp1.200.479.100,00
Nusa Tenggara Timur [l Rp342.930.000,00
Sumatera Selatan [} Rp185.000.000,00
Banten | Rp109.400.000,00
Kalimantan Timur | Rp59.165.000,00
Kalimantan Tengah | Rp41.000.000,00

Sulawesi Tengah | Rp29.177.500,00

Rp0,00 Rp4.000.000.000,00 Rp8.000.000.000,00 Rp12.000.000.000,00 Rp16.000.000.000,00

Gambar 2.26 Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Perumusan
Kebijakan Teknis Bidang IKP
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2.1.3.1.c Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Monitoring dan Aspirasi Publik

Indeks PIKP Tahun 2021 ini memasukan input anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring
dan aspirasi publik. Pada input anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring dan aspirasi
publik sudah 30 Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan dan hanya 4 yang tidak menganggarkan,
dengan anggaran tertinggi pada Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dengan total anggaran Rp7.8 miliar
adapun yang terendah adalah Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo dengan total anggaran Rp7.2 juta. Berikut
disampaikan rincian anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan/monitoring dan aspirasi publik pada
tahun 2021.

Jawa Timur

DKl Jakarta
Sumatera Utara
Lampung

Aceh

Riau
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Jawa Tengah
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Sulawesi Selatan
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S Rp1.350.000.000,00
P Rp1.223.210.000,00
W Rp1.168.775.166,00
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W Rp347.500.700,00
W Rp341.000.000,00
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W Rp175.000.000,00
W Rp174.025.000,00
# Rp113.685.299,00
# Rp93.900.000,00
B Rp92.254.600,00
I Rp64.969.546,00
I Rp59.236.250,00
I Rp50.000.000,00
I Rp50.000.000,00
| Rp48.706.000,00
| Rp46.111.932,00
I Rp37.503.000,00
| Rp35.709.300,00
Rp7.250.000,00

Gambar 2.27 Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
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2.1.3.1d Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda
Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Pada anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring informasi dan penetapan agenda
prioritas komunikasi Pemerintah Daerah ada 16 Dinas Kominfo yang menganggarkan dan 18 yang tidak
menganggarkan. Dengan anggaran tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta Rp12.3 miliar dan anggaran
terendah Provinsi Sulawesi Utara Rp49.6 juta. Berikut disampaikan rincian anggaran untuk pelaksanaan
program/kegiatan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah.

DKl Jakarta [ Rp12.275.079.793,00
Papua [ Rp2.080.840.000,00
Jawa Tengah [ Rp1.776.698.000,00
Nusa Tenggara Barat [ Rp1.512.975.200,00
Jawa Barat [ Rp1.498.175.500,00
Bali [ Rp440.800.000,00
Sumatera Selatan [} Rp355.000.000,00
Sulawesi Selatan [} Rp291.119.000,00
Kalimantan Barat | Rp169.109.292,00
Lampung | Rp126.545.000,00
Kalimantan Timur | Rp101.790.000,00
Sulawesi Tenggara | Rp100.000.000,00
Nusa Tenggara Timur | Rp93.900.000,00
Banten | Rp93.782.000,00
Sulawesi Tengah | Rp71.080.000,00
Sulawesi Utara | Rp49.621.806,00

Rp0,00 Rp5.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 Rp15.000.000.000,00
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2.1.3.1.e Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media
Komunikasi Publik

Padaanggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi
publik ada 27 Dinas Kominfo yang menganggarkan untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan
konten dan perencanaan media dan 7 Dinas Kominfo. Dengan Dinas Kominfo yang menganggarkan paling
besar adalah Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara dengan anggaran sebesar Rp6.2 miliar dan anggaran
paling kecil adalah Dinas Kominfo Maluku Utara dengan total anggaran Rp70 juta. Untuk total seluruh
anggaran Dinas Kominfo yang menganggarkan untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan konten
dan perencanaan media komunikasi publik disampaikan dalam diagram berikut.

Sulawesi Utara e Rp6.237.800.990,00
Sumatera Utara e Rp5.689.174.250,00
Riau [ Rp5.502.364.402,00
Jawa Tengah  [EGCGcG_—_—_EEE e Rp4.960.035.000,00
Kep. Babel e Rp4.751.616.951,00
Jawa Barat GG Rp4.286.086.600,00
DKl Jakarta |GG Rp2.513.345.172,00
Maluku [ Rp2.274.999.714,00
Kalimantan Tengah  [EG_—__ Rp1.850.000.000,00
Bali S Rp1.102.000.000,00
Daerah Istimewa Yogyakarta [ Rp500.945.000,00
Papua W Rp500.000.000,00
Bengkulu W@ Rp480.240.000,00
Lampung @ Rp402.332.000,00
Sulawesi Tenggara @ Rp309.096.000,00
Kalimantan Barat @ Rp280.119.061,00
Sumatera Selatan W Rp240.000.000,00
Nusa Tenggara Timur @ Rp237.800.000,00
Banten W Rp232.500.000,00
Kalimantan Utara @ Rp200.000.000,00
Sulawesi Selatan | Rp196.480.160,00
Sumatera Barat [ Rp162.446.750,00
Nusa Tenggara Barat @ Rp140.207.600,00
Kalimantan Timur B Rp106.310.000,00
Kep. Riau B Rp75.725.100,00
Sulawesi Tengah B Rp72.901.600,00
Maluku Utara I Rp70.000.000,00

Rp0,00 Rp2.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,00 Rp6.000.000.000,00 Rp8.000.000.000,00
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2.1.3.1f Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pada anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan media komunikasi publik ada 32 Dinas
Kominfo yang menganggarkan untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan media komunikasi
publik dan hanya 2 Dinas Kominfo yang tidak menganggarkan. Dengan Dinas Kominfo yang paling besar
menganggarkan adalah Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran Rp46.6 miliar dan Dinas
Kominfo yang paling kecil adalah Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo dengan total anggaran Rp7.4 juta.
Untuk seluruh total anggaran pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan media komunikasi publik Dinas
Kominfo disampaikan dalam diagram berikut.

Badan Pemeriksa Keuangan  [EG_GGG__—__—— R044.973.414.000,00
Kementerian Ketenaga kerjaan | G_—_—_—_—_—_—_—_—_—___ Rp33.810.640.000,00

Kepolisian Republik Indonesia |GGG Rp27.426.317.000,00
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan... [ Rp19.440.458.000,00

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp13.304.890.000,00
Kementerian Pertanian [l Rp7.205.350.000,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal... Il @@ Rp6.975.000.000,00
Kementerian Komunikasi dan Informatika [ Rp6.962.724.000,00
Kementerian Pertahanan [ Rp5.698.695.000,00
Kementerian Dalam Negeri [ Rp4.159.460.000,00
Kementerian Perindustrian il Rp3.302.814.000,00
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme [l Rp3.087.851.000,00
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah [ Rp2.225.000.000,00
Kementerian Kelautan dan Perikanan @ Rp2.145.584.000,00
Kementerian Pemuda dan Olahraga @ Rp2.000.000.000,00
Kementerian Perhubungan B Rp1.738.117.000,00
Badan Pengawasan Obat dan Makanan [ Rp1.700.522.633,00
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan... B Rp1.649.102.000,00
Badan Riset dan Inovasi Nasional W Rp1.500.000.000,00
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /... B Rp1.280.000.000,00
Kementerian Kesehatan |} Rp615.028.000,00
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |} Rp575.294.000,00
Kementerian Investasi BKPM |} Rp500.000.000,00
Perpustakaan Nasional | Rp407.600.000,00
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | Rp400.000.000,00
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan...1 Rp384.340.000,00
Lembaga Administrasi Negara | Rp321.030.000,00
Kementerian Badan Usaha Milik Negara | Rp278.186.000,00
Badan Pusat Statistik | Rp250.449.000.00
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2.1.3.1.g Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Pada anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pelayanan informasi publik ada 31 Dinas Kominfo
yang menganggarkan dan hanya 3 yang tidak menganggarkan untuk pelaksanaan program/kegiatan
pelayanan informasi publik. Dinas Kominfo dengan anggaran yang paling tinggi adalah Dinas Kominfo
Provinsi Sumatra Selatan dengan total anggaran sebesar Rp7.1 miliar dan anggaran yang paling kecil adalah
Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo dengan total anggaran sebesar Rp24.8 juta. Untuk seluruh total anggaran
pelaksanaan program/kegiatan pelayanan informasi publik Dinas Kominfo disampaikan dalam diagram
berikut.

Sumatera Selatan

BT Rp7.119.000.000,00
I Rp2.917.155.560,00

I Rp2.276.392.661,00

P Rp1.919.040.324,00

B Rp1.417.803.728,00

B Rp1.035.672.689,00
B Rp726.000.000,00

B Rp600.000.000,00
B Rp474.931.000,00
B Rp473.780.520,00
B Rp398.069.000,00
B Rp394.402.400,00
B Rp383.397.020,00
8 Rp350.000.000,00
B Rp340.388.720,00
Daerah Istimewa... Jll Rp241.864.750,00
B Rp227.048.090,00
B Rp217.375.000,00

Sulawesi Selatan
DKl Jakarta

Kep. Babel

Bali

Kalimantan Tengah
Papua

Aceh

Lampung

Riau

Nusa Tenggara Timur
Sumatera Utara
Sulawesi Barat
Jawa Tengah
Jambi

Kalimantan Utara
Kalimantan Timur

Banten

Kep. Riau

Sulawesi Tengah
Sumatera Barat
Maluku Utara
Sulawesi Utara
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Barat
Bengkulu
Kalimantan Selatan
Maluku

Sulawesi Tenggara
Gorontalo

B Rp176.090.000,00
B Rp131.267.900,00
P Rp125.956.000,00
# Rp125.000.000,00
# Rp100.000.000,00
1 Rp69.911.227,00
| Rp64.939.400,00
| Rp61.562.981,00
1 Rp50.000.000,00
1 Rp45.132.000,00
| Rp31.111.974,00
| Rp25.000.000,00
| Rp24.825.000,00

Rp0,00 Rp2.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,00 Rp6.000.000.000,00 Rp8.000.000.000,00
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2.1..3.1.h Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Layanan Hubungan Media

Anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan layanan hubungan media pada tahun 2021 ada 23 Dinas
Kominfo Provinsi yang menganggarkan dan 11 Dinas Kominfo yang tidak menganggarkan. Untuk anggaran
yang paling besar adalah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah dengan total anggaran sebesar
Rp19.9 miliar dan anggaran yang paling kecil adalah Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan
total anggaran sebesar Rp24.1 juta Untuk seluruh total anggaran pelaksanaan program/kegiatan layanan
hubungan media Dinas Kominfo disampaikan dalam diagram berikut.

Kalimantan Tengah [ Rp19.963.748.956
Lampung [N Rp11.000.570.000
DKl Jakarta [ Rp10.169.250.108
Kalimantan Utara [ Rp8.644.175.000

Sulawesi Selatan [N Rp5.786.624.600
Jawa Tengah [ Rp2.957.225.000

Sulawesi Tenggara [ Rp2.100.000.000
Bali [ Rp1.800.196.655
Sulawesi Barat [ Rp1.132.173.197
Papua [ Rp590.000.000
Sumatera Selatan [} Rp520.000.000
Bengkulu [ Rp450.000.000
Banten [} Rp424.700.000
Sumatera Utara [} Rp390.332.500
Kalimantan Timur | Rp278.500.000
Maluku utara | Rp225.000.000
Sulawesi Tengah | Rp180.000.000
Kalimantan Barat | Rp117.726.899
Nusa Tenggara Timur | Rp93.900.000
Sulawesi Utara | Rp77.745.690
Sumatera Barat | Rp68.005.523
Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp60.000.000
Nusa Tenggara Barat =~ Rp24.069.200

RpO Rp10.000.000.000 Rp20.000.000.000 Rp30.000.000.000
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2.1.3.1.i Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan pada tahun
2021 ada 25 provinsi yang menganggarkan dan 9 provinsi yang tidak menganggarkan. Pada anggaran untuk
pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan Dinas Kominfo Provinsi yang
paling besar menganggarkan adalah Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat sebesar Rp24.03 miliar dan yang
paling kecil adalah Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau dengan anggaran sebesar Rp46.9 juta. Dengan
seluruh total anggaran untuk 25 Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan sebesar Rp50.7 miliar.

Jawa Barat

AT Rp24.036.407.975,00

Jawa Tengah [ Rp3.484.360.000,00

Riau

Bengkulu
Sumatera Utara
Sulawesi Utara
DKI Jakarta
Maluku

Bali

I Rp3.296.673.785,00
B Rp2.600.000.000,00
B Rp2.331.766.600,00
B Rp2.260.118.412,00
B Rp1.891.683.119,00
B Rp1.753.111.464,00
B Rp1.592.196.655,00

Jambi @ Rp1.546.293.640,00
B Rp1.471.265.000,00
B Rp1.097.737.500,00
B Rp1.074.792.700,00
B Rp1.000.000.000,00
} Rp339.795.550,00

| Rp176.000.000,00

| Rp152.000.000,00

| Rp129.934.167,00

| Rp114.900.000,00

| Rp110.600.000,00

| Rp109.377.000,00

| Rp93.900.000,00

Daerah Isimewa Yogyakarta
Jawa Timur

Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Tenggara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Barat
Sulawesi Tengah
Aceh

Kalimantan Selatan

Nusa Tenggara Timur

Lampung  Rp48.632.000,00
Kep. Riau  Rp46.985.400,00
Rp0,00 Rp10.000.000.000,00 Rp20.000.000.000,00 Rp30.000.000.000,00
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2.1.3.1.j Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 memasukan indikator anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan
manajemen komunikasi. Untuk Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan untuk program/kegiatan
manajemen komunikasi krisis sebanyak 8 Dinas Kominfo Provinsi dan 26 Dinas Kominfo Provinsi yang
tidak menganggarkan. Dengan anggaran paling besar adalah Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dengan
total anggaran sebesar Rp16.8 miliar dan dengan anggaran paling kecil adalah Dinas Kominfo Provinsi
Sulawesi Utara dengan total anggaran sebesar Rp34.9 juta. Untuk seluruh total anggaran dari 9 Dinas
Kominfo Provinsi yang dialokasikan untuk program/kegiatan manajemen komunikasi krisis adalah Rp24.9
miliar.

Nusa Tenggara Barat ' Rp303.750.000,00
Kalimantan Timur | Rp93.750.000,00
Banten | Rp89.450.000,00
Maluku Utara | Rp70.000.000,00
Sulawesi Tengah | Rp52.180.000,00

Sulawesi Utara | Rp34.916.372,00

Rp0,00 Rp5.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 Rp15.000.000.000,00 Rp20.000.000.000,00
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2.1.3.1.k Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Penguatan Kapasitas
Sumber Daya Komunikasi Publik

Untuk anggaran pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik ada 23
Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan dan 11 Dinas Kominfo Provinsi yang tidak menganggarkan.
Dari 23 Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yang paling
banyak menganggarkan dengan total anggaran sebesar Rp4.2 miliar dan Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo
yang paling sedikit menganggarkan dengan total anggaran sebesar Rp3.05 juta. Untuk seluruh total anggaran
dari 23 Dinas Kominfo Provinsi yang menganggarkan, total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/
kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik sebesar Rp11.1 miliar.

Jawa Timur - |GGG Fp:.154.673.500,00
Bali [ Rp2.522.361.938,00

Daerah Istimewa Yogyakarta [ Rp1.422.615.000,00
Riau [ Rp800.878.703,00
Papua Barat [l Rp341.500.000,00
Jambi - Rp272.549.200,00
Jawa Tengah [ Rp264.948.000,00
Kalimantan Utara [l Rp247.569.000,00
Aceh [l Rp206.920.000,00
Sulawesi Tengah [} Rp174.650.000,00
Sumatera Selatan [} Rp115.000.000,00
Banten [} Rp114.215.000,00
DKl Jakarta [} Rp107.708.510,00
Maluku Utara [} Rp100.000.000,00
Nusa Tenggara Barat || Rp76.022.700,00
Maluku | Rp45.933.091,00
Kalimantan Barat | Rp45.497.091,00
Lampung | Rp42.145.800,00
Sulawesi Utara | Rp41.263.290,00
Sulawesi Tenggara | Rp25.000.000,00
Kalimantan Timur ~ Rp10.000.000,00
Kalimantan Selatan  Rp4.708.000,00

Gorontalo  Rp3.052.149,00

Rp0,00 Rp2.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,00 Rp6.000.000.000,00
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2.1.3.1.1 Persentase Provinsi dengan Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Dalam anggaran tahun 2021, 17 Dinas Kominfo Provinsi (50%) menyatakan bahwa anggaran tahun
2021 rata-rata lebih besar dibandingkan tahun 2020, 10 Dinas Kominfo Provinsi (29%) rata-rata lebih
kecil dibandingkan tahun 2020, dan 7 Dinas Kominfo Provinsi (21%) rata-rata sama dengan tahun 2020.
Kecenderungan ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Rata-rata sama dibandingkan
tahun 2020
7
%

Rata-rata lebih besar
dibandingkan tahun 2020
17
50%

Rata-rata lebih kecil
dibandingkan tahun 2020
10
29%

Gambar 2.36 Persentase Provinsi dengan Anggaran Tahun 2021 dengan
Tahun 2020

2.1.3.2. Bahan Informasi

Sesuai ketentuan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik,
pelaksanaan kegiatan-kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo Provinsi memerlukan penyediaan
bahan informasi. Kegiatan utama seperti penyampaian data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, penyebarluasan kepada publik narasi tunggal dan
data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kebijakan dan
program pemerintah, penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program
pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi membutuhkan ketersediaan bahan informasi sebagai
input. Kegiatan dalam penyediaan bahan informasi, antara lain dilakukan melalui hasil monitoring media
elektronik, hasil monitoring media cetak, hasil monitoring media daring, penerimaan narasi tunggal,
pertukaran bahan informasi dengan organisasi/instansi lain baik pemerintah maupun non-pemerintah.
Oleh karena itu, pengukuran dimensi input pada tingkat Dinas Kominfo Provinsi dalam Indeks PIKP
Tahun 2021 ini juga diarahkan pada variabel penyediaan bahan informasi dengan memanfaatkan data
kecenderungan opini publik menurut hasil monitoring media dan pemanfaatan narasi tunggal dari
Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diuraikan berikut ini.
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2.1.3.2.a Penyediaan Bahan Informasi untuk Program Kebijakan yang Tertuang
dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024

Dalam penyediaan bahan informasi untuk program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah, ada 27
Dinas Kominfo Provinsi yang mengerjakan dan 7 yang tidak mengerjakan. Dari 7 Dinas Kominfo Provinsi
yang tidak mengerjakan antara lain Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan
Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi
Barat. Sebanyak 27 Dinas Kominfo Provinsi yang menyediakan bahan informasi untuk program kebijakan
yang tertuang dalam Renstra Daerah dilakukan dalam persentase, yaitu 21 Dinas Kominfo Provinsi
(78%) yang menyediakan bahan informasi setiap kali akan melaksanakan kegiatan, 4 Dinas Kominfo
Provinsi (15%) yang menyediakan dalam satu kali dalam satu bulan, 1 Dinas Kominfo Provinsi (4%) yang
menyediakan dalam satu kali dalam tiga bulan, 1 Dinas Kominfo Provinsi (3%) yang menyediakan dalam
satu kali dalam satu minggu, dan 0% yang menyediakan lebih dari tiga bulan sekali. Berikut disampaikan
diagram penyediaan bahan informasi yang tertuang dalam Renstra Daerah.

Frekuensi Penyediaan Informasi

Sumatra Utara  Aceh
Sumatra Selatan Bali
Sulawesi Barat Banten

Sulawesi Utara Bengkulu

Sulawesi Tenggara D.l. Yogyakarta

Sulawesi Tengah DKl Jakarta

Sulawesi Selatan Gorontalo

Sulawesi Barat Jambi

Riau Jawa Barat

Papua Barat Jawa Tengah

Papua Jawa Timur

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan

Maluku Utara Kalimantan Tengah
Maluku Kalimantan Timur
Lampung Kalimantan Utara

Kep Riau Kep Babel

Gambar 2.37 Diagram Provinsi Penyediaan Bahan Informasi untuk Program Kebijakan yang Tertuang dalam Renstra Daerah 2020-2024
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Gambar 2.38 Presentase Provinsi Menyediakan Bahan Informasi untuk Program Kebijakan yang Tertuang dalam Renstra Daerah 2020-2024
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2.1.3.2.b Frekuensi Penyediaan Informasi Prioritas Nasional

Sama halnya dengan pengukuran Indeks sebelumnya, pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 juga
memasukkan variabel frekuensi penyediaan informasi tentang program-program prioritas nasional. Hasil
studi ini menunjukkan bahwa mayoritas Dinas Kominfo Provinsi (27 dinas) telah melaksanakan penyediaan
bahan informasi tentang program-program prioritas nasional. Sedangkan selebihnya, yakni sebanyak 7 dinas
tidak melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu Sumatra Utara, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Tengah, Maluku
Utara, Papua Barat, dan Sumatra Barat. Dari 27 Dinas Kominfo Provinsi yang melaksanakan penyediaan
bahan informasi prioritas nasional, 20 dinas (74%) di antaranya menyediakan informasi prioritas nasional
setiap kali akan melaksanakan kegiatan, dan 4 dinas lainnya (15%) melaksanakan satu kali dalam tiga bulan,
2 dinas (7%) melaksanakan satu kali dalam satu minggu dan tidak ada satu pun dinas yang melaksanakan
kegiatan tersebut sekali dalam lebih dari tiga bulan. Untuk data lebih lengkap mengenai kecenderungan ini
disajikan dalam diagram di bawah ini.

Frekuensi yedi i Prioritas

Sumatra Utara Aceh
Sumatra Selatan Bali

Sulawesi Barat Banten

Sulawesi Utara Bengkulu

Sulawesi Tenggara D.l. Yogyakarta

Sulawesi Tengah DKI Jakarta

Sulawesi Selatan Corontalo

Sulawes! Barat Jambl

Risu Jawa Barat

Papua Barat Jawa Tengah

Papua Jawa Timur

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Barat Kallmantan Selatan

Maluku Utara Kalimantan Tengah

Maluku Kalimantan Timur

Lampung Kalimantan Utara
Kep Riau Kep Babel

Gambar 2.39 Diagram Provinsi Frekuensi Penyediaan Informasi Prioritas Nasional
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2.1.3.2.c Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi untuk Program Unggulan Daerah Tahun 2021

Indeks PIKP Tahun 2021 memasukkan variabel frekuensi penyediaan bahan informasi untuk program
unggulan daerah tahun 2021 yang tidak masuk dalam variabel pada studi Indeks PIKP Tahun 2019. Pada
variabel ini, 26 Dinas Kominfo Provinsi melakukan penyediaan bahan informasi untuk program unggulan
daerah tahun 2021, sedangkan 8 Dinas Kominfo Provinsi tidak melakukan, antara lain Jambi, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Untuk
frekuensi penyediaan bahan informasi untuk program unggulan daerah tahun 2021 ini, ada sebanyak
18 Dinas Kominfo Provinsi (69%) melakukan setiap kali akan melaksanakan kegiatan, sebanyak 4 Dinas
Kominfo Provinsi (15%) melakukan satu kali dalam satu minggu, sebanyak 2 Dinas Kominfo Provinsi (8%)
melakukan lebih dari tiga bulan sekali, sebanyak 1 Dinas Kominfo Provinsi (4%) melakukan satu kali dalam
satu bulan, dan sebanyak 1 Dinas Kominfo Provinsi (4%) melakukan satu kali dalam tiga bulan. Untuk data
lebih lengkap mengenai kecenderungan ini disajikan dalam diagram di bawah ini.
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Gambar 2.41 Diagram Provinsi Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi untuk Program Unggulan Daerah Tahun 2021
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Gambar 2.42 Presentase Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi untuk Program Unggulan Daerah Tahun 2021
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2.1.3.2.d Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi di luar Program Kebijakan yang Tertuang dalam Renstra
Daerah Tahun 2020-2024 dan Program Prioritas Nasional untuk Daerah Tahun 2021

Indeks PIKP Tahun 2021 memasukan variabel frekuensi penyediaan bahan informasi di luar program
kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024 serta Program Prioritas Nasional
untuk Daerah Tahun 2021. Hanya ada 16 Dinas Kominfo Provinsi yang melaksanakan penyediaan bahan
informasi di luar program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024 serta program
prioritas nasional untuk daerah tahun 2021. Sebanyak 14 Dinas Kominfo Provinsi (88%) melakukan saat
akan melaksanakan kegiatan dan sisanya sebanyak 2 Dinas Kominfo Provinsi melakukan lebih dari tiga
bulan sekali dan satu kali dalam satu bulan. Untuk lebih jelas mengenai kecenderungan ini disajikan dalam
diagram di bawah ini.
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Gambar 2.43 Diagram Provinsi Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi di Luar Program Kebijakan yang
Tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024 dan Program Prioritas Nasional untuk Daerah Tahun 2021
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Gambar 4.44 Presentase Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi di Luar Program Kebijakan yang Tertuang dalam
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2.1.3.2.e Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Cetak

Perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan media digital yang telah menimbulkan dampak
pada sistem media konvensional tampaknya juga menimbulkan perubahan-perubahan pada pola kerja
pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah saat ini. Aktivitas monitoring opini publik pada liputan
media cetak dan media elektronik konvensional mulai bergeser ke monitoring media secara daring sehingga
hanya 21 Dinas Kominfo yang masih melaksanakan penyediaan bahan informasi hasil monitoring media
cetak dan 13 Dinas Kominfo yang tidak melakukan. Sebanyak 10 Dinas Kominfo (48%) yang melaksanakan
setiap kali akan melaksanakan kegiatan, sebanyak 4 Dinas Kominfo (19%) satu kali dalam satu minggu,
sebanyak 3 Dinas Kominfo (14%) yang melaksanakan satu kali dalam satu bulan, 3 Dinas Kominfo (14%)
satu kali dalam tiga bulan, dan 1 Dinas Kominfo (5%) lebih dari tiga bulan sekali. Untuk Dinas Kominfo yang
tidak menyediakan bahan informasi melalui media cetak, antara lain Provinsi Sulawesi Utara, Sumatra Barat,
Sumatra Selatan, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan
Utara, Kep. Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat. Berikut disampaikan diagram
penyediaan bahan informasi untuk hasil monitoring media cetak.
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Gambar 2.45 Persentase Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Cetak
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2.1.3.2.f Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Monitoring Media Elektronik

Pada Indeks PIKP Tahun 2021 tetap memasukan variabel frekuensi penyediaan bahan informasi monitoring
media elektronik, seperti Indeks PIKP pada Tahun 2019. Hasil studi menunjukkan bahwa ada penurunan
dalam melaksanakan penyediaan bahan informasi media elektronik di mana pada tahun 2019 ada 30 Dinas
Kominfo Provinsi yang melakukan kegiatan sementara pada tahun 2021 ini hanya 25 Dinas Kominfo
Provinsi yang melakukan. Pada Tahun 2021, ada 13 Dinas Kominfo Provinsi (52%) yang melakukan
penyediaan bahan informasi setiap kali akan melaksanakan kegiatan, 5 Dinas Kominfo Provinsi (20%) yang
melaksanakan satu kali dalam satu minggu, 3 Dinas Kominfo Provinsi (12%) satu kali dalam satu bulan,
3 Dinas Kominfo Provinsi (12%) yang melaksanakan satu kali dalam tiga bulan, dan 1 Dinas Kominfo
Provinsi (4%) yang melaksanakan lebih dari tiga bulan sekali. Untuk kecenderungan ini dapat dilihat pada
diagram di bawah ini.
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Gambar 2.46 Diagram Provinsi Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Monitoring Media Elektronik
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Indeks Pengelolaan Informasi

dan Komunikasi Publik 2021




2.1.3.2.g Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Monitoring Media Daring (Website,
Media Sosial, YouTube)

Indeks PIKP Tahun 2021 memasukan variabel frekuensi monitoring media daring. Tentu hal ini sejalan
dengan semangat transformasi digital, sudah 29 Dinas Kominfo Provinsi yang melakukan frekuensi
penyediaan bahan informasi monitoring media daring. Dinas Kominfo Provinsi yang belum melakukan
penyediaan bahan informasi monitoring media daring, antara lain Dinas Kominfo Provinsi DI Yogyakarta,
Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Dengan frekuensi sebanyak 15 Dinas Kominfo
Provinsi (52%) melakukan setiap kali akan melaksanakan kegiatan, 6 Dinas Kominfo Provinsi (21%) Satu
kali dalam satu minggu, 5 Dinas Kominfo Provinsi (17%) satu kali dalam satu bulan, 3 Dinas Kominfo
Provinsi (10%) satu kali dalam tiga bulan. Untuk detail kecenderungan frekuensi penyediaan bahan
informasi monitoring media daring disajikan dalam diagram di bawah ini.
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Gambar 2.48 Diagram Provinsi Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Monitoring Media Daring
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Gambar 2.49 Persentase Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Monitoring Media Daring
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2.1.3.2.h Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi (Narasi Tunggal) dari Kementerian Komunikasi dan
Informatika

Salah satu sumber bahan informasi dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi publik yang dapat dimanfaatkan
Dinas Kominfo Provinsi adalah narasi tunggal tentang kebijakan dan program-program pemerintah yang
telah disiapkan dan disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada seluruh instansi
pelaksana fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Ada kenaikan dari studi Indeks PIKP
2019 di mana hanya ada 13 Dinas Kominfo Provinsi yang menerima bahan informasi berupa narasi tunggal
dan pada tahun 2021 ada 23 yang menerima bahan informasi berupa narasi tunggal. Untuk frekuensi dari
penyediaan bahan informasi narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ada 16 Dinas
Kominfo Provinsi (66%) melakukan setiap kali akan melaksanakan kegiatan, 3 Dinas Kominfo Provinsi
(13%) melakukan satu kali dalam satu bulan, 2 Dinas Kominfo Provinsi (9%) melakukan satu kali dalam satu
minggu, 2 Dinas Kominfo Provinsi (9%) melakukan lebih dari tiga bulan sekali. Untuk detail kecenderungan
frekuensi penyediaan bahan informasi (narasi tunggal) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
dapat dilihat pada diagram dibawah ini.
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Gambar 2.50 Diagram Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi (Narasi Tunggal) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
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Gambar 2.51 Persentase Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi (Narasi Tunggal) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
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2.1.3.2.i Frekuensi Pertukaran Bahan Informasi dengan Organisasi/Instansi Lain Baik Pemerintah
maupun Non-pemerintah

Pola kerja lainnya dalam pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah yang sudah diterapkan oleh
sebagian besar Dinas Kominfo Provinsi adalah pertukaran informasi, yang memungkinkan pemanfaatan
bahan informasi dari instansi lain. Studi menghasilkan temuan 29 Dinas Kominfo Provinsi sudah
melakukan pertukaran bahan informasi dengan organisasi/instansi lain baik pemerintah maupun non-
pemerintah. Studi menghasilkan bahwa sebanyak 21 Dinas Kominfo Provinsi (72%) melakukan setiap kali
akan melaksanakan kegiatan, 5 Dinas Kominfo Provinsi (17%) melakukan satu kali dalam satu minggu, 2
Dinas Kominfo Provinsi (7%) melakukan satu kali dalam satu bulan, dan 1 Dinas Kominfo Provinsi (4%)
melakukan lebih dari tiga bulan sekali. Data mengenai jumlah instansi dan frekuensi pertukaran informasi
oleh Dinas Kominfo Provinsi disajikan dalam diagram di bawah ini.
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Gambar 2.52 Diagram Provinsi Frekuensi Pertukaran Bahan Informasi dengan
Organisasi/Instansi Lain Baik Pemerintah maupun Non-pemerintah
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Gambar 2.53 Persentase Frekuensi Pertukaran Bahan Informasi dengan Organisasi/Instansi Lain Baik
Pemerintah maupun Non-pemerintah
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2.1.3.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Saat ini, pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah oleh Dinas Kominfo Provinsi
relatif lebih mudah karena adanya berbagai sarana dan prasarana penunjang. Paling tidak ketersediaan
website instansi dan perangkat komputer menjadi faktor penunjangan yang memudahkan pelaksanaan
fungsi manajemen. Hasil studi menunjukan bahwa seluruh Dinas Kominfo Provinsi saat ini ternyata
telah memiliki website dan 32 Dinas Kominfo Provinsi sudah memiliki perangkat komputer yang dapat
dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Dari 34 Dinas Kominfo Provinsi (97,1%) telah
memiliki layanan aduan (baik aduan konten/aduan publik). Di samping itu, untuk sarana penunjangan
lain, seperti broadband wireless (88,2%), router (88,2%). Selain itu 27 Dinas Kominfo Provinsi (79,4%)
menyediakan akses layanan internet gratis untuk masyarakat yang datang memohon informasi. Selain itu,
bentuk sarana dan prasarana yang mendukung, seperti mobil keliling penerangan ada 18 Dinas Kominfo
Provinsi yang menggunakan (52,9%), dan radiogram 13 Dinas Kominfo Provinsi (38,2%). Informasi lebih
lengkap terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Penunjang menurut Dinas Kominfo Provinsi

Sarana dan Prasarana Frekuensi

Ruang desk layanan informasi atau bilik PPID - Ya/Tidak

Nomor telepon - Ya/Tidak

Kotak saran atau formulir aduan - Ya/Tidak

Layanan khusus untuk pemohon informasi dengan
disabilitas - Ya/Tidak

Layanan aduan (contoh: aduan konten, aduan publik/aduan
masyarakat berbasis elektronik) - Ya/Tidak

Layanan akses internet gratis (contoh: media center)
- Ya/Tidak

Data center - Ya/Tidak

Mobil keliling (penerangan mobile/penmob) - Ya/Tidak

Call center - Ya/Tidak
Radiogram - Ya/Tidak
Broadband wireless - Ya/Tidak
Perangkat komputer - Ya/Tidak
Router - Ya/Tidak

Access point - Ya/Tidak
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2.1.3.4 Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi

Pelaksanaan tugas Dinas Kominfo Provinsi saat ini juga dipermudah dengan ketersediaan berbagai media
dan saluran komunikasi dipermudah dengan ketersediaan berbagai media dan saluran komunikasi dari
34 Dinas Komunikasi Provinsi (100%) sudah memanfaatkan media digital dalam penggunaan media dan
saluran komunikasi, seperti channel Youtube, akun Media Sosial, dan website. Pandemi Covid-19 membuat
Dinas Kominfo Provinsi melakukan transformasi digital dalam penggunaan media dan saluran komunikasi
hal ini dapat dilhat dari pertemuan tatap muka yang hanya 76,5%, pertunjukan rakyat 38,2%, penggunaan
media elektronik 20,6%, dan media cetak 32,4%. Sementara untuk layanan ramah disabilitas hanya 29,4%
Dinas Kominfo Provinsi yang menyediakan. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut
ini.

Tabel 2.4 Ketersediaan Media
dan Saluran Komunikasi

Item Indeks (%)

Nilai media elektronik konvensional 20,6

Nilai fitur disabilitas 29,4

Nilai media cetak konvensional 32,4

Nilai widget GPR 32,4

Nilai pertunjukan rakyat 38,2

Nilai instant messaging 50,0

Nilai kelompok informasi masyarakat

Nilai pertemuan tatap muka dengan masyarakat

Nilai pertemuan tatap muka dengan media
Nilai media luar ruang

Nilai email

Nilai channel YouTube

Nilai akun media sosial

Nilai website
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2.1.3.5 Ketersediaan Media Partner

Kecenderungan yang dapat dinilai positif dari dimensi Input pada Dinas Kominfo Provinsi adalah
ketersediaan media partner yang tentunya sangat membantu instansi tersebut dalam pelaksanaan tugasnya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa 25 dari 34 Dinas Kominfo Provinsi memiliki partner lebih dari 15
media, sejumlah 1 Dinas Kominfo Provinsi memiliki 11-15 media, sebanyak 3 Dinas Kominfo Provinsi
memiliki 6-10 media, dan 5 Dinas Kominfo Provinsi memilik 1-5 media. Rincian data yang menunjukan
kecenderungan ini disajikan dalam diagram berikut.
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Gambar 2.54 Persentase Ketersediaan Media Partner

2.1.4 Kesimpulan

Sebagaimana telah dikemukakan, salah satu dimensi pengelolaan informasi dan komunikasi yang diukur
dalam Indeks ini adalah Input. Dimensi ini diukur berdasarkan nilai Indeks untuk 4 variabel, yaitu: (1)
anggaran; (2) bahan informasi; (3) sarana dan prasarana; dan (4) media dan saluran komunikasi. Pengukuran
dimensi Input berdasarkan data yang bersumber dari 64 K/L instansi pemerintah pusat dan 34 instansi
Dinas Kominfo Provinsi menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

@@'®
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Di tingkat pemerintah pusat, dari jumlah 64 K/L, ada 11 instansi yang memiliki tingkat kesiapan
“Sangat Baik” dan 14 instansi yang memiliki tingkat kesiapan “Baik” Instansi pemerintah pusat yang
berhasil meraih kategori “Sangat Baik” pada dimensi Input peringkat pertama sampai dengan peringkat
kesebelas adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Agama, Sekretariat Kabinet, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Pertanian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kementerian Perindustrian.

Instansi lainnya, 19 K/L (29,69%) mendapatkan kategori “Buruk” dan “Sangat Buruk” menurut hasil
pengukuran variabel-variabel ketersediaan anggaran, ketersediaan bahan informasi, ketersediaan sarana
dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, dan ketersediaan media dan saluran komunikasi. Utamanya
dari sisi anggaran, tingkat kesiapan K/L pada tahun 2021 ini sebagian besar masih tergolong “Buruk”
(nilai rata-rata K/L adalah 58,37), yang secara langsung menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran
PIKP di lingkungan K/L masih belum memadai untuk mampu secara optimal mendukung pelaksanaan
fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dalam mendukung keberhasilan tujuan-tujuan
pembangunan. Dari sisi ketersediaan bahan informasi, ternyata tingkat kesiapan sebagian besar K/L juga
belum memadai untuk mampu melaksanakan fungsi penting tersebut. Nilai rata-rata K/L untuk bahan
informasi adalah 55,96. Namun, dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang maupun ketersediaan
media dan saluran komunikasi yang dimiliki dan/atau dikelola sendiri ternyata tingkat kesiapan sebagian
besar K/L sudah memadai untuk mampu melaksanakan fungsi penting tersebut. Nilai rata-rata K/L untuk
ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 76,15 dan untuk ketersediaan media dan saluran komunikasi
75,98.

Di tingkat pemerintah daerah, lebih dari separuh dari jumlah Dinas Kominfo Provinsi memiliki
kinerja Input dengan kategori “Sedang”, “Buruk” dan “Sangat Buruk”. Dinas yang berhasil meraih kategori
“Baik” sebanyak 11 instansi dan kategori “Sangat Baik” hanya 4 instansi, yakni Dinas Kominfo Provinsi Bali,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Tengah. Dinas Kominfo Provinsi yang kinerjanya
termasuk “Sangat Buruk” sebanyak 5 instansi, yang mana 3 di antaranya merupakan Dinas Kominfo Tipe B.
Tingkat kesiapan Dinas Kominfo Provinsi dari aspek-aspek ketersediaan anggaran dan ketersediaan bahan
informasi rata-rata dapat dikategorikan “Buruk’, dengan nilai masing-masing relatif lebih rendah dibanding
nilai yang dicapai K/L. Nilai Indeks rata-rata Dinas Kominfo untuk indikator ketersediaan anggaran hanya
62,90 dan untuk aspek kemampuan penyediaan bahan informasi hanya 46,82. Namun, untuk indikator
ketersediaan sarana dan prasarana tingkat kesiapan Dinas Kominfo Provinsi rata-rata “Baik” (74,71), dan
untuk indikator ketersediaan media dan saluran komunikasi termasuk tingkat “Baik” (73,68). Dengan kata
lain, hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa upaya-upaya peningkatan kesiapan bagian besar K/L dari
dimensi Input sistem pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah sangat diperlukan dan perlu segera
dilaksanakan agar mampu mendukung keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Demikian
juga bagi sebagian besar Dinas Kominfo Provinsi, upaya-upaya peningkatan kinerja Input, khususnya
dalam penyediaan anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, serta media dan saluran komunikasi
pendukung pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah masih diperlukan.

Indeks Pengelolaan Informasi

dan Komunikasi Publik 2021




2.2 Dimensi Proses

2.2.1 Pengantar

Pengukuran dimensi Proses dalam Indeks ini dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap empat variabel,
yaitu 1) riset atau pengumpulan data dan informasi; 2) perencanaan program/kegiatan; 3) pelaksanaan
program/kegiatan; serta 4) monitoring dan evaluasi. Variabel riset terdiri dari tiga indikator, yaitu frekuensi
pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan, frekuensi pengumpulan
data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik, dan frekuensi penggunaan hasil riset dari
organisasi atau instansi lain. Variabel kedua, yakni perencanaan program/kegiatan, juga terdiri dari tiga
indikator, yaitu jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-
rutin situasional/tahunan, jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan
rutin/non-rutin situasional/tahun, dan keberadaan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan, proposal
kegiatan, Terms of Reference (TOR), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan/atau program kerja tahunan.
Variabel ketiga, yakni pelaksanaan program/kegiatan, terdiri dari enam indikator: kegiatan diseminasi
informasitentang program prioritas nasional, kegiatan diseminasiinformasidarisumber-sumber pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat (secara langsung tatap-
muka dan secara online), kegiatan kerja sama dengan pihak internal instansi, kegiatan kerja sama dengan
pihak eksternal instansi, dan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik. Variabel keempat, monitoring
dan evaluasi, terdiri dari tiga indikator, yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan
program/kegiatan, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media (baik media konvensional maupun
media baru), dan keberadaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”.

Hasil pengukuran dimensi Proses dalam Indeks PIKP Tahun 2021 menunjukkan bahwa skor rata-rata
K/L berada di angka 70,56 atau kategori “Sedang” (skor 61-70). Meski demikian, instansi K/L yang tercatat
memiliki skor tertinggi dalam dimensi Proses adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pemeriksa Keuangan dengan perolehan skor 100.

Sementara, instansi K/L yang tercatat memiliki skor terendah dimensi Proses adalah LPP TVRI dan
Mahkamah Konstitusi dengan perolehan skor 11,46.

Untuk instansi Dinas Kominfo tingkat provinsi, rata-rata perolehan skor untuk dimensi Proses
adalah 64,14 (kategori “Sedang”). Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki skor tertinggi
dengan perolehan angka 97,22 atau berkategori “Sangat Baik”.

Sementara, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat tercatat memiliki skor terendah dengan perolehan

angka 11,46 atau berkategori “Buruk” Penjelasan rinci terkait hasil penghitungan Indeks untuk dimensi
Proses di tingkat K/L dan Diskominfo Provinsi disajikan dalam uraian berikut.

—
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2.2.2. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses
di Tingkat Kementerian/Lembaga

2.2.2.1 Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap paling awal proses atau siklus pengelolaan
informasi dan komunikasi publik umumnya
dan kehumasan pemerintah khususnya adalah
riset. Aktivitas yang dianggap sangat penting
dan mutlak harus dilakukan dalam pengelolaan
komunikasi publik ini dapat berupa riset objektif
(akademis/ilmiah), riset terapan  (praktis)
maupun pengumpulan data dan informasi secara
sederhana dan praktis. Data dan informasi yang
diperoleh dari riset atau aktivitas pengumpulan
data kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan
program/kegiatan (termasuk perencanaan strategi)
pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah.
Semakin tinggi kualitas data dan informasi yang
diperoleh, semakin besar kemungkinan untuk
meningkatkan efektivitas perencanaan program/
kegiatan.

Studi dalam rangka penyusunan Indeks
PIKP ini menemukan kecenderungan kurangnya
perhatian K/L dan Dinas Kominfo Provinsi untuk
melaksanakan pengumpulan data dan informasi
untuk menentukan tujuan perencanaan program/
kegiatan. Di tingkat K/L, dari 64 instansi, hanya 29
instansi (45%) yang melaksanakan pengumpulan
data dan informasi dengan melibatkan instansi
eksternal, minimal sekali dalam sebulan.
Selebihnya, 10 instansi (16%) melaksanakan
aktivitas penting tersebut satu kali dalam tiga bulan,
serta 19 instansi (30%) melaksanakannya satu kali
dalam enam bulan. Bahkan, enam instansi lainnya
(9%) tidak pernah melaksanakan pengumpulan
data dan informasi dengan melibatkan instansi
eksternal. Temuan ini tergambar pada diagram
berikut.

Tidak Pernah
6
9%

Minimal Satu dalam
3 Bulan
10
16%

Minimal Satu

Kali dalam Minimal Satu Kali
Sebulan dalam 6 Bulan
29 19
45% 30%

Gambar 2.55 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan
Informasi dengan Instansi Eksternal

Indikator lainnya yang menunjukkan kurangnya
perhatian K/L terhadap efektivitas dan efisiensi
proses PIKP di tingkat K/L adalah frekuensi
pengumpulan data dan informasi dalam rangka
penyerapan  aspirasi  publik. = Sebagaimana
ditunjukkan oleh data hasil studi, dari 64 instansi,
hanya 29 instansi (45%) yang melaksanakan
pengumpulan data dan informasi melalui
penyerapan aspirasi publik minimal sekali dalam
sebulan. Selebihnya, 5 instansi (8%) melaksanakan
aktivitas penting tersebut satu kali dalam tiga bulan,
17 instansi (27%) melaksanakannya satu kali dalam
enam bulan, dan 13 instansi lainnya (20%) bahkan
tidak pernah melaksanakan pengumpulan data
dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik.
Jumlah K/L dan frekuensi kegiatan pengumpulan
data dan informasi dalam rangka penyerapan
aspirasi publik disajikan dalam Diagram 2.56
berikut.

Tidak pernah Minimal satu kali
13 dalam enam bulan
20% 17

27%

Minimal satu_ ™ Minimal satu
kali dalam kali dalam
sebulan tiga bulan
29 5
45% 8%

Gambar 2.56 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan
Informasi melalui Penyerapan Aspirasi Publik
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Kurangnya perhatian K/L terhadap
arti penting riset atau pengumpulan data dan
informasi juga ditunjukkan dengan jumlah K/L
yang memanfaatkan hasil riset organisasi atau
instansi lain dalam rangka pengumpulan data dan
informasi untuk tujuan perencanaan program/
kegiatan. Hanya ada 16 instansi (25%) dari 64
instansi yang melakukan pengumpulan data
dan informasi dengan memanfaatkan hasil riset
organisasiatau instansilain minimal satu kali dalam
sebulan. Instansi K/L lainnya yang melaksanakan
aktivitas tersebut satu kali dalam tiga bulan ada
6 instansi (9%), instansi yang melaksanakan satu
kali dalam enam bulan ada 24 instansi (38%),
dan ada sebanyak 18 instansi (28%) yang tidak
pernah memanfaatkan hasil riset organisasi atau
instansi lain. Rincian data yang menunjukkan
kecenderungan ini disajikan dalam diagram 2.57
berikut.

Tidak pernah

18
Minimal satu

28%
kali dalam
sebulan
16
25%

Minimal satu kali
dalam enam bulan
24
38%

Minimal satu kali
dalam tiga bulan
6
9%

Gambar 2.57 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan
Informasi melalui Penggunaan Hasil Riset Organisasi atau Instansi Lain

2.2.2.2 Perencanaan

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan PIKP
adalah perencanaan program/kegiatan. Pada
tahap ini, pengukuran variabel difokuskan pada
tiga indikator, yaitu frekuensi pelaksanaan rapat
koordinasi internal, jumlah rapat koordinasi
dengan pihak eksternal, dan ketersediaan dokumen
“Perencanaan Program/Kegiatan”.
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Hasil pengumpulan data di lapangan
menunjukkan, dari keseluruhan 64 instansi yang
menjadi responden, ditemukan bahwa mayoritas
K/L (41 instansi/64%) secara rutin mengadakan
rapatkoordinasiinternal untuk tujuan perencanaan
setidaknya sekali dalam sebulan, selama periode
Juli s/d Desember 2020. Jika dibandingkan dengan
data Indeks PIKP Tahun 2019, terlihat tren yang
positif terhadap jumlah instansi yang mengadakan
rapat koordinasi internal, yaitu berjumlah 35 dari
47 instansi.

Di sisi lain, sebanyak 12 instansi (19%)
melaksanakan rapat koordinasi internal minimal
satu kali dalam tiga bulan selama bulan Juli-
Desember 2020. Tercatat 10 instansi (16%)
melaksanakan rapat koordinasi internal setidaknya
satu kali dalam enam bulan. Instansi tersebut di
antaranya adalah Lembaga Administrasi Negara,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian
Ketenagakerjaan, = Kementerian  Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian Sosial, Sekretariat Wakil Presiden,
Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan
Standardisasi Nasional. Selebihnya, hanya 1 (1%)
instansi yang tidak pernah mengadakan rapat
koordinasi internal. Fakta-fakta ini dirangkum
dalam diagram di bawah ini.

Tidak pernah
1
1%

Minimal satu kali
dalam enam bulan
10
16%

Minimal satu

Minimal satu kali dalam kali dalam
sebulan tiga bulan
41 12
64% 19%

Gambar 2.58 Proporsi K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Internal
untuk Tujuan Perencanaan



Kementerian = dan  lembaga  juga
melaksanakan rapat koordinasi eksternal sebagai
bagian dari perencanaan program/kegiatan
pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah.
Rapat tersebut diselenggarakan guna kelancaran
koordinasi, kerja sama, dan/atau kolaborasi
dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan
yang melibatkan stakeholders terkait. Penilaian
terhadap keberhasilan pelaksanaan program/
kegiatan IKP dipengaruhi oleh banyak faktor,
salah satunya adalah jumlah pelaksanaan rapat
koordinasi dengan pihak eksternal. Dari data
yang dihimpun, didapat hasil bahwa sebanyak 26
instansi (41%) melaksanakan rapat koordinasi
eksternal setidaknya satu kali dalam sebulan, diikuti
dengan 18 instansi (28%) yang melaksanakan
rapat koordinasi eksternal setidaknya satu kali
dalam enam bulan, dan sebanyak 14 K/L (22%)
yang mengadakan rapat eksternal minimal satu
kali dalam tiga bulan. Dari data yang dihimpun
di lapangan juga ditemukan 6 K/L (9%) dari total
instansi yang tidak pernah menyelenggarakan
rapat koordinasi dengan pihak eksternal di
antaranya Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga
Ketahanan Nasional, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan
Pengawas Tenaga Nuklir, dan LPP TVRI. Data
tersebut dapat dilihat di diagram di bawah ini.

Tidak pernah Minimal satu
6 kali dalam
% enam bulan

18
28%

Minimal satu
kali dalam
sebulan
26
41%

N

Minimal satu
kali dalam tiga
bulan
14
22%

Gambar 2.59 Proporsi K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi
Eksternal untuk Tujuan Perencanaan

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 selanjutnya
dilakukan dengan melakukan pengukuran
terhadap variabel perencanaan dengan indikator
ketersediaan dokumen perencanaan program/
kegiatan berbentuk proposal, TOR, RAB, dan
Program Kerja Tahunan.

Hasil penghimpunan data  menunjukkan
kecenderungan data yang sangat menggembirakan
karena hampir sebagaian besar instansi, yaitu
sejumlah 60 K/L (94% dari keseluruhan K/L) telah
memiliki dokumen perencanaan tersebut. Data
dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.

Tidak
4
6%

Ya
60
94%

Gambar 2.60 Proporsi K/L menurut Kepemilikan Dokumen Perencanaan
Program/Kegiatan IKP

Indikator selanjutnya yang diukur adalah
pertimbangan K/L dalam  memperhatikan
kebutuhan masyarakat sebagai salah satu acuan
dalam menyusun perencanaan konten komunikasi
publik di unit kerja yang menangani pelayanan
informasi dan kehumasan. Hasil yang didapat juga
memiliki kecenderungan yang menggembirakan
di mana sebanyak 58 instansi (91%) sudah
mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam
menyusun  dokumen perencanaan  konten
komunikasi publik. Dalam konteks ini, diharapkan
dokumen perencanaan konten komunikasi publik
yang disusun oleh K/L dapat menjadi alternatif
solusi penyebaran informasi bagi masyarakat. Data
selengkapnya dapat dilihat pada diagram di bawah

mil.

Tidak

9%

Ya
58
91%

Gambar 2.61 Proporsi K/L menurut yang sudah Memperhatikan
Kebutuhan seluruh Masyarakat dalam Merencanakan Konten
Komunikasi Publik
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2.2.2.3 Pelaksanaan

Tahapan selanjutnya pada dimensi Proses dalam Indeks adalah pengukuran variabel pelaksanaan kegiatan
IKP. Variabel ini diukur secara spesifik pada pelaksanaan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah
pada periode Januari hingga Juni 2021. Indikator yang terdapat dalam variabel ini di antaranya:

o Kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional.

« Sumber informasi yang digunakan dalam proses penyebarluasan informasi.
o Saluran atau media yang digunakan untuk penyebaran informasi.

o Kerja sama kegiatan IKP dengan pihak internal instansi.

« Kerja sama kegiatan IKP dengan pihak eksternal instansi.

» Kegiatan komunikasi lainnya yang mewakili kebutuhan masyarakat.

Terkait penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional, terdapat 39 yang menjadi acuan,
terlihat hasil tertinggi adalah Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi (30282), Transformasi
Digital (5544), Infrastruktur Pelayanan Dasar (5412). Sedangkan tiga terendah adalah Program Prioritas
Pembangunan Wilayah Kalimantan (357), Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan
Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial (370), Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudyaaan
untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan
Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (374).
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Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di K/L dilakukan dengan merujuk
informasi yang disebarkan oleh instansi pemerintah lainnya. Data menunjukkan bahwa sumber rujukan
informasi yang paling banyak digunakan oleh K/L adalah informasi yang disebarluaskan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2015 telah diimplementasikan oleh K/L dengan menyuplai informasi kepada Kementerian Komunikasi dan
Informatika kemudian disusun menjadi narasi tunggal dan disebarluaskan kembali ke khalayak.

Selain Kementerian Komunikasi dan Informatika, informasi dari Kantor Staf Presiden dan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi secara berturut-turut dijadikan sebagai acuan
oleh K/L lainnya dalam konteks penyebarluasan informasi.

Data lengkap terkait rujukan sumber informasi dalam kegiatan penyebarluan informasi dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Frekuensi Penyebarluasan Informasi Berdasarkan Sumber Rujukan Informasi
(Januari-Juni 2021)

Kementerian i Median Average Total

Kantor Staf Presiden

Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan
Investasi

Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator
Bidang Politik Hukum dan
Keamanan

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Komunikasi dan
Informatika
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Saluran atau media yang digunakan oleh K/L dalam menyebarluaskan informasi sangatlah
bervariasi. Studi ini menemukan bahwa K/L menggunakan berbagai macam saluran informasi, seperti
media atau saluran lainnya, seperti Podcast dan diseminasi video pendek melalui Tiktok. Selain itu, K/L juga
menggunakan saluran, seperti media daring dan akun resmi media sosial, seperti Instagram/IG Live TV,
Facebook, dan Twitter. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas K/L sudah akrab dengan internet. Selain itu,
terlihat bahwa K/L sudah mendukung transformasi digital dengan secara signifikan mengimplementasikan
teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pekerjaannya.

Penggunaan media atau saluran lain, seperti Podcast dan Tiktok merupakan salah satu tren yang
sedang digemari oleh banyak instansi dengan total response rate sebesar 251682. Hal ini dikarenakan media-
media tersebut merupakan media baru yang dapat dijadikan pilihan dalam mendiseminasikan konten.
Media Podcast, contohnya, merupakan salah satu alternatif media yang hampir sama dengan mendengarkan
siaran radio. Faktor yang membedakan dan menjadi unggulan dari Podcast adalah kontennya yang on-
demand dan dapat didengarkan kapan saja.

Media lainnya yang digemari oleh K/L sebagai pilihan dalam diseminasi informasi adalah media
daring, seperti portal web berita (total response rate 185550). Temuan ini mengindikasikan bahwa diseminasi

melalui media daring menjadi opsi saluran yang dipilih oleh K/L karena mampu menjangkau khalayak yang
lebih luas.

Di sisi lain, kanal terbanyak ketiga yang digunakan oleh K/L adalah akun resmi media sosial instansi
dengan total response rate sebesar 34906. Media sosial memiliki daya tarik tersendiri karena memberikan
fasilitas kepada penggunanya untuk berbagi, berpartisipasi, maupun memproduksi konten informasi.
Saat ini, media sosial merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan oleh warganet di dunia,
termasuk Indonesia. K/L yang menggunakan media sosial sebagai salah satu kanal untuk diseminasi
informasi, tidak hanya dapat menggunakan fitur untuk menciptakan kontennya sendiri. Akan tetapi, media
sosial dapat juga digunakan sebagai salah satu alat untuk menghimpun aspirasi dari warganet.
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Hasil pengumpulan data terkait frekuensi kegiatan penyampaian informasi kebijakan dan program
pemerintah kepada masyarakat melalui saluran atau media dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Frekuensi Penyampaian Informasi Melalui Saluran
atau Media (Januari-Juni 2021)

Sal
?4:5?: / i Maks Median Average

Media Cetak Konvensional (Contoh:
Koran atau Majalah) 289,25 16487

Media Elektronik Konvensional
(Contoh: TV, Radio)

Media Daring 164343

Akun Resmi Media Sosial (Contoh:
Instagram/IG Live TV, Facebook,
Twitter)

Channel Youtube

Pertemuan Tatap Muka dengan Publik
(Sarasehan, Forum, Diskusi Publik,
Seminar, Gerai Pameran, Penyuluh)

Forum Bakohumas

Pertemuan Tatap Muka dengan Awak
Media (Konferensi Pers, Media Briefing,
Media Visit/Tour)

Widget GPR

Meja Informasi PPID

Media atau Saluran Lainnya 5033,64 251682
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Pelibatan unit kerja lain dalam internal instansi merupakan salah satu hal yang sering dilakukan
dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi publik. Studi ini menemukan bahwa instansi
yang paling aktif dalam pelibatan antar unit dalam internal organisasi adalah Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif dengan total nilai sebesar 103006. Rata-rata frekuensi kerja sama yang dilakukan antara
unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan dengan pejabat dan pegawai internalnya
dalam enam bulan terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Frekuensi Kegiatan Kerja Sama dengan Unit Kerja Internal
(Januari-Juni 2021).

Statistik

100000

Median

Average 1775,965517

103006
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Pelayanan informasi dan kehumasan di dalam K/L juga melibatkan instansi eksternal untuk keperluan
koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama. Hal ini diimplementasikan salah satunya dengan melaksanakan
rapat koordinasi dengan pihak eksternal. Tabel di bawah ini memperlihatkan unit pelayanan informasi di
K/L banyak menjalin kerja sama dengan perusahaan/asosiasi industri (total response rate: 1481), asosiasi
profesi/kelompok masyarakat (total response rate: 1473), dan Kelompok akademisi /universitas (total
response rate 1157).

Tabel 2.8 Frekuensi Kegiatan Kerja Sama dengan Instansi
Eksternal K/L (Januari-Juni 2021)

Lembaga i Maks Median Average Total

Lembaga Legislatif

Lembaga Yudikatif

Perusahaan/Asosiasi Industri

Asosiasi Profesi/Kelompok Masyarakat

Kelompok Akademisi / Universitas

Lembaga Pemerintah Lainnnya

Pemangku Kepentingan Lainnya
yang Mendukung Pelayanan
Informasi dan Kehumasan

Lembaga Pemerintah maupun
Non-pemerintah Skala
Internasional
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Kegiatan penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh unit pelayanan informasi dan kehumasan
K/L merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.. Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut, informasi diklasifikasikan ke dalam 4 kategori.
Studi ini juga melakukan pengukuran terhadap tingkat kepatuhan K/L dalam penyebaran informasi publik.
Data menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang wajib tersedia setiap saat yang dilaksanakan oleh K/L
telah mencapai response rate 27135, diikuti penyampaian pengumuman tentang layanan informasi publik
(termasuk mekanisme memperoleh informasi publik) dengan response rate 21022, penyampaian informasi
yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dengan response rate 2692, dan penyampaian
informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta dengan response rate 2692. Kepatuhan K/L dalam
pengimplementasian UU ini memperlihatkan bahwa K/L telah memiliki kesadaran akan kewajiban sebagai
badan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan.

Tabel 2.9 Frekuensi Penyebarluasan Informasi Berdasarkan
Klasifikasi Informasi

Inf i
“P‘:Ig{’iis' i Maks Median Average

Penyampaian Informasi
yang Wajib Disediakan
dan Diumumkan Secara
Berkala

Penyampaian Informasi
yang Wajib Diumumkan
secara Serta-Merta

Penyampaian Informasi
yang Wajib Tersedia
Setiap Saat

Penyampaian Pengumuman
Tentang Layanan Informasi
Publik (termasuk
Mekanisme Memperoleh
Informasi Publik)
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Unit pelayanan informasi dan kehumasan yang berada dalam K/L secara rutin menyebarluaskan
informasi yang telah disusun sebelumnya. Informasi tersebut disajikan dengan mempertimbangkan
berbagai hal, salah satunya adalah kebutuhan masyarakat. Temuan dalam studi ini memperlihatkan bahwa
selama enam bulan terakhir (Januari-Juni 2021), sebanyak 59 K/L (94%) telah memproduksi konten yang
mewakili kebutuhan lapisan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan komunikasi publik. Diagram di
bawah ini menunjukkan data terkait hal tersebut.

Tidak

Ya
59
94%

Gambar 2.62 Proporsi Produksi Konten yang Mewakili
Kebutuhan Masyarakat
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2.2.2.4 Monitoring dan Evaluasi

Tahap terakhir dalam proses PIKP adalah
monitoring dan evaluasi program/kegiatan.
Tahapan ini menjadi bahan bagi pelaksanaan
kegiatan riset dan diikuti tahap-tahap selanjutnya
yang Dberjalan secara terus-menerus dan
berkelanjutan sebagai suatu siklus yang bergerak
dinamis dan tiada henti. Kegiatan monitoring dan
evaluasi dalam proses PIKP memiliki peran yang
sangat penting bagi perbaikan dan peningkatan
kualitas program/kegiatan, dan oleh karenanya
perlu dilakukan secara teratur dan sistematis.
Dalam penyusunan Indeks PIKP Tahun 2021 ini
variabel monitoring dan evaluasi terdiri dari tiga
indikator, yaitu monitoring dan evaluasi terhadap
proses pelaksanaan program/kegiatan, monitoring
dan evaluasi terhadap opini publik dan liputan
media, dan ketersediaan dokumen “Laporan
Hasil Monitoring dan Evaluasi”. Hasil pengukuran
variabel ini diharapkan dapat merefleksikan mutu
pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan
kehumasan pemerintah yang dilaksanakan oleh
masing-masing instansi.

Selama enam bulan terakhir (Januari-Juni
2021), banyaknya kegiatan monitoring dan evaluasi
terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan
unit kerja yang menangani pelayanan informasi
dan kehumasan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Minimal satu kali
dalam enam
bulan
22
36%

Minimal satu kali
dalam sebulan
29

48%

Minimal satu kali
dalam tiga bulan
10
16%

Gambar 2.63 Proporsi K/L yang Melaksanakan
Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan.

Dari data yang dihimpun, terlihat bahwa
dari 64 instansi ada 29 instansi (48%) yang
melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi
terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan
unit kerja yang menangani pelayanan informasi
dan kehumasan, minimal satu kali dalam sebulan.

Indeks Pengelolaan Informasi
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Sebanyak 10 instansi (16%) yang
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
proses pelaksanaan program/kegiatan minimal
satu kali dalam tiga bulan, serta sebanyak 22
instansi (36%) melaksanakan monitoring dan
evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/
kegiatan minimal satu kali dalam enam bulan.
Dari diagram di atas dapat dilihat juga bahwa tidak
ada instansi yang tidak melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/
kegiatan unit kerja yang menangani pelayanan
informasi dan kehumasan.

Pada indikator selanjutnya, yaitu kegiatan
monitoring dan evaluasi media terkait liputan
tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan unit
kerja yang menangani pelayanan informasi dan
kehumasan K/L, didapati bahwa monitoring dan
evaluasi yang dilaksanakan oleh 64 instansi dalam
survei ini terlihat dalam diagram berikut.

Minimal satu
kali dalam
enam bulan
18
30%

Minimal satu Minimal satu

kali dalam kali dalam tiga
sebulan bulan
36 7
59% 11%

Gambar 2.64 Proporsi K/L yang Melaksanakan Monitoring
dan Evaluasi Media terkait Peliputan Kegiatan

Terdapat 36 instansi (59%) yang melakukan
monitoring dan evaluasi media terkait liputan
tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan
minimal satu kali dalam sebulan, terdapat 7 instansi
(11%) yang melakukan monitoring dan evaluasi
media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan
program/kegiatan minimal satu kali dalam
tiga bulan, dan terdapat 18 instansi (30%) yang
melakukan melakukan monitoring dan evaluasi
media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan
program/kegiatan minimal satu kali dalam enam
bulan.



Indikator terakhir dalam dimensi proses monitoring dan evaluasi adalah pembuatan dokumen
“Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”. Berikut adalah diagram hasil survei terhadap indikator tersebut.

Minimal satu Minimal satu
kali dalam kali dalam
sebulan enam bulan
26 27
43% 44%

Minimal satu
kali dalam tiga
bulan
8
13%

Gambar 2.65 Proporsi K/L yang Membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Dari data di atas, terdapat 26 instansi (43%) yang membuat dokumen “Laporan Hasil Monitoring
dan Evaluasi” minimal satu kali dalam sebulan, 8 instansi (13%) yang membuat dokumen “Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi” minimal satu kali dalam tiga bulan, dan 27 instansi membuat “Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi” minimal satu kali dalam enam bulan.

2.2.3 Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Dinas Kominfo Provinsi

Dimensi Proses memiliki empat indikator, yaitu: 1) pengumpulan data dan informasi; 2) perencanaan; 3)
pelaksanaan; serta 4) monitoring dan evaluasi. Perhitungan akhir capaian dimensi Proses merupakan hasil
total keseluruhan skor indikator-indikator tersebut dibagi empat. Rata-rata capaian Indeks untuk dimensi
Proses di tingkat Dinas Kominfo Provinsi adalah 64,14 atau kategori “Sedang”. Hal ini perlu menjadi
perhatian Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika
untuk melakukan pendampingan terhadap Dinas Kominfo Provinsi khususnya di empat indikator tersebut.

Dinas Kominfo dengan skor dimensi Proses terendah adalah Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat
dengan skor 11,46 kategori “Buruk’, sementara Dinas Kominfo dengan skor dimensi Proses tertinggi adalah
Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dengan skor 97,22.

Untuk detail perolehan masing-masing indikator dapat dijabarkan berikut ini.

2.2.3.1. Pengumpulan Data dan Informasi

Aktivitas riset atau pengumpulan data dan informasi untuk tujuan perencanaan program/kegiatan pelayanan
informasi dan kehumasan pemerintah di tingkat Diskominfo Provinsi tampaknya memerlukan perhatian
dan upaya-upaya peningkatan frekuensinya di masa yang akan datang. Pengumpulan data dan informasi
dalam rangka perencanaan program/kegiatan bidang IKP terdiri dari pengumpulan data dan informasi
dengan instansi eksternal, penyerapan aspirasi publik, dan penggunaan hasil riset organisasi atau instansi
lain.

Dari 34 Dinas Kominfo Provinsi ada lima Dinas Kominfo Provinsi (15%) yang sama sekali belum
melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan bidang IKP
dengan melibatkan instansi eksternal, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Dinas Kominfo Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Dinas Kominfo Provinsi Papua, dan Dinas
Kominfo Provinsi Sulawesi Barat.
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Ada 11 Dinas Kominfo Provinsi (32%) yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi
berdasar pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Jambi,
Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kominfo
Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kominfo Provinsi Papua
Barat, Dinas Kominfo Provinsi Riau, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kominfo Provinsi
Sulawesi Utara, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Barat, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Selatan, minimal
satu kali dalam enam bulan.

Sebanyak 10 Dinas Kominfo Provinsi (29%) sudah melaksanakan pengumpulan data dan informasi
berdasar pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Aceh,
Dinas Kominfo Provinsi Bali, Dinas Kominfo Provinsi Banten, Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu, Dinas
Kominfo Provinsi DI Yogyakarta, Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan
Barat, Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kominfo
Provinsi Sumatra Utara minimal satu kali dalam tiga bulan.

Sedangkan 8 Dinas Kominfo Provinsi (24%) lainnya, telah melaksanakan pengumpulan data dan
informasi dengan instansi eksternal minimal satu kali dalam satu bulan, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Jawa
Barat, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Dinas Kominfo Provinsi
Kalimantan Selatan, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Dinas
Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan. Rincian dapat dilihat
pada rincian dapat dilihat pada gambar/ tabel berikut.

Minimal Satu
Dalam1 Bulan
Minimal Satu Kali
Dalam 3 Bulan
Minimal Satu Kali
Dalam 6 Bulan
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Gambar 2.66 Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan
melibatkan instansi eksternal Menurut DiskominfoProvinsi
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Tidak pernah Minimal satu kali
5 dalam enam
15% bulan
11
32%

Minimal satu — Minimal satu

kali dalam kali dalam tiga
sebulan bulan
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24% 29%

Gambar 2.67 Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal

Indikator lainnya yang menunjukan kurangnya perhatian Dinas Kominfo Provinsi terhadap
efektivitas dan efisiensi proses PIKP di tingkat provinsi adalah frekuensi pengumpulan data dan informasi
dalam rangka penyerapan aspirasi publik. Sebagaimana ditunjukkan oleh data hasil studi, dari jumlah Dinas
Kominfo Provinsi yang diteliti hanya 11 Dinas Kominfo Provinsi (34%) yang melaksanakan pengumpulan
data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik minimal satu kali dalam sebulan, yaitu Dinas Kominfo
Provinsi Bengkulu, Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Dinas Kominfo
Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan
Riau, Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kominfo
Provinsi Papua, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Utara.

Sebanyak 5 Dinas Kominfo Provinsi (15%) sudah melaksanakan pengumpulan data dan informasi
melalui penyerapan aspirasi publik, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Aceh, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Nusa
Tenggara Timur, dan Sumatra Selatan minimal satu kali dalam tiga bulan.

Ada 10 Dinas Kominfo Provinsi (30%) yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi
melalui penyerapan aspirasi publik, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Bali, Dinas Kominfo Provinsi Banten,
Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kominfo
Provinsi Maluku Utara, Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat, Dinas Kominfo Provinsi Riau, Dinas Kominfo
Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Barat
minimal satu kali dalam enam bulan

Sedangkan 8 Dinas Kominfo Provinsi (24%) lainnya tidak pernah melaksanakan pengumpulan data
dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Dinas Kominfo
Provinsi Jawa Timur, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan
Utara, dan Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Sulawesi
Barat, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan rincian tertera pada gambar 2.68 dan 2.69.
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Gambar 2.68 Frekuensi
Pengumpulan Data dan Informasi
Penyerapan Aspirasi Publik

Menurut Diskominfo Provinsi
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Tidak pernah Minimal satu kali
dalam enam bulan

29%
\ Minimal satu kali
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24%

Minimal satu kali /

dalam sebulan dalam tiga bulan
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32% 15%

Gambar 2.69 Proporsi Diskominfo Provinsi Menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi Penyerapan Aspirasi Publik

Data hasil studi Indeks PIKP ini juga menunjukan bahwa frekuensi pengumpulan data dan informasi
dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain masih sedikit. Mayoritas Dinas Kominfo
Provinsi cenderung belum terbiasa untuk memanfaatkan hasil-hasil riset organisasi atau instansi lain dalam
rangka perencanaan program/kegiatan. Sebanyak 3 Dinas Kominfo Provinsi (9%) yang menggunakan hasil
riset organisasi atau instansi lain minimal satu kali dalam sebulan, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Jawa
Timur, Dinas Kominfo Provinsi Lampung dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan.

Ada 5 Dinas Kominfo Provinsi (15%) yang melakukan pengumpulan data dan informasi dengan
menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain minimal satu kali dalam tiga bulan, yaitu Dinas
Kominfo DI Yogyakarta, Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Dinas
Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Utara.

Sebanyak 8 Dinas Kominfo Provinsi (23%) yang melakukan pengumpulan data dan informasi
dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain minimal satu kali dalam enam bulan, yaitu
Dinas Kominfo Provinsi Aceh, Dinas Kominfo Provinsi Bali, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Dinas
Kominfo Provinsi NTT, Dinas Kominfo Provinsi Riau, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara, Dinas
Kominfo Provinsi Sumatra barat, dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Selatan.

Sedangkan 18 Dinas Kominfo Provinsilainnya (53%) tidak pernah pengumpulan data dan informasi
dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain sebagaimana pada gambar 2.70 dan gambar

2.71 di bawah ini.
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Gambar 2.70 Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi Penggunaan Hasil Riset Organisasi atau Instansi Lain Menurut
Dinas Kominfo Provinsi
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Gambar 2.71 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan
Menggunakan Hasil Riset Organisasi atau Instansi Lain

2.2.3.2 Perencanaan

Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi oleh Dinas Kominfo Provinsi diselenggarakan dengan
alur kerja yang terstruktur dan sistematis. Hal tersebut ditemukan dari hasil studi ini di mana Dinas Kominfo
Provinsi mengadakan rapat koordinasi internal sebagai salah satu upaya untuk menyusun perencanaan
dan strategi komunikasi, merancang aktivitas diseminasi informasi, memproduksi konten informasi, dan
merencanakan aktivitas pendukung dalam pelaksanaan PIKP.

Studi ini menemukan bahwa dari 34 Dinas Kominfo Provinsi yang menjadi responden, sebanyak
20 Dinas Kominfo (59%) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi internal setidaknya satu kali sebulan.
Sedangkan 8 instansi (23%) melaksanakan rapat koordinasi internal setidaknya sekali dalam tiga bulan,
diikuti oleh 3 Dinas Kominfo (9%) yang menyelenggarakan rapat koordinasi internal minimal satu kali
dalam enam bulan. Selebihnya, terdapat 3 instansi (9%) yang tidak pernah mengadakan rapat koordinasi
internal di antaranya Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat, dan Dinas
Kominfo Provinsi Sulawesi Barat. Data lebih lengkap dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
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Gambar 2.72 Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal Dinas Kominfo (Juli — Desember 2020)
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Selain mengadakan pertemuan dengan unit kerja lain dalam lingkup internal organisasi, Dinas
Kominfo juga melibatkan dinas lainnya yang berada dalam satu provinsi untuk mengooordinasikan
rencana kerja. Secara rutin, Dinas Kominfo Provinsi telah mengadakan rapat koordinasi dengan pihak
eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah.
Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa 13 Dinas Kominfo (38%) melaksanakan rapat koordinasi
eksternal setidaknya sekali dalam sebulan, kemudian sebanyak 10 instansi (29%) yang melaksanakannya
sekali dalam enam bulan, 8 instansi (24%) sekali dalam 3 bulan. Tercatat, sebanyak 3 Dinas Kominfo (9%)
tidak pernah menyelenggarakan rapat koordinasi eksternal di antaranya Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo,
Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat. Data lengkap terkait
indikator ini dapat dilihat pada diagram berikut ini.
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Gambar 2.74 Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Eksternal Dinas Kominfo (Juli- Desember 2020)
Minimal Satu
Dalam1 Bulan
Minimal Satu Kali
Dalam3 Bulan
Minimal Satu Kali
Dalam6 Bulan
Tidak Pernah II III II II
W W W S S S S AR ARARAARAARAARALC TTOTILLLLLLVLOO®
Emmmgggmm“’mmmmmmmmngggmmagggc_gccc
®n =530 >332 £2=====0T32L2;5r3TT oo o>oo3 3 3
> # @ 3 -0 g® 0o ® 33333 T g 9w € c 222235 a0
g*%g’rj_'m—iﬂmmmmmmz{cwx—i—qmm 3 05 0 0 5 o o o
S -8 gggaaaaagmgccmm w mmmmmggg
cC o 35 c c 3> 3 Q - = = = = 3 3 o
&+ O ™ VIS VI V) wn
s ~8S555555 = s8R 2 FRIFTSwuvc
5 T g¢ac 338 S2Re 3388
2 R v o ~ 8 omo Y2 >
) Q 4+ 0@ c I w - S5 o @
~ o oo S 9 [y o S
< > T z 3
R L c
< =
Q
L
Q
=
Q

Gambar 2.75 Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Eksternal Diskominfo (Juli-Desember 2020)
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Indeks PIKP juga diukur melalui variabel ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan
tahunan untuk tahun 2021, seperti proposal, TOR, RAB, dan Program Kerja Tahunan yang telah disusun
oleh Dinas Kominfo Provinsi. Data memperlihatkan bahwa terdapat kecenderungan yang positif di mana 32
Dinas Kominfo (94%) telah memiliki dokumen perencanaan tersebut. Di sisi lain, terdapat 2 Dinas Kominfo
(6%) yang tidak menyusun dokumen perencanaan, di antaranya Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur
dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat.

Tidak

Gambar 2.76 Proporsi Dinas Kominfo yang Memiliki
Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Tahunan

Kesadaran untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam produksi konten informasi dan
komunikasi publik merupakan salah satu indikator yang memengaruhi Indeks PIKP dalam lingkup Dinas
Kominfo. Hasil studi menunjukkan bahwa mayoritas Dinas Kominfo (30 Dinas Kominfo/88%) telah
memperhatikan kebutuhan masyarakat sebelum melakukan produksi dan penyebarluasan informasi.
Sedangkan, 4 Dinas Kominfo (12%) tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Instansi tersebut di
antaranya Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Dinas
Kominfo Provinsi Maluku Utara, dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat.
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Gambar 2.78 Proporsi Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi
oleh Dinas Kominfo Provinsi berdasarkan Kebutuhan Masyarakat
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2.2.3.3 Pelaksanaan

Capaian Indeks untuk dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo Provinsiini diukur dari variabel pelaksanaan
kegiatan informasi dan komunikasi publik, khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah
dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2021. Sama dengan dimensi Proses di tingkat K/L, variabel ini
terdiri dari enam indikator, yaitu:

o kegiatan-kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional,

» diseminasi informasi yang berasal dari pemerintah daerah,

o diseminasi informasi kepada masyarakat secara langsung tatap muka dan melalui media,
o kerja sama kegiatan informasi dan komunikasi publik dengan pihak internal instansi,

o kerja sama kegiatan IKP dengan pihak eksternal instansi, dan

o kegiatan lainnya yang terkait dengan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

Indikator pertama dalam variabel pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik di tingkat
Dinas Kominfo Provinsi adalah frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi program prioritas nasional
selama kurun waktu Januari-Juni 2021. Hasil studi menunjukkan bahwa tiga program prioritas nasional
teratas yang paling sering didiseminasikan oleh Dinas Kominfo Provinsi adalah program peningkatan
akses dan mutu pelayanan kesehatan (637), program peningkatan produktivitas dan daya saing (424), dan
penguatan pelaksanaan perlindungan sosial (376). Sementara itu, hasil studi juga menunjukkan tiga program
prioritas nasional yang didiseminasikan oleh Dinas Kominfo Provinsi dengan frekuensi terendah, yaitu
program pembangunan wilayah Sulawesi (6), program pembangunan wilayah Maluku (8), dan program
pembangunan wilayah Papua (11). Data lengkap terkait indikator ini disajikan dalam tabel berikut.

Indeks Pengelolaan Informasi

dan Komunikasi Publik 2021




Hasil studi menunjukkan bahwa sumber informasi yang sering digunakan dalam pelaksanaan
diseminasi informasi oleh Dinas Kominfo Provinsi sangat bervariasi untuk masing-masing daerah. Sebagian
besar daerah menunjukkan minimnya penggunaan informasi dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/
Lembaga. Sajian data yang paling signifikan terkait penggunaan sumber informasi dari K/L terlihat pada
Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 351 kali dan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 54 kali, sedangkan
penggunaan sumber informasi dari Pemerintah Daerah terlihat paling signifikan di Provinsi Jawa Timur
dengan frekuensi 72 kali dan Provinsi Jawa Barat dengan frekuensi 55 kali. Grafik di bawah memperlihatkan
data dimaksud.
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Gambar 2.80 Frekuensi Dinas Kominfo Provinsi menurut Sumber Informasi yang
Sering Digunakan dalam Pelaksanaan Diseminasi Informasi
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Indikator ketiga dalam variabel pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik di tingkat
Dinas Kominfo Provinsi adalah sumber informasi yang sering digunakan dalam pelaksanaan diseminasi.
Hasil studi menunjukkan bahwa pemanfaatan akun resmi media sosial mendapatkan angka tertinggi
dengan total 18699 dan response rate sebesar 94,1%. Hal ini menunjukkan sebagian besar Dinas Kominfo
Provinsi melakukan tren yang sama, yaitu menggunakan akun resmi media sosial sebagai sarana diseminasi
informasi. Penyampaian informasi terlihat juga sangat tinggi frekuensinya melalui media daring dengan
total 13504 kali diseminasi. Hal ini dikarenakan penggunaan layanan yang mudah dan tujuan ingin
menjangkau masyarakat lebih cepat. Selain media daring, media cetak, channel YouTube, dan widget GPR
merupakan media dengan frekuensi tertinggi berikutnya yang digunakan dalam diseminasi informasi. Data
selengkapnya mengenai indikator ini terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.10 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Media dan Saluran yang Digunakan
dalam Diseminasi Informasi

Response

Media
rate

Min Maks Median Average Total

Media Cetak
Konvensional (Contoh: Koran
atau Majalah)

Media Elektronik Konvensional
(Contoh: TV, Radio)

Media Daring

Akun Resmi Media Sosial
(Contoh: Instagram/IG Live
TV, Facebook, Twitter)

Channel Youtube

Pertemuan Tatap Muka dengan
Publik (Sarasehan, Forum,
Diskusi Publik, Seminar, Gerai
Pameran, Penyuluh)

Forum Bakohumas

Pertemuan Tatap Muka
Dengan Awak Media
(Konferensi Pers, Media
Briefing, Media Visit/Tour)

Widget GPR
Meja Informasi PPID

Media atau Saluran Lainnya
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Indikator selanjutnya adalah frekuensi kegiatan kerja sama antara unit kerja pelaksana kegiatan
informasi dan komunikasi publik dengan pejabat dan pegawai internal instansi. Studi ini menemukan bahwa
Dinas Kominfo Provinsi yang paling aktif dalam pelibatan antar unit internal organisasi selama Januari-
Juni 2021 adalah Provinsi Banten (360 kali) dan Jawa Barat (238 kali). Hasil studi selengkapnya mengenai
pelibatan kerja sama internal terkait kegiatan informasi dan komunikasi publik dapat dilihat dalam tabel di
bawah ini.
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Gambar 2.81 Frekuensi Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan IKP menurut Dinas
Kominfo Provinsi
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Dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, setiap dinas juga bekerja sama dengan berbagai
mitra eksternal untuk menyajikan informasi yang akurat bagi masyarakat yang dilayaninya. Menurut studi
ini mitra kerja sama eksternal Dinas Kominfo Provinsi yang frekuensinya paling tinggi adalah perusahaan/
asosiasi industri (1052 kali) dan lembaga legislatif (812 kali). Tabel berikut menyajikan data lengkap proporsi
kerja sama Dinas Kominfo Provinsi dengan mitra eksternal.

Tabel 2.11 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Mitra Kerja
Sama Eksternal dalam Pelaksanaan Kegiatan IKP

Response

No Lembaga Fate

Min Maks Median Average Total

Lembaga
Legislatif

Lembaga
Yudikatif

Perusahaan/Asosiasi
Industri

Asosiasi Profesi/
Kelompok Masyarakat

Kelompok Akademisi/
Universitas

Lembaga Pemerintah
Lainnya

Pemangku Kepentingan
Lainnya yang Mendukung
Pelayanan Informasi dan
Kehumasan

Lembaga Pemerintah maupun
Non-pemerintah Skala
Internasional
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Indikator terakhir dalam variabel pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik tingkat
Dinas Kominfo Provinsi adalah menyediakan dan menyampaikan informasi publik sesuai 4 jenis informasi
yang disediakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Dengan response rate yang tinggi (94,1%-97,1%) pada setiap klasifikasi informasi, maka dapat
dikatakan bahwa mayoritas Dinas Kominfo Provinsi melakukan kegiatan terkait UU Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik secara merata. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut, kegiatan
yang paling tinggi frekuensinya adalah penyampaian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala (1110 kali) dan kegiatan yang paling rendah frekuensinya adalah penyampaian pengumuman
tentang layanan informasi publik (494 kali).

Tabel 2.12 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut
Jenis Informasi Publik yang Disediakan

Response
rate

Min Maks Median Average

Item

Penyampaian Informasi
yang Wajib Disediakan
dan Diumumbkan Secara
Berkala

Penyampaian Informasi
yang Wajib Diumumkan
secara Serta-Merta

Penyampaian Informasi
yang Wajib Tersedia Setiap
Saat

Penyampaian Pengumuman
Tentang Layanan Informasi
Publik (Termasuk
Mekanisme Memperoleh
Informasi Publik)
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2.2.3.4 Monitoring dan Evaluasi

Peran proses monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik tingkat
Dinas Kominfo Provinsi sangat penting untuk memastikan kesesuaian hasil dengan tujuan kegiatan, melalui
proses pemantauan dan penilaian jalannya kegiatan informasi dan komunikasi publik. Indikator pelaksanaan
monitoring dan evaluasi ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/
kegiatan unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan, jumlah kegiatan monitoring
dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang menangani
Pelayanan Informasi dan Kehumasan Dinas Kominfo dan pembuatan dokumen “Laporan Hasil Monitoring
dan Evaluasi Komunikasi Publik”.

Studi ini menemukan bahwa Dinas Kominfo Provinsi umumnya telah melaksanakan kegiatan
monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang
menangani pelayanan informasi dan kehumasan. Dari seluruh Dinas Kominfo Provinsi yang diteliti, 30
di antaranya (91%) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, dengan frekuensi yang bervariasi.
Data menunjukkan bahwa 12 instansi (36%) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program/kegiatan informasi dan komunikasi publik minimal satu kali dalam sebulan, 5 instansi (15%)
melaksanakan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan informasi
dan komunikasi publik minimal satu kali dalam tiga bulan, dan 13 instansi (40%) melaksanakan monitoring
dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan informasi dan komunikasi publik minimal satu kali
dalam enam bulan. Kedua grafik di bawah menunjukkan persentase tersebut di atas, serta data provinsi
pelaksana monitoring dan evaluasi.
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Gambar 2.82 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Frekuensi Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
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Gambar 2.83 Frekuensi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Setiap Dinas Kominfo Provinsi

Selain frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/
kegiatan unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan, studi ini juga meneliti frekuensi
pelaksanaan monitoring dan evaluasi media terkait liputan pelaksanaan program/kegiatan unit kerja yang
menangani pelayanan informasi dan kehumasan. Hasil menunjukkan bahwa 17 instansi (52%) melaksanakan
monitoring dan evaluasi media minimal satu kali dalam sebulan, 4 instansi (12%) melaksanakan monitoring
dan evaluasi media minimal satu kali dalam tiga bulan, dan 9 instansi (27%) melaksanakan monitoring dan
evaluasi media minimal satu kali dalam enam bulan. Grafik di bawah menyajikan data tersebut.
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Gambar 2.84 Persentase/Jumlah Provinsi Menurut Frekuensi Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Media
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Gambar 2.85 Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Media di Setiap
Dinas Kominfo Provinsi

Salah satu indikator penting pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah pembuatan “Laporan
Hasil Monitoring dan Evaluasi Komunikasi Publik”. Hasil studi memperlihatkan 19 instansi (58%) membuat
laporan tersebut minimal satu kali dalam enam bulan. Persentase terbanyak selanjutnya adalah 9 instansi
(27%) yang membuat laporan minimal satu kali dalam sebulan, dan 3 instansi (9%) yang membuat laporan
minimal satu kali dalam tiga bulan. Data tersaji dalam grafik berikut.
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Gambar 2.86 Persentase/Jumlah Provinsi Menurut Frekuensi Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi dan Kehumasan
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Gambar 2.87 Frekuensi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi
dan Kehumasan di Setiap Dinas Kominfo Provinsi

Variabel monitoring dan evaluasi juga melingkupi informasi mengenai keberadaan penghargaan di
bidang kehumasan yang didapatkan oleh individu/unit kerja Dinas Kominfo Provinsi selama lima tahun
terakhir (2015-2020). Gambar di bawah menunjukkan provinsi-provinsi yang mendapatkan penghargaan
dimaksud tersebut.

Tabel 2.13 Indeks Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan IKP di tingkat Dinas
Kominfo Provinsi

Monitoring

Selama enam bulan terakhir (Januari-Juni 2021), berapa kali dilaksanakan
kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan
unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan?

Selama enam bulan terakhir (Januari-Juni 2021), berapa kali dilaksanakan
kegiatan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan
program/kegiatan unit kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan

Kehumasan Dinas Kominfo?

Selama enam bulan terakhir (Januari-Juni 2021), berapa kali dibuat
dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/
Kegiatan” unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan?

Indeks Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik 2021




Penghargaan Bidang Kehumasan

Sumatra Utara Aceh

Sumatra Selatan Bali
Sulawesi Barat Banten
Sulawesi Utara Bengkulu
Sulawesi Tenggara D.l. Yogyakarta

Sulawesi Tengah DKI Jakarta

Sulawesi Selatan Gorontalo
Sulawesi Barat Jambi

Riau Jawa Barat

Papua Barat Jawa Tengah
Papua Jawa Timur
Nusa Tenggara Timur l Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan
Maluku Utara Kalimantan Tengah
Maluku Kalimantan Timur
Lampung Kalimantan Utara
Kep Riau Kep Babel
Penghargaan . Anugrah Media Humas Majalah Swa Pemeringkatan KIP dengan kategori informatif . Lainnya -

Gambar 2.88 Penghargaan Bidang Kehumasan

2.2.4 Kesimpulan

Secara umum, hasil pengukuran dimensi Proses menunjukkan bahwa proses pengelolaan informasi dan
komunikasi publik di tingkat K/L berada pada level “Baik” dengan Indeks Proses sebesar 70,56, dan proses
PIKP di tingkat Dinas Kominfo Provinsi berada pada level “Sedang” dengan Indeks Proses sebesar 64,14.

Di tingkat K/L, skor dimensi Proses tertinggi diraih oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kementerian
Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan skor 100 (Sangat
Baik). Tiga skor terendah dimensi Proses di tingkat K/L dipegang oleh LPP TVRI sebesar 11,46 (Buruk),
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebesar 32,99 (Buruk), dan Badan Pusat
Statistik sebesar 33,68 (Buruk). Dari 64 K/L yang diteliti, 17 instansi (26%) menerima kategori “Buruk”
Nilai rata-rata untuk variabel pengumpulan data dan informasi sebesar 56,25, nilai rata-rata untuk variabel
perencanaan sebesar 82,68, sedangkan untuk nilai rata-rata variabel pelaksanaan sebesar 74,02, serta nilai
rata-rata untuk variabel monitoring dan evaluasi sebesar 69,27. Indeks dimensi Proses di tingkat K/L adalah
70,56 (Baik).
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Di tingkat Dinas Kominfo Provinsi, skor dimensi Proses tertinggi diraih oleh Dinas Kominfo
Provinsi Jawa Barat dengan nilai 97,22 (Sangat Baik), disusul oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah
dengan nilai 94,44 (Sangat Baik), dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Utara dengan nilai 91,32 (Sangat
Baik). Tiga skor terendah dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo Provinsi dipegang oleh Sulawesi Barat
dengan nilai 11,46 (Buruk), Sulawesi Tenggara dengan nilai 37,85 (Buruk), Kalimantan Timur dengan nilai
43,75 (Buruk). Dari 34 provinsi, terdapat 14 provinsi (41%) yang mendapat nilai dengan kategori “Buruk”
Nilai rata-rata untuk variabel pengumpulan data dan informasi sebesar 44,12, nilai rata-rata untuk variabel
perencanaan sebesar 80,88, sedangkan untuk nilai rata-rata variabel pelaksanaan sebesar 69,49, serta nilai
rata-rata untuk variabel monitoring dan evaluasi sebesar 62,09. Indeks dimensi Proses di tingkat Dinas
Kominfo Provinsi adalah 64,14 (Sedang).

Dari nilai-nilai di atas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Proses PIKP di tingkat K/L dan Dinas
Kominfo Provinsi, masih jauh dari kategori “Sangat Baik” Banyaknya perolehan kategori skor “Buruk” di
keduanya, serta tingginya rata-rata nilai perencanaan di tengah tiga variabel lainnya (pengumpulan data
dan informasi, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi) memperlihatkan urgensi penerapan proses yang
lebih optimal berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi
Publik, serta pembinaan dan pengawalan secara berkelanjutan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam menerapkan proses kehumasan pemerintah yang efektif dalam pemenuhan informasi
masyarakat di berbagai jenjang. Kekuatan sinergitas masing-masing unit kerja secara internal dan dengan
mitra eksternal berpotensi besar meningkatkan kinerja proses PIKP di tahun-tahun mendatang.
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2.3. Dimensi Output

2.3.1 Pengantar

Dengan menggunakan perspektif Teori Agenda Setting, Program Prioritas Nasional (PPN) merupakan
agenda yang seharusnya menjadi agenda publik. Pemerintah melakukan diseminasi informasi PPN melalui
media. Agenda ini diharapkan menjadi agenda publik. Bentuk perubahan atau pengaruh diseminasi
informasi Program Prioritas Nasional melalui media (baik media konvensional maupun media baru) yang
diharapkan dapat terjadi pada publik dengan memiliki opini, perhatian, dan/atau penilaian mereka terhadap
isu-isu terkait program tersebut. Opini, perhatian, dan/atau penilaian publik terhadap Program Prioritas
Nasional baru dapat terbentuk pada publik hanya apabila publik telah menerima informasi mengenai
program tersebut. Dengan informasi yang telah mereka terima, publik kemudian dapat memahami dan
memberikan penilaian terhadap isu-isu Program Prioritas Nasional; program mana yang mereka anggap
penting dan mana yang tidak penting. Penilaian publik terhadap isu-isu mana yang mereka anggap penting
dari Program Prioritas Nasional dan urutan isu berdasarkan tingkat arti pentingnya bagi publik itulah yang
dalam Teori Efek Media Agenda-Setting (McCombs & Shaw, 1971) disebut sebagai “Agenda Publik”.

“Agenda” dalam Teori Agenda-Setting adalah hasil dari upaya aktor sosial memahami dan
merepresentasikan dunia atau gambar kepala (Lippmann, 1922). Menurut Lippmann, media berita
mengonstruksi lingkungan “semu” bagi publik. Lingkungan semu ini terjadi karena berita penuh dengan
anasir emosi, harapan dari mereka yang ada di organisasi media (berita). Sementara itu, lingkungan
eksternal (dunia luar) terlalu besar, kompleks, dan terlalu cepat berlalu untuk diketahui sehingga individu
“mendefinisikan dulu kemudian melihat” (Lippmann, 1922, pt. I). Akibatnya, gambar di kepala tidak
berhubungan dengan dunia luar. Cohen (dalam M. E. McCombs & Shaw, 1972: 177) menjelaskan bahwa
media tidak mungkin berhasil mengatakan kepada banyak orang tentang “what to think”. Media berhasil
mengatakan kepada para pembacanya mengenai “what to think about”. Isu yang dianggap penting pada
agenda media memberikan pengaruh tingkat kepentingan pada agenda publik.
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Mengacu pada kerangka pemikiran teoretis Agenda Setting, dalam pengukuran Indeks PIKP Tahun
2021, maka variabel agenda publik dipilih dan ditempatkan sebagai salah satu bentuk Output kegiatan
diseminasi informasi yang dilaksanakan melalui berbagai media oleh K/L dan Dinas Kominfo Provinsi.
Indikator variabel tersebut terdiri dari 3, yaitu: (1) Penerimaan informasi mengenai Program Prioritas
Nasional oleh publik; informasi yang mana saja yang pernah mereka terima; (2) Penggunaan media yang
oleh publik dijadikan sebagai sumber informasi mengenai program tersebut; media apa saja dan bagaimana
Indeks penggunaan sumber informasi yang berasal dari PPID; (3) Persepsi publik mengenai Program
Prioritas Nasional; isu-isu mana yang dianggap kurang penting dan mana yang dianggap penting dan
terpenting.

Dimensi Output pada pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 adalah Output program/kegiatan
pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, khususnya kegiatan-kegiatan diseminasi informasi, dan
aktivitas komunikasi lainnya terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Indeks ini, dimensi Output diartikan sebagai bentuk perubahan atau
pengaruh terhadap publik yang antara lain dapat disebabkan atau ditimbulkan oleh kegiatan diseminasi
informasi dan aktivitas komunikasi lainnya yang dilaksanakan oleh K/L dan/atau Dinas Kominfo Provinsi.
Dimensi ini terdiri dari 2 variabel, yaitu agenda publik dan kepuasan publik terhadap PIKP yang dilaksanakan
instansi pemerintah. Variabel pertama, agenda publik, terdiri dari 3 indikator, yaitu penerimaan informasi
mengenai Program Prioritas Nasional, media yang menjadi sumber informasi mengenai Program Prioritas
Nasional, dan persepsi publik terhadap informasi atau isu-isu terkait Program Prioritas Nasional. Variabel
kedua, yakni kepuasan publik terhadap PIKP yang dilaksanakan instansi pemerintah, terdiri dari satu
indikator, yaitu persepsi publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah.

Pengumpulan data untuk dimensi Output dilakukan melalui survei di 34 provinsi di ibu kota
provinsi. Lokasi dan jumlah responden ditentukan dengan metoda multi-stage area random sampling (untuk
pemilihan lokasi) dan metode random proportionate-to-size (untuk menentukan jumlah responden di setiap
lokasi). Populasi yang menjadi target adalah penduduk di 34 ibu kota provinsi, khususnya yang berusia 15-
64 usia. Rentang usia penduduk ini dipilih dengan pertimbangan utama kemampuannya dalam merespons
atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan data yang diperlukan. Jumlah penduduk di ibu
kota provinsi seluruh Indonesia yang berusia 15-64 tahun diperkirakan mencapai 16.072.580 orang (dari
berbagai sumber data BPS provinsi maupun kabupaten/kota). Ukuran sampel dengan level kepercayaan
95% dan margin of error 2,45 menghasilkan jumlah responden sebanyak 1.600 orang. Jumlah sampel di
setiap ibu kota provinsi ditentukan secara proporsional menurut jumlah penduduk dengan rentang usia
tersebut.

Secara rata-rata, skor yang dicapai oleh 34 daerah untuk variabel agenda publik adalah 70,5 (Baik).
Skor tertinggi dicapai di Ibu Kota Nusa Tenggara Timur dengan perolehan skor 91,3 (Sangat Baik). Di pihak
lain, skor terendah didapatkan di Ibu Kota Kalimantan Utara, dengan perolehan skor 46,4 (Buruk).

Capaian untuk variabel kepuasan publik terhadap pelayanan informasi publik justru menunjukkan
capaian yang buruk, dengan skor rata-rata nasional 51,9. Skor tertinggi diperoleh di Ibu Kota Kalimantan
Barat dengan nilai 95 (Sangat Baik). Sedangkan, nilai terendah didapatkan di Ibu Kota Maluku Utara dengan
nilai 7,7 (Sangat Buruk).
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2.3.2 Capaian Indeks untuk Dimensi Output
2.3.2.1 Agenda Publik

Pemerintah memiliki banyak program pemerintahan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan.
Penelitian ini menanyakan persepsi mereka terhadap program-program yang menjadi Program Prioritas
Nasional. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2021, terdapat 7 Prioritas Nasional (PN) yang diturunkan menjadi 39 Program Prioritas
Nasional. Ada 39 pertanyaan untuk mengetahui apakah publik mengetahui Program Prioritas Nasional.
Program prioritas ini mencakup bidang energi, kuantitas/ketahanan air, kemaritiman, perikanan, dan
kelautan, pembangunan wilayah, penguatan tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, peningkatan
pemerataan layanan pendidikan berkualitas, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.

Indeks yang tinggi di antara program prioritas nasional tersebut adalah program prioritas penguatan
pelaksanaan perlindungan sosial (82,3), program prioritas penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil
menengah/UMKM, dan koperasi (80,9), program prioritas peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
(79,3), program prioritas peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas (75,8), program prioritas
pengentasan kemiskinan (79,1) sebagaimana tecermin dalam grafik dan tabel indeks program prioritas
berikut.

Program
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Gambar 2.89 Diagram Indeks Program
Prioritas Nasional
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Tabel 2.14 Indeks Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional Indeks

Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan
(Contoh: Pengembangan Bahan Bakar Nabati) P1

Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonom
(Contoh: Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi)

Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (Contoh:
Peningkatan Produksi Padi)

Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (Contoh:
Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim)

Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM, dan Koperasi
(Contoh: Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah)

Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan
Industrialisasi (Contoh: Pengembangan Infrastruktur Industri Halal)

Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan
Dalam Negeri (Contoh: Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa)

Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (Contoh: Penguatan Industri
Fintech, E-commerce, One Demand Service, dan Internet of Things)

Pembangunan Wilayah Sumatra (Contoh: Pembangunan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Batam Bintan, Padang Bukittinggi)

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali (Contoh: Peningkatan Keberlanjutan DPP
Revitalisasi Bali)

Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara (Contoh: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan
Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika, Labuan Bajo)

Pembangunan Wilayah Kalimantan (Contoh: Pembangunan Ibu Kota Negara,
Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau, Sambas-
Singkawang)

Pembangunan Wilayah Sulawesi (Contoh: Pembangunan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar)

Pembangunan Wilayah Maluku (Contoh: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan P14
Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai)

Pembangunan Wilayah Papua (Contoh: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas p ;-
Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat) '

Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (Contoh: Penguatar

Integrasi Data Administrasi Kependudukan) F16

Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (Contoh: Pengembangan Program
Jaminan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan dan
Subsidi Tepat Sasaran)
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Indeks

Program Prioritas Nasional

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (Contoh: Penurunan Stunting,
Penurunan Kematian Ibu dan Bayi)

Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (Contoh: Bantuan
Pendidikan bagi Anak kurang Mampu, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi)

Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (Contoh: Perlindungan Anak
dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya)

Pengentasan Kemiskinan (Contoh: Fasilitasi Modal Usaha)

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (Contoh: Reformasi Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi)

Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan
Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan
Berkarakter (Contoh: Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang
Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan)

Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter
dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan
Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (Contoh: Pengembangan
Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim)

Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan
Harmoni Sosial (Contoh: Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi dan Gotong Royong)

Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat
Berpengetahuan dan Berkarakter (Contoh: Pengembangan Budaya Kegemaran P.26 55,2
Membaca)

Infrastruktur Pelayanan Dasar (Contoh: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman, Fasilitasi Penanganan Pemukiman Kumuh) P27 59,3

Infrastruktur Ekonomi (Contoh: Pembangunan Jalan Tol, Pengembangan Wilayah
Suramadu)

Program Prioritas Infrastruktur Perkotaan (Contoh: Pembangunan Jalan Perkotaan,
Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan)

Energi dan Ketenagalistrikan (Contoh: Perluasan Jaringan Gas Kota, Pembangunan
Kilang Minyak Bumi)

Transformasi Digital (Contoh: Pengembangan Infrastruktur Pita lebar, Penyiaran dan
TIK pemerintahan)

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (Contoh: Pemantauan Kualitas Udara, Air
dan Air Laut), Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut)

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (Contoh: Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana)
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Program Prioritas Nasional Indeks

Pembangunan Rendah Karbon (Contoh: Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi,
Pengurangan Laju Deforestasi)

Konsolidasi Demokrasi (Contoh: Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih)
Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (Contoh: Penguatan Perlindungan WNI dan BHI
di Tingkat Bilateral, Regional, dan Multilateral)

Penegakan Hukum Nasional (Contoh: Peningkatan Integritas dan Pengawasan
Hakim, Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (Contoh: Manajemen Talenta Nasional ASN,
Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Terintegrasi)

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (Contoh: Pengadaan Alat Utama Sistem
Pertahanan/Alutsista, Penanganan Konflik secara Humanis)

Tabel 2.15 Program Prioritas menurut Provinsi

Provinsi . Provinsi

Aceh 19 Lampung

Bali 20  Maluku

Banten 21 Maluku Utara
Bengkulu 22 Nusa Tenggara Barat
DI Yogyakarta 23 Nusa Tenggara Timur
DKI Jakarta 24 Papua

Gorontalo 25 Papua Barat

Jambi 26 Riau

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jawa Barat 27 Sulawesi Barat

[a—
(=]

Jawa Tengah 28  Sulawesi Selatan

—
—

Jawa Timur 29 Sulawesi Tengah

—
\S]

Kalimantan Barat 30  Sulawesi Tenggara

[u—
(98]

Kalimantan Selatan 31 Sulawesi Utara

—_
S

Kalimantan Tengah 32 | Sumatra Barat

—
(9]

Kalimantan Timur 33 Sumatra Selatan

Kalimantan Utara 34 Sumatra Utara

—_ =
NS

Kep. Bangka Belitung Nasional

—
o]

Kepulauan Riau
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Gambar 2.90 Indeks Program Prioritas Menurut Provinsi

2.3.2.1.a Indeks Penggunaan Media

Teori Agenda Setting memiliki proposisi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap
penting pula oleh publik, agenda media menentukan agenda publik. Intinya adalah aspek penting isu
yang ditekankan oleh media berita dapat ditransfer ke benak publik (M. E. McCombs & Shaw, 1972; Vu,
Guo, & McCombs, 2014). Media menjadi tangan kedua dalam memperoleh sebagian besar pengetahuan.
Agenda media mendapat pengaruh dari lima faktor. Faktor dimaksud adalah faktor individu (dalam hal ini
jurnalis), rutinitas media, organisasi, institusi sosial, dan pertimbangan budaya dan ideologi (Shoemaker
& Reese, 2013). Bertolak dari penjelasan teoretik di atas, maka studi ini menganggap bahwa penggunaan
media memberikan pengaruh pada publik. Apa yang dianggap penting oleh media itu yang akan dianggap
penting oleh publik. Program prioritas nasional yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting
oleh publik, begitu operasi penjelasan dari Teori Agenda Setting.

Dari hasil pengukuran diketahui penggunaan media yang tertinggi oleh masyarakat untuk mencari
informasi terkait Program Prioritas Nasional adalah media elektronik konvensional seperti televisi dan
radio dengan skor 84,2, yang diikuti dengan penggunaan media sosial resmi instansi pemerintah (51,2) dan
media dalam jaringan, contoh portal berita.
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Tabel 2.16 Indeks Penggunaan Media

Media Indeks

Media Cetak Konvensional (Contoh: Koran, Majalah)
Media Elektronik Konvensional (Contoh: TV, Radio)

Media Dalam Jaringan/Daring (Contoh: Berita Portal, seperti Detik, Tirto)

Channel Resmi Instansi Pemerintah di YouTube

Akun Resmi Instansi Pemerintah di Media Sosial
(Contoh: Facebook, Instagram, Twitter)

Pertemuan Tatap Muka dengan Petugas Pejabat Publik
(Sarasehan, Forum, Diskusi)

Pertunjukan Rakyat yang Diselenggarakan oleh Pemerintah

Pelayanan Informasi Keliling (Contoh: Penyuluh, Penerangan Mobile)

Lainnya

Media Elektronik Konvensional (co. televisi, radio) 84,2

Akun resmi instansi pemerintah di Media Sosial (co. Facebook,...
Media Dalam Jaringan / Daring (berita portal seperti detik, tirto, dsb)
Channel resmi instansi pemerintah di Youtube

Media Cetak Konvensional (co. koran, majalah)

Pertemuan tatap muka dengan petugas pejabat publik (sarasehan,...

Pelayanan Informasi Keliling (co. penyuluh, penerangan mobile)
Petunjukan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah - 8,1

Lainnya - 7,9

10 20 30 40 50 60 70 80 90

o

Gambar 2.91 Indeks Penggunaan Media

2.3.2.1.b Indeks PPID

Salah satu sumber informasi dari pemerintah adalah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP), setiap badan publik wajib menunjuk PPID. Salah satu tugas dan tanggung jawab PPID, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah pelayanan informasi sesuai dengan aturan
yang berlaku. Oleh karena itu, PPID dinilai sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan
perlu dilihat bagaimana indeks pengetahuan masyarakat terhadap PPID, dan dari sumber mana mereka
mendapatkan informasi tentang PPID. Temuan akan memperlihatkan kondisi pengetahuan yang
diasumsikan akan mengarah pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan secara tidak
langsung, memengaruhi kondisi masyarakat informasi di Indonesia. Berikut adalah data dari masyarakat
berkaitan dengan pengetahuan mereka mengenai apakah pernah mendengar tentang “PPID” di kantor
pemerintah.
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Tabel 2.17 Indeks PPID

Provinsi Provinsi Indeks

Aceh 19 Lampung
Bali 20 Maluku

Banten 21 Maluku Utara
Bengkulu 22 Nusa Tenggara Barat
DI Yogyakarta 23 Nusa Tenggara Timur
DKI Jakarta 24 Papua

Gorontalo 25 Papua Barat

Jambi 26 Riau

1
2
3
4
)
6
7
8
9

Jawa Barat 27 Sulawesi Barat

Jawa Tengah A5 28 Sulawesi Selatan

Jawa Timur : 29 Sulawesi Tengah

Kalimantan Barat 30 Sulawesi Tenggara

Kalimantan Selatan 31 Sulawesi Utara
Kalimantan Tengah 32 Sumatra Barat
Kalimantan Timur 33 Sumatra Selatan
Kalimantan Utara 34 Sumatra Utara

Kep. Bangka Belitung Nasional

Kepulauan Riau

Capaian pada tabel ini menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah tentang PPID. Ada 5
provinsi dimana tingkat pengetahuan masyarakatnya paling rendah tentang PPID, dengan skor 0,0,. Kelima
provinsi itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Maluku Utara
dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan skor tertinggi ada di Provinsi Jawa Tengah, dengan skor 45,9.

2.3.2.1.c Indeks Sumber Informasi Tentang PPID

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai PPID dari berbagai sumber di sejumlah media, seperti media
cetak konvensional, media elektronik, media daring, media sosial, dan lain-lain. Untuk lebih jelas mengenai
nilai indeks sumber informasi PPID, berikut disajikan tabel nilai indeks sumber informasi tentang PPID
beserta medianya.
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Tabel 2.18 Indeks Sumber Informasi Mengenai PPID

Media

Media Cetak Konvensional (Contoh: Koran, Majalah)

Media Elektronik Konvensional (Contoh: TV, Radio)

Instant Messaging (WhatsApp, Telegram, dsb.)

Media Dalam Jaringan/Daring (Contoh: Berita Portal, seperti Detik, Tirto)

Akun Resmi Instansi Pemerintah di Media Sosial (Contoh: Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube)

Pertemuan Tatap Muka Dengan Petugas Pejabat Publik (Sarasehan, Forum,
Diskusi)

Pertunjukan Rakyat Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah

Pelayanan Informasi Keliling (Contoh: Penyuluh, Penerangan Mobile)

Lainnya

Media Elektronik Konvensional (co. televisi, radio) [ EGTe 0,8
Akun resmi instansi pemerintah di Media Sosial (co. Facebook, Instagram, Twitter) [ R s«
Pertemuan tatap muka dengan petugas pejabat publik (sarasehan, forum, diskusi) [ RGTTS 56
Instant Messaging (Whatsapp, Telegram, dsb) [ NRERRRS .7
Media Dalam Jaringan / Daring (berita portal seperti detik, tirto, dsb) [ G -2
Media Cetak Konvensional (co. koran, majalah) [ RRGG s
Pelayanan Informasi Keliling (co. penyuluh, penerangan mobile) [ NNEGN 1,8
Lainnya [ 1.1

Petunjukan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah  [JJjili} 0,6

Gambar 2.92 Nilai Indeks Sumber Informasi Mengenai PPID
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2.3.2.1.d Indeks Masyarakat Provinsi yang Mengetahui PPID

Pada tahun 2021, penelitian Indeks PIKP mengukur masyarakat dari 34 provinsi di Indonesia yang
mengetahui tentang PPID dengan nilai indeks yang paling tinggi masyarakat Papua Barat di atas nilai indeks
nasional sebesar 4,4. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.19 Indeks Masyarakat Provinsi yang
Mengetahui PPID

Provinsi Indeks Provinsi Indeks

Aceh 19 Lampung
Bali 4 20 Maluku

Banten 21 Maluku Utara

Bengkulu 22 Nusa Tenggara Barat

DI Yogyakarta 23 Nusa Tenggara Timur

DKI Jakarta 24 Papua
Gorontalo 25 Papua Barat

Jambi 26 Riau

O 0 NI N U o W N

Jawa Barat 27 Sulawesi Barat

Jawa Tengah 28 Sulawesi Selatan

Jawa Timur 29 Sulawesi Tengah

Kalimantan Barat 30 Sulawesi Tenggara

Kalimantan Selatan 31 Sulawesi Utara

Kalimantan Tengah 32 Sumatra Barat
Kalimantan Timur 33 Sumatra Selatan
Kalimantan Utara 34 Sumatra Utara
Kep. Bangka Belitung Nes@iell

Kepulauan Riau
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Gambar 2.93 Indeks Masyarakat yang mengetahui tentang PPID

2.3.2.1.e Indeks Program Prioritas Nasional yang Dianggap Penting

Dari 39 Program Prioritas Nasional, mereka menganggap ada beberapa program prioritas yang penting.
Berikutadalah persepsi masyarakat terhadap 10 program prioritas yang mereka anggap penting dibandingkan
dengan program prioritas lainnya. 10 Program Prioritas yang dianggap penting oleh masyarakat adalah
Program Prioritas: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM dan Koperasi
(76,0), Pengentasan Kemiskinan (74,8), Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (71,3), Peningkatan
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (70,1), Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
(69,8), Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (59,1), Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan
Kualitas Konsumsi Pangan (45,5), Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
(39,4), Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (38,3),
Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonom (38,2),

Program

pg P Py
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P30 P23
P3 P24

Gambar 2.94 Indeks Program Prioritas yang Dianggap Penting
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2.3.2.2 Kepuasan Publik terhadap Layanan Informasi Publik

Variabel kedua dari dimensi Output yang diukur dalam indeks ini adalah kepuasan publik terhadap PIKP,
khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Kepuasan publik di sini diukur dari satu
indikator, yakni persepsi publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah khususnya
terhadap 5 aspek: (1) alur permohonan informasi di instansi pemerintah (apakah cukup jelas dan mudah);
(2) waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah (apakah sesuai standar
kurang dari 10 hari); (3) biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah,
termasuk ongkos perjalanan dan fotokopi identitas (apakah terjangkau publik); (4) informasi yang
disediakan di instansi pemerintah (apakah lengkap dan aktual), dan (5) akses untuk memperoleh informasi
yang disediakan instansi pemerintah (apakah beragam dan mudah).

Variabel yang diteliti terkait dengan kepuasan publik terhadap pelayanan informasi publik mencakup
pelayanan: apakah mereka pernah meminta layanan informasi publik, alur permohonan informasi di
instansi pemerintah, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah, biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah. Indeks masyarakat dalam kaitannya
mereka apakah pernah menggunakan atau meminta layanan informasi dari badan publik pemerintah di
daerah tempat mereka tinggal.

Tabel 2.20 Indeks Meminta Layanan Informasi dari Badan Publik Pemerintah di Daerah

Provinsi No. Provinsi

Aceh 19 Lampung
Bali 20 Maluku
Banten 21 Maluku Utara

Bengkulu 22 Nusa Tenggara Barat

DI Yogyakarta : 23 Nusa Tenggara Timur

DKI Jakarta . 24 Papua

Gorontalo 25 Papua Barat
Jambi 26 Riau

O 00 N N Uk W N -

Jawa Barat 27 Sulawesi Barat
Jawa Tengah 28 Sulawesi Selatan
Jawa Timur 29 Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat 30 Sulawesi Tenggara
Kalimantan Selatan 31 Sulawesi Utara
Kalimantan Tengah b 32 Sumatra Barat
Kalimantan Timur 33 Sumatra Selatan

Kalimantan Utara 34 Sumatra Utara
Kep. Bangka Belitung Nashergll

Kepulauan Riau

Indeks Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik 2021




Gambar 2.95 di bawah ini menunjukkan indeks kepuasan publik terhadap layanan informasi publik yang
meliputi indeks nasional dan indeks setiap daerah. Temuan empiris Indeks kepuasan publik terhadap layanan
informasi publik sebesar 51% (seperti ditunjukkan pada Gambar 2.95). Artinya, terkait hal ini, pemerintah
daerah perlu meningkatkan kepuasan publik terhadap layanan informasi publik. Adapun indeks tingkat
kepuasan pemerintah daerah beragam. Indeks tertinggi adalah Kalimantan barat. Sementara itu, daerah
dengan indeks terendah adalah Maluku Utara.

Temuan empiris ini menunjukkan beberapa daerah yang memerlukan perhatian khusus terkait upaya
peningkatan indeks kepuasan publik terhadap layanan informasi publik karena daerah tersebut memiliki
indeks yang di bawah rata-rata. Daerah tersebut selain daerah Maluku Utara adalah DKI Jakarta, Papua
Barat, Kalimantan Timur, Kalimantn Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan
Papua.
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Gambar 2.95 Diagram Indeks Kepuasan Publik Terrhadap Layanan Informasi
Publik

Hasil penelitian ini menunjukkan indeks memohon layanan informasi dari badan pemerintah di
daerah. Dimensi yang diangkat dari alur permohonan informasi di instansi pemerintah adalah mengenai
kejelasan dan tingkat kesulitan dalam mengajukan permohonan informasi pemerintah. Indeks nasional
terkait dengan masalah ini sebesar 73,6. Artinya, indeks ini menunjukkan bahwa alur informasi dianggap
mudah oleh sebagian besar masyarakat yang pernah melakukan permohonan. Daerah yang memberikan
indeks layanan informasi publik yang mudah (indeks tinggi) adalah daerah Papua, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Adapun daerah yang perlu melakukan
upaya meningkatkan kemudahan layanan permohonan informasi publik adalah daerah Maluku Utara.
Daerah ini memperoleh indeks sebesar 25. Responden sebagian besar sangat tidak puas dengan alur
informasi dalam memohon layanan informasi dari badan publik pemerintah di daerah (untuk informasi
detail dapat merujuk kepada gambar 2.96 dan tabel 2.25).
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Informasi Sumatra Utara Aceh

Sumatra Selatan Bali
Sulawesi Barat Banten
Sulawesi Utara Bengkulu

Sulawesi Tenggara D.l. Yogyakarta
Sulawesi Tengah DKl Jakarta
Sulawesi Selatan Gorontalo
Sulawesi Barat Jambi
Riau Jawa Barat
Papua Barat Jawa Tengah
Papua Jawa Timur
Nusa Tenggara Timur / Kalimantan Barat
/ \
Nusa Tenggara Barat \_ Kalimantan Selatan
Maluku Utara Kalimantan Tengah
Maluku Kalimantan Timur
Lampung Kalimantan Utara

Kep Riau Kep Babel

Persetujuan [ Sangat Setuju Tidak Setuju || Sangat Tidak Setuju -

Gambar 2.96 Alur Permohonan Informasi di Instansi Pemerintah Jelas dan Mudah

Tabel 2.21 Indeks Alur Permohonan Informasi di Instansi Pemerintah Jelas dan Mudah

Provinsi Indeks Provinsi Indeks

Aceh 19 Lampung
Bali 20 Maluku

Banten 21 Maluku Utara

Bengkulu 22 Nusa Tenggara Barat
DI Yogyakarta 23 Nusa Tenggara Timur
DKI Jakarta 24 Papua

Gorontalo 25 Papua Barat

Jambi 26 Riau

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jawa Barat 27 Sulawesi Barat

[a—
S

Jawa Tengah 28 Sulawesi Selatan

—_
—_

Jawa Timur 29 Sulawesi Tengah

—
\S}

Kalimantan Barat 30 Sulawesi Tenggara

—
(O8]

Kalimantan Selatan 31 Sulawesi Utara

p—
i

Kalimantan Tengah 32 Sumatra Barat

—
ul

Kalimantan Timur 33 Sumatra Selatan

—
(o)

Kalimantan Utara 34 Sumatra Utara

—
N
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Data penelitian PIKP 2021 menunjukkan data terkait dengan proses permohonan informasi di
instansi pemerintah, yakni waktu yang diperlukan untuk memperoleh informasi. Indeks dalam hal waktu
yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengonfirmasi temuan empiris data seperti tergambar pada
tabel 2.25 dan gambar 2.96. Proses mendapatkan informasi yang singkat menurut masyarakat berada pada
indeks 71,8. Mayoritas publik menyetujui bahwa proses permohonan informasi berjalan singkat. Walaupun
skor waktu proses mendapatkan informasi berada pada indeks yang baik, ada daerah-daerah yang perlu
meningkatkan pelayanan terhadap mereka (warga daerah tersebut) yang melakukan permohonan informasi
layanan publik. Daerah dengan skor indeks terendah adalah Provinsi Maluku Utara yang memperoleh skor
25,0. Kondisi ini kontras dengan daerah-daerah lain. Adapun daerah yang memiliki persepsi bahwa alur
informasi publik singkat adalah daerah Sulawesi Tenggara dengan skor 85,7 (untuk informasi detail indeks
di seluruh provinsi lihat gambar 2.97 dan gambar 2.98, dan tabel 2.26).

Selain Maluku Utara, ada daerah-daerah yang perlu meningkatkan kualitas pelayanan informasi
publik dalam sisi waktu daerah dimaksud adalah Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan
(lihat gambar 2.98).

Waktu Sumatra Utara Aceh
Sumatra Selatan Bali
Sulawesi Barat Banten
Sulawesi Utara Bengkulu
Sulawesi Tenggara \ f \’, D.l. Yogyakarta

Sulawesi Tengah 7 / DKI Jakarta

Sulawesi Selatan Gorontalo
Sulawesi Barat Jambi
Riau Jawa Barat

Papua Barat Jawa Tengah

~ / / st
,\“ | 3 . ¥
/- ""v “‘ \ E N\ i\
4 / / \ \ .
Papua /] o\ g Jawa Timur
/ \
/ | \

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Barat ' / \ Kalimantan Selatan

Maluku Utara Kalimantan Tengah
Maluku Kalimantan Timur
Lampung Kalimantan Utara

Kep Riau Kep Babel

Persetujuan . Sangat Setuju Tidak Setuju . Sangat Tidak Setuju .

Gambar 2.97 Indeks Waktu yang Dibutuhkan untuk Memperoleh Informasi di Instansi Pemerintah Relatif Singkat
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Masyarakat mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah untuk bukti
dukung administrasi. Biaya ini mencakup juga biaya untuk melakukan perjalanan dan biaya keperluan
administrasi. Terjangkau atau tidaknya biaya untuk memperoleh informasi tergantung kepada persepsi
masyarakat di setiap daerah. Data hasil penelitian PIKP 2021 ini memberikan gambaran pendapat
mereka terkait dengan apakah biaya untuk memperoleh informasi terjangkau ataukah tidak. Sebagian
besar masyarakat di setiap provinsi di Indonesia berpersepsi bahwa biaya yang mereka keluarkan untuk
memperoleh informasi di instansi pemerintah terjangkau. Indeks nasional dalam aspek biaya untuk
melakukan permohonan sebesar 67,9. Dengan demikian, indeks ini perlu ditingkatkan dengan menghadirkan
pelayanan informasi pemerintah yang memerlukan biaya yang dapat dijangkau oleh lebih banyak orang.
Upaya ini termasuk mengurangi biaya perjalanan untuk memperoleh informasi pemerintah. Daerah-
daerah yang perlu melakukan perbaikan pelayanan informasi dengan menghadirkan biaya terjangkau
adalah Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi
Barat, dan Sulawesi Tenggara (lihat gambar 2.99, 2.100, dan tabel 2.27 mengenai biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah terjangkau).
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Gambar 2.98 Indeks Waktu yang Dibutuhkan untuk Memperoleh Informasi di
Instansi Pemerintah Relatif Singkat

‘Waktu Sumatra Utara
Sumatra Selatan

Sulawesi Barat

Aceh
Bali
Banten

Sulawesi Utara
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Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tengah

Nusa Tenggara Timur
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Sulawesi Barat
Riau —

Papua Barat
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Maluku Utara
Maluku
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Gambar 2.99 Biaya yang Dikeluarkan untuk Memperoleh Informasi di Instansi Pemerintah
Terjangkau (Termasuk Ongkos Perjalanan dan Fotokopi identitas)
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Tabel 2.22 Indeks Biaya yang Dikeluarkan untuk Memperoleh Informasi di Instansi
Pemerintah Terjangkau (Termasuk Ongkos Perjalanan dan Fotokopi Identitas)

Provinsi Provinsi

Aceh 19 Lampung
Bali 20 Maluku

Banten 21 Maluku Utara
Bengkulu g 22 Nusa Tenggara Barat
DI Yogyakarta 23 Nusa Tenggara Timur
DKI Jakarta 24 Papua

Gorontalo 25 Papua Barat

1
2
3
4
)
6
7
8

Jambi 26 Riau

Jawa Barat 27 Sulawesi Barat
Jawa Tengah 28 Sulawesi Selatan
Jawa Timur 5 29 Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat 5 30 Sulawesi Tenggara
Kalimantan Selatan 31 Sulawesi Utara
Kalimantan Tengah 32 Sumatra Barat
Kalimantan Timur 33 Sumatra Selatan
Kalimantan Utara 34 Sumatra Utara
Kep. Bangka Belitung ] Nasional

Kepulauan Riau
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Gambar 2.100 Indeks Biaya yang Dikeluarkan untuk Memperoleh Informasi di Instansi Pemerintah
Terjangkau (Termasuk Ongkos Perjalanan dan Fotokopi Identitas)
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Penelitian ini menunjukkan data bahwa indeks informasi yang disediakan oleh instansi pemerintah
lengkap dan aktual. Skor nasional terkait dengan indeks kelengkapan informasi yang dikeluarkan di instansi
pemerintah adalah 72,7 (lihat tabel 2.28). Walaupun kategori indeks informasi yang disediakan lengkap,
ada beberapa daerah yang perlu meningkatkan indeks kelengkapan dalam memberikan informasi. Daerah
dengan skor indeks terendah adalah Provinsi Maluku Utara yang memperoleh skor 25,0.

Penelitian ini seperti terlihat pada gambar 2.101 menghasilkan data persepsi publik bahwa informasi
yang disediakan pemerintah lengkap dan aktual. Banyak daerah mendapat skor yang baik dan secara umum
memang penilaian responden penelitian ini terhadap persoalan kelengkapan dan akurasi informasi instansi
pemerintah baik (sebagian besar mereka setuju dan sangat setuju terhadap kelengkapan dan akurasi informasi
instansi pemerintah (lihat tabel 2.28). Memang ini perlu sikapi dengan cara meningkatkan kelengkapan
informasi instansi pemerintah. Mempertahankan kualitas pemerintah dalam penyediaan layanan informasi
di setiap provinsi penting sebagai dasar mempertahankan kualitas tata kelola pemerintah itu sendiri dalam
memberikan layanan informasi publik. Kualitas pelayanan informasi oleh instansi pemerintah berkualitas
jika informasi yang mereka berikan lengkap dan akurat. Selain Maluku Utara, daerah yang memerlukan
upaya keras untuk meningkatkan indeks penyediaan informasi yang lengkap dan akurat adalah daerah
Maluku dan Gorontalo (informasi detail mengenai indeks ini dapat merujuk ke gambar 2.102.)

Beragam dan Mudah
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Sulawesi Barg Jambi
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Gambar 2.101 Diagram Informasi yang Disediakan di Instansi Pemerintah
Lengkap dan Aktual
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Gambar 2.102 Indeks Informasi yang Disediakan di Instansi Pemerintah Lengkap dan Aktual

Kemudahan dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat merupakan sesuatu yang
harus diupayakan. Struktur masyarakat yang majemuk dan dengan kondisi yang berbeda satu dengan
lainnya menjadi dasar dalam menyediakan akses informasi publik yang beragam. Data PIKP 2021 berikut
ini mengungkapkan bagaimana persepsi responden terkait dengan kemudahan dan keragaman akses dalam
memperoleh informasi publik. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap
pemerintah di daerahnya sudah menyediakan akses informasi yang mudah dan beragam (lihat gambar
2.103). Kendatipun demikian, ada daerah tertentu yang tingkat indeks akses penyediaan informasi yang
beragam dan mudah tergolong rendah, yakni Maluku Utara (25,0). Kendatipun demikian, nilai skor akses
penyediaan informasi dapat dikategorikan baik. Sebesar 73,0 (tabel 2.29 untuk informasi detail indeks
setiap provinsi). Daerah yang baik dalam hal penyediaan akses adalah Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara
Timur, dan Kep. Bangka Belitung. Sebaliknya daerah dengan skor rendah untuk kategori ini adalah Maluku,
Maluku Utara dan Gorontalo (lihat gambar 2.104 untuk informasi urutan indeks setiap provinsi).

Beragam dan Mudah
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Sumatera Selatan Bali

Sumatera Barat Banten
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Sulawesi Bar: Jambi
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Nusa Tenggara Ti falimantan Barat
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Maluku Utara Kalimantan Tengah

Maluku Kalimantan Timur
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Gambar 2.103 Akses untuk Memperoleh Informasi yang Disediakan Instansi
Pemerintah Beragam dan Mudah
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Tabel 2.23 Indeks Akses untuk Memperoleh Informasi yang Disediakan Instansi Pemerintah Beragam
dan Mudah

Provinsi Provinsi

Aceh 19 Lampung

Bali 20 Maluku

Banten 21 Maluku Utara

Bengkulu 22 Nusa Tenggara Barat
23 Nusa Tenggara Timur

24 Papua

DI Yogyakarta
DKI Jakarta
25 Papua Barat
26  Riau

Gorontalo

1
2
3
4
)
6
7
8

Jambi

Jawa Barat 27 Sulawesi Barat

Jawa Tengah 28 Sulawesi Selatan

29 Sulawesi Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat 30 Sulawesi Tenggara

Kalimantan Selatan 31 Sulawesi Utara

Kalimantan Tengah 32 Sumatra Barat
Kalimantan Timur 33 Sumatra Selatan

Kalimantan Utara 34 Sumatra Utara
Kep. Bangka Belitung Nasional

Kepulauan Riau

- 59,8 59,6
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57,1 56,6
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Gambar2.104 Indeks Akses untuk Memperoleh Informasi yang Disediakan Instansi Pemerintah Beragam dan Mudah
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2.3.3 Capaian Indeks untuk Dimensi Output di 34 Provinsi

Data yang ditemukan dalam studi ini digunakan sebagai acuan dalam penghitungan indeks untuk setiap
dimensi. Untuk dimensi Output, hasil penghitungan untuk variabel agenda publik menunjukkan bahwa
capaian rata-rata untuk seluruh ibu kota provinsi adalah sebesar 70,50 (Baik). Capaian tertinggi untuk
variabel ini adalah di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 91,30 (Sangat Baik) dan DI Yogyakarta
sebesar 91,20 (Sangat Baik).

Sementara, indeks rata-rata ibu kota provinsi untuk variabel kepuasan publik adalah 51,90 (Buruk).
Capaian tertinggi untuk variabel kepuasan publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah
adalah di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat sebesar 95 (Sangat Baik), yang disusul Ibu Kota Provinsi
Gorontalo sebesar 93,30 (Sangat Baik).

Rincian hasil penghitungan indeks untuk dimensi Output di masing-masing ibu kota provinsi
disajikan dalam tabel 2.30 dan 2.31 berikut ini:

Tabel 2.24 Capaian Indeks Agenda Publik Menurut Provinsi

Indeks Indek Indeks
Afl Program naeks Program
Provinsi Prioritas Media Prioritas Keterangan

Nasional

Sangat

Aceh 73,60 89,30 98,30 Baik

Bali 51,30 62,60 98,30 Baik
Banten 14,60 58,70 78,60 Buruk

Bengkulu 27,10 56,80 100,40 Sedang

DI

Vgt VEX) 100,00 100,00 Sangat Baik

DKI Jakarta 31,70 59,50 66,20 Buruk

Gorontalo 47,70 39,00 100,00 Sedang

Jambi 43,50 56,50 92,40 Sedang

Jawa Barat 48,00 54,90 99,70 Sedang
Jawa Tengah 66,80 69,60 100,00 Baik

Jawa Timur 36,80 57,70 100,00 Sedang

Kalimantan Barat 85,80 82,40 100,00 Sangat Baik
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Indeks Indeks

. . Program Program
Provinsi Prioritas Priogritas

Nasional

Keterangan

Kalimantan Selatan 78.40 81,90 100,00 Sangat Baik

Kalimantan Tengah 43,90 58,70 81,90 Sedang
Kalimantan Timur 61,70 57,70 92,70 Baik

Kalimantan Utara 15,40 37,10 86,80 Buruk

Kep. Bangka Belitung 59,20 76,00 100,00 RENS

Kepulauan Riau 48,20 62,60 100,00 Baik

Lampung 35,70 38,60 91,50 Buruk
Maluku 42,20 32,30 98,20 Buruk
Maluku Utara 31,40 44,90 71,50 Buruk

Nusa Tenggara Barat 51,00 83,50 100,00 Baik
Nusa Tenggara Timur 80,20 93,60 100,00 Sangat Baik
Papua 81,70 55,70 98,10 Baik

Papua Barat 64,60 72,10 100,90 Baik
Riau 60,50 68,50 95,10 Baik

Sulawesi Barat 50,50 44,20 98,80 Sedang
Sulawesi Selatan 62,10 50,20 100,00 Baik

Sulawesi Tengah 51,60 72,60 93,50 Baik

Sulawesi Tenggara 51,00 63,60 100,00 Baik

Sulawesi Utara 70,80 87,20 100,00 Sangat Baik

Sumatra Barat 49,20 72,90 100,00 Baik

Sumatra Selatan 39,90 48,90 100,00 Sedang

Sumatra Utara 51,10 73,50 100,00 Baik

Nasional

*Persentase diperoleh dengan membagi skor masing-masing provinsi dengan skor maksimum
provinsi dengan nilai 10 berarti 100%
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Tabel 2.25 Capaian Indeks Kepuasan Publik terhadap
Pelayanan IKP Menurut Provinsi

. . Indeks PR
No. Provinsi Kepuasan Provinsi

Kalimantan Barat 95,00 Sangat Baik 19  Sulawesi Utara
Gorontalo 93,30 Sangat Baik 20 Jawa Timur
Jawa Tengah 82,40 Sangat Baik 21 Riau

Bali 78,70 Baik 22 Banten

Aceh 72,20 Baik 23 Sumatra Selatan
Kalimantan Selatan Selatans7,50 Sedang 24 | Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara 66,70 Sedang 25 Papua
Kalimantan Utara 62,50 Sedang 26 Lampung

O 00 NN ke W =

Bengkulu 60,00 Buruk 27 | Nusa Tenggara Barat

[S—
o

Sulawesi Selatan 59,60 Buruk 28 Maluku

[S—
[a—

Sumatra Utara 59,50 Buruk 29 Sulawesi Barat

[
[\

Nusa Tenggara Timur 58,60 Buruk 30 Kalimantan Tengah

—
W

Sumatra Barat 57,90 Buruk 31 Kalimantan Timur

P
S

Jawa Barat 55,60 Buruk 32 Papua Barat

—
192}

Jambi 55,00 Buruk 33 DKI Jakarta

[a—
(=)}

DI Yogyakarta 54,20 Buruk 34 Maluku Utara

—
~N

Kep. Bangka Belitung = 50,00 Buruk Nasional
Kepulauan Riau 50,00 Buruk
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2.3.4 Kesimpulan

Secara umum, hasil pengukuran dimensi Output menunjukkan bahwa perhatian masyarakat (agenda
publik) terhadap Program Prioritas Nasional berada pada tingkatan “Baik” dan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah berada pada tingkatan “Buruk”.

Paling tidak, masyarakat di 34 ibu kota provinsi saat ini mayoritas mengaku pernah menerima
informasi mengenai Program Prioritas Nasional. Tiga besar isu yang dianggap penting oleh masyarakat, yaitu
penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah/UMKM dan koperasi, pengentasan kemiskinan,
dan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial. Tiga isu tersebut ternyata juga merupakan isu-isu yang
dianggap paling penting oleh masyarakat.

Sumber informasi bagi mayoritas masyarakat dari mana mereka memperoleh informasi mengenai
Program Prioritas Nasional adalah media elektronik konvensional. Sumber-sumber lainnya yang
menyampaikan informasi mengenai Program Prioritas Nasional antara lain akun resmi instansi pemerintah
di media sosial dan media dalam jaringan (media online).

2.4 Dimensi Outcome

2.4 Dimensi Outcome

2.4.1 Pengantar

Dimensi terakhir yang diukur dalam studi ini adalah dimensi Outcome. Yang dimaksud outcome dalam
studi ini adalah perubahan atau pengaruh lebih lanjut yang terjadi pada publik yang antara lain dapat
ditimbulkan oleh perubahan atau pengaruh variabel-variabel dimensi Outcome, yaitu agenda publik
dan kepuasan publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Outcome dalam studi
ini terdiri dari 3 variabel, yaitu pemahaman publik mengenai hak untuk mengetahui (rights to know),
partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah, dan keadilan informasi. Landasan asumsi
yang digunakan dalam studi ini salah satunya adalah bahwa baik pemahaman publik, partisipasi publik,
dan keadilan informasi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya oleh faktor agenda
publik dan faktor kepuasan publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Oleh karena
hubungan dan pengaruh antar variabel tersebut sangat mungkin diintervensi oleh berbagai variabel lain,
maka dalam studi ini pemahaman publik, partisipasi publik, dan keadilan informasi ditempatkan sebagai
outcome dari PIKP.

Pemahaman publik yang menjadi variabel pertama dalam dimensi Outcome dalam studi ini
diukur berdasarkan indikator pemahaman publik mengenai hak warga negara terhadap informasi
publik, sebagaimana telah digunakan dalam pengukuran Open Government Index tahun 2015. Indikator
pemahaman publik diukur dengan cara meminta kepada responden untuk mengidentifikasi hak-hak dalam
daftar yang menjadi bagian dari hak warga negara terhadap informasi publik. Daftar hak warga negara
tersebut mencakup hak sebagai berikut.

Tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif untuk memperoleh informasi publik.
Memperoleh informasi publik dengan mudah, cepat, dan tidak berbayar.
Mendapatkan penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak.
Badan publik mempublikasikan informasi secara proaktif.

e =

Indeks Pengelolaan Informasi

dan Komunikasi Publik 2021




Indikator lainnya dari variabel pemahaman publik adalah pemahaman tentang informasi mana
yang boleh dan tidak boleh diakses oleh publik. Pengukuran indikator ini diharapkan dapat memberikan
gambaran awal tentang tingkat kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik sekaligus gambaran
tentang tingkat aksesibilitas dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan dan program-program
pemerintah, seperti data anggaran pemerintah atau laporan tahunan instansi pemerintah.

Dalam penelitian ini responden diajukan daftar berisi 10 informasi apa yang menurut mereka
boleh mereka minta ke badan pelayanan pemerintah. Mereka memiliki pandangan bahwa mereka boleh
meminta informasi untuk hal yang berkaitan dengan: jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran
dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya, rancangan dan tahap pembentukan peraturan
perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan, laporan
keuangan pemerintah, anggaran program, dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlahnya, serta
kekayaan alam Indonesia.

Variabel kedua dalam dimensi Outcome adalah partisipasi publik. Pengukuran variabel ini dianggap
penting untuk dilakukan karena partisipasi publik sangat penting peranannya tidak saja bagi keberhasilan
kebijakan dan program-program pemerintah, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi yang sehat yang ingin
dikembangkan di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk partisipasi publik adalah dengan bergabung partai
politik apa saja, demonstrasi secara damai, menandatangani petisi (termasuk petisi online), berkumpul
dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah, menyampaikan kritik terhadap kebijakan
pemerintah, mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah, dan menghadiri pertemuan-
pertemuan komunitas.

Variabel ketiga, yakni keadilan infromasi, perlu dijadikan pegangan dalam melakukan kegiatan
PIKP. Keadilan informasi ini meliputi distribusi informasi publik yang telah merata, konten informasi
publik yang mewakili kebutuhan masyarakat, adanya layanan informasi publik yang memenuhi prinsip
inklusif, termasuk ramah disabilitas, serta terjaminannya keamanan data pribadi dalam PIKP.
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2.4.2 Capaian Indeks untuk Dimensi Outcome

Sebagai salah satu dari negara demokrasi, Indonesia memenuhi hak masyarakat dengan menyediakan
pelayanan informasi. Pelayanan informasi ini diberikan oleh badan pelayanan publik. Nilai yang menjadi
spirit badan pelayanan publik adalah pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pada prinsip kesetaraan
(equality) dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaran pemerintahan. Ada
dua dimensi dari Outcome dalam penelitian ini, yakni pemahaman publik tentang hak untuk mengetahui
dan partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah. Berikut bukti empiris berkaitan dengan
dimensi Outcome ini.

2.4.2.1 Pemahaman Publik tentang Hak untuk Mengetahui (Right to Know)

Dimensi Outcome studi ini mencakup pemenuhan hak untuk mengetahui (rights to know) dan partisipasi
publik dalam proses kebijakan pemerintah. Hak untuk tahu juga menjadi etika global dan hal ini diperingati
setiap tanggal 28 September. Keseriusan pemerintah juga diejawantahkan melalui pembentukkan Komisi
Informasi Publik dan UU KIP. Studi ini memberikan gambaran kesadaran masyarakat mengenai hak untuk
tahu ini.

Survei Indeks PIKP ini memberikan gambaran pendapat masyarakat mengenai informasi apa saja
yang boleh mereka minta kepada badan publik pemerintah. Pengukuran indikator pengetahuan jenis
informasi mana yang boleh diakses atau tidak, dilakukan berdasarkan pada identifikasi responden terhadap
10 jenis informasi. Kesepuluh informasi tersebut terdiri dari 5 jenis informasi yang boleh diakses serta 5
jenis informasi yang diklasifikasikan dirahasiakan, yaitu:

Meminta data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya.

Meminta rencana aksi pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya.

Meminta data anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlahnya.

Meminta informasi daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan,

keputusan dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan.

5. Memintainformasijumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan
internal serta laporan penindakannya.

6. Meminta informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan

penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan

dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.

Meminta informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

Meminta data mengenai rencana awal investasi asing.

Meminta informasi mengenai korespondensi diplomatik antarnegara.

10. Meminta data yang mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir

ataupun wasiat seseorang.

L .

o N

Tabel 2.32 menunjukkan proporsi responden terhadap informasi yang boleh diminta ke badan publik
berdasarkan ketentuan perundang-undangan (dalam persentase). Data menunjukkan bahwa pemahaman
responden baik dalam mengidentifikasi informasi yang menjadi haknya untuk diketahui khususnya terhadap
tiga informasi dengan proporsi frekuensi lebih dari 60%, yaitu data laporan keuangan pemerintah/badan
publik (60,3%), rencana aksi pemerintah/badan publik (72,1%), serta data anggaran program dan kegiatan
pemerintah/badan publik (60,6%).
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Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan temuan pada Indeks PIKP Tahun 2019 lalu di mana
responden yang tergolong ke dalam kelompok stakeholder (antara lain pekerja media, wakil lembaga
legislatif, anggota partai politik, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta aktivis LSM) dalam
mengidentifikasi ketiga informasi tersebut dengan proporsi sebagai berikut: 61,58%, 74,05%, dan 59,54%.
Sementara identifikasi responden yang tergolong dalam kelompok masyarakat umum mengidentifikasikan
ketiga informasi tersebut dengan proporsi sebagai berikut: 48,45%, 61,38%, dan 49,37%.

Informasi terkait temuan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan internal badan publik masih
menjadi informasi yang belum diketahui oleh masyarakat sebagai informasi yang bisa diakses. Baik hasil
Indeks PIKP Tahun 2019 maupun tahun 2021, proporsi responden yang menjawab informasi jenis ini selalu
paling kecil dibandingkan dengan jenis informasi lainnya. Hasil temuan Indeks PIKP Tahun 2021, jumlah
persentase responden yang mencentang informasi jenis ini adalah 49,4%. Sementara hasil temuan Indeks
PIKP Tahun 2019 adalah 40,72% (responden yang tergolong dalam ‘masyarakat’) dan 44,27% (responden
yang tergolong dalam ‘stakeholder’).

Tabel 2.26 Proporsi Responden terhadap Informasi yang Boleh Diakses

Informasi Frekuensi (%)

Meminta data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi
pemerintah lainnya

Meminta rencana aksi pemerintah daerah atau instansi pemerintah
lainnya

Meminta data anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber
dan jumlahnya

Meminta informasi daftar rancangan dan tahap pembentukan
peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
sedang dalam proses pembuatan

Meminta informasi jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran
yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan
penindakannya
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Disamping informasi yang “boleh” diminta oleh publik, UU KIP juga mengatur adanya informasi
yang dikecualikan, yaitu informasi yang bersifat rahasia. Studi ini juga mengukur seberapa jauh kesadaran
responden terhadap informasi yang dirahasiakan tersebut. Tabel 2.33 menunjukkan proporsi responden
terhadap informasi yang tidak boleh diminta ke badan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan
(dalam persentase). Proporsi yang terlihat pada tabel tersebut mengindikasikan bahwa responden memiliki
persepsi bahwa informasi ini boleh diminta kepada lembaga pemerintah atau badan publik lainnya.
Sementara, jenis informasi ini tergolong yang dilindungi atau dirahasiakan oleh UU KIP. Hasil temuan
Indeks PIKP Tahun 2021 menunjukkan bahwa informasi kekayaan alam Indonesia masih dianggap oleh
masyarakat sebagai informasi yang boleh diketahui, yakni sebesar 66,4% responden menjawab demikian.
Persentase ini tertinggi kedua setelah informasi “meminta rencana aksi pemerintah daerah atau instansi
pemerintah lainnya” yang merupakan informasi yang boleh diketahui oleh publik.

Hasil temuan Indeks PIKP Tahun 2021 ini tidak berbeda jauh dengan hasil temuan Indeks PIKP
Tahun 2019 lalu. Sebanyak 48,7% respoden yang tergolong dalam kelompok masyarakat umum serta 49,62 %
responden yang tergolong dalam kelompok stakeholder menjawab bahwa informasi kekayaan alam Indonesia
merupakan informasi yang bebas diakses oleh publik. Angka persentase ini tertinggi bila dibandingkan
dengan informasi yang tidak boleh diakses lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman publik
terhadap “kekayaan alam Indonesia” masih dimaknai sebagai hal yang umum, seperti luas geografis, luas
garis pantai, atau luas hutan yang dilindungi/hutan adat yang mungkin bisa diakses informasinya melalui
kanal, seperti Wikipedia. UU KIP Pasal 17 huruf d menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan
informasi yang dikecualikan. Akan tetapi, pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu
pengecualian informasi kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan kekayaan alam Indonesia. Selama berada dalam jangka waktu pengecualian, maka informasi
kekayaan alam Indonesia tidak bisa diungkapkan ke publik. Akan tetapi, apabila jangka waktu pengecualian
tersebut berakhir, maka publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Selain informasi kekayaan alam Indonesia, proporsi terbesar kedua responden adalah menjawab
informasi mengenai rencana awal investasi asing di Indonesia merupakan informasi yang boleh diakses
publik, yaitu sebesar 43,5%. Tren ini tidak berbeda jauh dengan Indeks PIKP Tahun 2019, di mana sebesar
48,7% responden kelompok masyarakat dan 49,62% responden kelompok stakeholder juga menjawab bahwa
data rencana awal investasi asing merupakan hak publik untuk mengetahuinya. Tentu, UU KIP dalam Pasal
17 huruf e mengatur bahwa informasi ini adalah yang dikecualikan karena memiliki dampak merugikan
ketahanan ekonomi nasional.

Temuan menarik lainnya adalah informasi mengenai wasiat seseorang adalah common knowledge
bagi publik bahwa informasi tersebut bersifat rahasia kecuali ahli waris. Hal ini terlihat baik dari hasil Indeks
PIKP Tahun 2019 dan 2021, persentase responden yang mencentang informasi wasiat seseorang sebagai
informasi yang boleh diakses oleh publik selalu paling rendah.
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Tabel 2.27 Proporsi Responden terhadap Informasi yang Tidak Boleh Diakses

Informasi Frekuensi (%)

Meminta informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan
teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan
dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam
dan luar negeri

Meminta informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia

Meminta data mengenai rencana awal
investasi asing

Meminta informasi mengenai
korespondensi diplomatik antarnegara

Meminta data yang mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang

Berdasarkan sebaran responden menurut wilayah domisili mereka, indeks informasi apa saja yang
boleh mereka minta kepada badan publik pemerintah adalah provinsi Aceh. Penelitian ini mengungkapkan
bahwa sebagian besar wilayah yang menjadi lokasi penelitian memberikan gambaran bahwa indeks
informasi apa saja yang boleh berada di atas rata-rata nasional (47,5). Grafik berikut ini menunjukkan
indeks informasi apa saja yang boleh diakses di setiap wilayah provinsi di Indonesia.
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Gambar 2.105 Indeks Informasi Apa Saja yang Boleh Diminta Masyarakat kepada Badan publik Pemerintah
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Selain itu, studi ini juga ingin mengetahui persepsi mereka mengenai apakah kondisi pelayanan
informasi publik sudah pada kondisi yang diinginkan. Kondisi pelayanan informasi yang dimaksud ini
mencakup tidak adanya perlakuan diskriminatif dalam memperoleh informasi publik, memperoleh
informasi publik dengan mudah, cepat, dan tidak berbayar, masyarakat mendapat penjelasan jika
permohonan Informasi publik ditolak, dan badan publik mempublikasikan informasi secara proaktif.

Hasil pengukuran dimensi Outcome yang pada variabel partisipasi publik dalam proses-proses
kebijakan dan pembangunan menunjukkan bahwa capaian indeks rata-rata untuk seluruh wilayah berada
di atas rata-rata nasional (55,7). Ini memberikan makna bahwa sebagian besar wilayah Indonesia memiliki
penilaian bahwa kondisi yang dianggap baik dalam pelayanan publik sudah terwujud. Tabel dan grafik
berikut memberikan gambaran kondisi empiris masyarakat berkaitan dengan penilaian mereka mengenai
kondisi ideal secara normatif dari pelayanan informasi publik.

Tabel 2.28 Indeks Partisipasi Publik dalam Kebijakan dan Pembangunan di Indonesia

Tidak ada perlakuan Memperoleh Ada penjelasan Badan publik

diskriminatif Informasi publik yang lengkap mempublikasikan

PrOVinSi dengan mudah, apabila permohonan

untuk memperoleh informasi secara

cepat, dan tidak Informasi Publik proaktif
berbayar ditolak

informasi publik

Aceh 66,7 77,8
Bali 61,7 40,4
Banten 27,9 4,7
Bengkulu 84,0

DI Yogyakarta 83,4

DKI Jakarta 42,6

Gorontalo 86,7

Jambi 85,4

Jawa Barat 83,8

Jawa Tengah 88,0

Jawa Timur 71,3

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timut

Kalimantan Utara

Kep. Bangka Belitung
Kepuluan Riau
Lampung

Maluku

Maluku Utara
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Tidak ada perlakuan
diskriminatif
untuk memperoleh
informasi publik

Provinsi

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur
Papua

Papua Barat

Riau

Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatra Barat
Sumatra Selatan
Sumatra Utara

Nasional

]
»
»
’
’
»
.
:
:

Memperoleh
Informasi publik
dengan mudah,
cepat, dan tidak

berbayar

Ada penjelasan
yang lengkap
apabila permohonan
Informasi Publik
ditolak

Badan publik
mempublikasikan
informasi secara
proaktif
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Gambar 2.106 Indeks Tidak Ada Perlakuan Diskriminatif
untuk emperoleh Informasi Publik

Namun, tentu saja ada aspek dari kondisi pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, yakni mengenai
kecepatan dalam memberikan layanan ke masyarakat. Sebagian besar wilayah responden menunjukkan
bukti bahwa responden menilai pelayanan informasi publik masih dianggap tidak mudah, tidak cepat. Indeks
di wilayah studi menunjukkan bahwa variabel ini di sebagian besar masih di bawah nilai rata-rata nasional
(70,8). Kendatipun demikian, badan pelayanan pemerintah dianggap proaktif oleh masyarakat. Untuk hal
ini, sebagian besar responden di wilayah studi menilai bahwa badan publik proaktif dalam memberikan
pelayanan.

Nilai indeks pemenuhan hak untuk tahu pada masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021
berada di kategori Sangat Baik, yaitu 85,3. Terjadi lompatan yang sangat besar dari pengukuran indeks
tahun 2019 yaitu, 54,2 kategori Buruk. Berbeda dengan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, indeks
pemenuhan hak untuk tahu pada masyarakat di Provinsi Bali tahun 2021 mengalami banyak penurunan.
Tahun 2019 nilai indeks 75 kategori Baik sedangkan tahun 2021 nilai indeks 48,4 kategori Sangat Buruk.
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2.4.2.2 Partisipasi Publik dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah

Partisipasi tidak bisa dipisahkan dari hak ingin tahu. Hak untuk tahu (right to know), merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kebebasan berbicara dan berekspresi, (freedom of speech and
expression). Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan bergabung partai politik apa
saja, demonstrasi secara damai, menandatangani petisi (termasuk petisi online), berkumpul dan berserikat
dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah,
mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah, menghadiri pertemuan-pertemuan
komunitas. Adapun nilai indeks itu sendiri dapat merujuk pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29 Indeks Partisipasi dalam Proses Kebijakan Pemerintah Melalui Media dan/atau

di Tempat-Tempat Umum

Item

Bergabung partai politik apa saja yang diinginkan

Mengadakan demonstrasi secara damai

Menandatangani petisi (termasuk petisi online)

Berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah

Menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah

Mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah

Menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas

Menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas

Mengemukakan opini/ pendapat terhadap kebijakan
pemerintah

Indeks

5,9

6,4

8,2

9,6

31,7

29,7

Menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah _ 21,4

Berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan 96
pemerintah _ ’

Menandatangani petisi (termasuk petisi online)

oo
N

Mengadakan demonstrasi secara damai

Bergabung partai politik apa saja yang diinginkan

o
~

o
wu
=
o

15

Gambar 2.107 Indeks Berpartisipasi dalam Proses Kebijakan
Pemerintah melalui Media dan/atau di Tempat-Tempat Umum
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Gambar 2.108 Indeks Berpartisipasi dalam Proses Kebijakan
Pemerintah Melalui Media dan/atau di Tempat-Tempat Umum

Apabila dibandingkan dengan nilai indeks di tahun 2019, provinsi yang masuk dalam kategori Sangat
Baik dalam konteks partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah tercatat naik secara signifikan.
Di tahun 2019, hanya ada 1 provinsi yang masuk dalam kategori tersebut, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah.
Sedangkan, di tahun 2021, terdapat 3 provinsi yang masuk ke dalam kategori Sangat Baik, yaitu Sulawesi
Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Sebaliknya, nilai indeks terkait partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah di tahun 2019
tidak ada yang berada pada kategori Sangat Buruk atau di bawah 50. Di sisi lain, tercatat 11 provinsi masuk
ke dalam kategori Sangat Buruk di tahun 2021. Provinsi-provinsi tersebut di antaranya Sumatra Utara,
Sulawesi Tenggara, Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Maluku,
Lampung, dan Gorontalo.
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2.4.2.3 Dampak Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Selanjutnya dilihat dari aspek tingkat kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap proses kebijakan
pemerintah, seperti terlihat di gambar berikut.
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Gambar 2.109 Jumlah Responden menurut Tingkat
Kepercayaan terhadap Pemerintah

Terkait penjelasan gambar 2.110 tentang kebijakan pemerintah, baik yang akan dan telah ditetapkan,
serta telah diinformasikan ke publik, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat percaya kepada pemerintah,
yaitu sebanyak 84% responden secara nasional.

Secara umum, tingkat kepercayaan masyarakat di masing-masing provinsi sudah di atas skor
nasional, yaitu 74,6. Hal ini menandakan masyarakat provinsi juga percaya terhadap informasi-informasi
yang disebarkan oleh pemerintah daerah, baik itu informasi nasional, maupun informasi daerah. Provinsi
Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah memperoleh skor tertinggi dalam hal tingkat kepercayaan ini.
Masyarakat di kedua provinsi tersebut menganggap informasi pemerintah daerah dapat dijadikan sumber
informasi utama, termasuk informasi program prioritas dan isu pandemi COVID-19. Sedangkan tingkat
kepercayaan terendah adalah di Provinsi Sumatera Barat dan Riau.

Sangat Percaya
6%
6%

Tidak Percaya
9%
9%

Sangat Tidak Percaya
1%
1%

N

~___Percaya
84%
84%

Gambar 2.110 Proporsi Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah
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2.4.2.4 Keadilan Informasi

Keadilan informasi perlu dijadikan pegangan dalam melakukan kegiatan PIKP. Keadilan informasi ini
meliputi distribusi informasi publik yang telah merata, konten informasi publik yang mewakili kebutuhan
masyarakat, adanya layanan informasi publik yang memenubhi prinsip inklusif, termasuk ramah disabilitas,
serta terjaminnya keamanan data pribadi dalam PIKP.

Oleh karena itu, perlu dilihat aspek penerapan prinsip keadilan informasi, seperti tergambar dalam
tabel-tabel berikut.

Tabel 2.30 Indeks Informasi Publik Telah Memenuhi Prinsip Keadilan Informasi
di Seluruh Indonesia

Indeks
Keadilan

Informasi Kategori

Provinsi

Aceh

Bali

Banten

Bengkulu

DI Yogyakarta

DKI Jakarta
Gorontalo

Jambi

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kep. Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung

Maluku

Maluku Utara

Nusa Tenggara Barat
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Nasional

Provinsi

Nusa Tenggara Timur
Papua

Papua Barat

Riau

Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatra Barat
Sumatra Selatan

Sumatra Utara

Indeks
Keadilan
Informasi

Kategori
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Adapun terkait penjelasan gambar 2.111 tentang pemenuhan prinsip keadilan informasi, terlihat
bahwa informasi publik telah memenuhi prinsip keadilan informasi di seluruh Indonesia. Hal ini tergambar
dari skor indeks sebesar 66,4 atau dikategori Sedang. Rata-rata provinsi di Indonesia sudah dinilai “Sedang”
dalam memenubhi prinsip keadilan ini, karena sebagian besar indeksnya di atas nilai rata-rata nasional.
Adapun provinsi dengan kondisi keadilan informasi yang baik adalah Provinsi Kepulauan Riau, dengan
nilai sebesar 75,9. Sedangkan Provinsi Kalimantan Utara dirasa paling kurang memenuhi prinsip keadilan
informasi bagi masyarakatnya, dengan indeks sebesar 56,3 (Buruk). Hal ini merupakan sebuah kontradiksi,
karena kedua provinsi ini sama-sama daerah yang memiliki daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Artinya, di satu sisi, merupakan tantangan tersendiri bagi daerah dalam kategori ini untuk mampu
memberikan informasi yang merata penyebarannya, mewakili kebutuhan masyarakatnya, inklusif, serta
terjamin keamanan informasinya. Namun di sisi lain, terdapat kondisi kematangan pemerintah daerah yang
dapat memengaruhi pemenuhan prinsip ini, mengingat Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu
provinsi termuda di Indonesia.
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Gambar 2.111 Indeks Informasi Publik Telah Merata di Seluruh Indonesia
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Adapun terkait penjelasan gambar 113 tentang pemenuhan prinsip keadilan informasi, terlihat
bahwa informasi publik cukup merata di seluruh Indonesia. Hal ini tergambar dari skor indeks sebesar
65,5. Rata-rata provinsi di Indonesia sudah dinilai cukup dalam pemerataan informasi, karena sebagian
besar indeksnya di atas nilai rata-rata nasional. Adapun provinsi dengan kondisi pemerataan informasi
yang baik adalah Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau, dengan nilai sebesar 75,0. Sedangkan, Provinsi Papua
Barat dirasa paling kurang merata dalam menyebarkan informasi publik ke masyarakatnya, dengan indeks
sebesar 50,0 (Kurang).
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Gambar 2.112 Indeks Konten Informasi Publik Telah Mewakili Kebutuhan Selurih
Lapisan Masyarakat

Terkait penjelasan Gambar 2.112 tentang pemenuhan prinsip keadilan informasi, terlihat bahwa
konten informasi publik cukup mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tergambar dari skor
indeks sebesar 66,1. Adapun provinsi dengan kondisi konten informasi publiknya dirasa telah memenuhi
kebutuhan masyarakatnya dengan baik adalah Provinsi Jambi, Papua Barat, dan Bengkulu, dengan nilai
indeks sebesar 75,0. Hal ini cukup menggambarkan bahwa masyarakat Papua Barat telah memperoleh
informasi publik sesuai kebutuhan daerahnya. Sedangkan Provinsi Kalimantan Utara dirasa kurang
memberikan informasi publik yang mewakili kebutuhan, karena nilai indeksnya sebesar 50,0 (Kurang).
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Gambar 2.113 Indeks Layanan Informasi Publik Telah Memenuhi Prinsip Inklusif, Termasuk Bagi Para Penyandang Disabilitas
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Terkait penjelasan gambar 2.113 tentang pemenuhan prinsip keadilan informasi, terlihat bahwa
layanan informasi publik cukup memenubhi prinsip inklusivitas, termasuk cukup memudahkan terhadap
akses bagi para penyandang disabilitas (contoh: layanan permohonan informasi di kantor pemerintah
dapat diakses oleh para penyandang disabilitas). Hal ini tergambar dari skor indeks sebesar 69,7. Adapun
provinsi dengan kondisi layanan informasi publiknya dirasa telah memenuhi prinsip inklusif dengan baik
adalah Provinsi Aceh, dengan nilai sebesar 77,8. Adapun Provinsi Sumatra Barat merupakan provinsi yang
digambarkan paling rendah dalam menerapkan prinsip inklusivitas ini, yaitu dengan nilai 60, 1.
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Gambar 2.114 Indeks Data Pribadi Masyarakat dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Telah Terjamin Keamanannya

Terkait penjelasan gambar 2.114 tentang pemenuhan prinsip keadilan informasi, terlihat bahwa
keamanan data pribadi masyarakat dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik termasuk
dinilai cukup. Hal ini tergambar dari skor indeks sebesar 68,8. Adapun provinsi dengan kriteria Sangat Baik
dalam jaminan keamanan data pribadi masyarakatnya adalah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan nilai
sebesar 81,7. Adapun Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang digambarkan paling rendah
dalam menjamin keamanan data pribadi ini, yaitu dengan nilai 50,0 (kurang terjamin keamanannya).
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2.4.3 Capaian Indeks untuk Dimensi Outcome

Hasil pengukuran dimensi Outcome yang mencakup variabel pemahaman publik akan hak-hak untuk tahu
(rights to know), serta variabel partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan dan pembangunan, serta
variabel keadilan informasi menunjukkan bahwa capaian indeks rata-rata untuk seluruh wilayah Indonesia
berada pada tingkat yang buruk (indeks 57,07), dengan rincian indeks right to know sebesar 55,5, partisipasi
publik sebesar 49,3, dan keadilan informasi sebesar 66,40.

Pada sebagian besar wilayah, terdapat perbedaan skor indeks Outcome. Tinggi/rendahnya tingkat
pemenuhan hak untuk tahu, tidak diimbangi dengan partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah.
Kecenderungan tersebut terlihat jelas dari data yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.31 Capaian Indeks Dimensi Outcome
menurut Provinsi

Indeks Indeks Indeks

Rights to Keadilan Indeks .
Lembaga e Partisipasi  Informasi Outcome Kategori

Aceh 71,70 56,30 72,93 66,98 Sedang

Bali 48,40 43,10 58,08 49,86 Sangat Buruk

Banten 28,90 34,00 62,65 41,85 Sangat Buruk

Bengkulu 69,40 49,50 70,88 63,26 Sedang

DI
Yogyakarta Sedang

DKI Jakarta Sangat Buruk
Gorontalo Sangat Buruk
Jambi Buruk
Jawa Barat Buruk
Jawa Tengah Sedang
Jawa Timur Sangat Buruk

Kalimantan Barat Baik

Kalimantan Selatan Sedang

Kalimantan Tengah Buruk

Kalimantan Timur Buruk
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Lembaga

16 Kalimantan Utara

17 Kep. Bangka Belitung

18 Kepulauan Riau

19 Lampung

20 Maluku

21 Maluku Utara

22 Nusa Tenggara Barat

23 Nusa Tenggara Timur

24 Papua

25 Papua Barat

26 INE

27 Sulawesi Barat

28 Sulawesi Selatan

29 Sulawesi Tengah

30 Sulawesi Tenggara

31 Sulawesi Utara

32 Sumatra Barat
33 Sumatra Selatan
34 Sumatra Utara

Nasional
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Indeks
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Buruk

Sangat Buruk

Buruk

Sedang

Sedang

Sedang
Baik
Sedang

Sangat Buruk

Sedang
Sedang
Sedang
Buruk

Sedang

Buruk

Sangat Buruk
Buruk

Buruk




Data dalam Tabel 2.38 menunjukkan bahwa skor rata-rata tertinggi untuk variabel pemahaman
mengenai hak publik untuk tahu (right to know) diperoleh Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebesar 85,3
(Sangat Baik). Hal ini menandakan bahwa masyarakat Provinsi Kalimantan Barat telah memahami hak
tersebut dan aktif mencari informasi publik. Hal ini juga sejalan terkait skor indeks pengetahuan masyarakat
Provinsi Kalimantan Barat terhadap informasi-informasi tentang program prioritas. Kemungkinan
masyarakat Kalimantan Barat aktif dalam mencari informasi tentang program prioritas, khususnya
menyangkut isu-isu terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan lintas batas negara. Isu ini
tentunya sangat berkaitan dengan keberlangsungan hidup sehari-hari dan perekonomian masyarakatnya,
baik dari tempat yang aman dari kebakaran, keluar-masuk pekerja migran, hingga isu pandemi Covid-19
yang dapat bertransmisi dari aktivitas di lintas batas negara. Indeks ini berbanding lurus terkait partisipasi
publik terhadap proses kebijakan pemerintah, yaitu skor Provinsi Kalimantan Barat adalah 84,4. Hal ini
menandakan masyarakatnya secara aktif menggunakan informasi dan hak untuk tahunya berpartisipasi
aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah.

Secara nasional, tingginya pemanfaatan hak untuk tahu tidak selalu dibarengi oleh tingkat partisipasi
publik dalam proses kebijakan pemerintah. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya
memahami bahwa hak tersebut dapat digunakan untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah
agar berpihak pada masyarakatnya. Masyarakat sepertinya memilih alternatif-alternatif lain dalam ikut
berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan pemerintah dan pembangunan. Kanal-kanal lain
dalam proses ini yang disediakan pemerintah, antara lain kanal aduan masyarakat (SP4N-Lapor), lembaga-
lembaga aduan masyarakat, hingga layanan PPID.

2.4.4 Kesimpulan

Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengukuran dimensi Outcome, kinerja pengelolaan informasi dan
komunikasi publik dan berbagai faktor lainnya menghasilkan Outcome rata-rata yang masih pada kategori
“Buruk” dengan nilai rata-rata nasional sebesar 57,07. Hal ini jelas berbeda dengan hasil pada tahun 2019
kategori “Sedang” dengan nilai rata-rata sebesar 65,08. Adapun, rincian sebagai berikut.

1. Jumlah provinsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan kategori Buruk berjumlah
18 provinsi, meliputi Bali, Banten, Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Riau, Lampung, Maluku, Riau, Sulawesi Tenggara,
Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara.

2. Jumlah provinsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan kategori Sedang berjumlah
14 provinsi, meliputi Aceh, Bengkulu, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kep. Bangka
Belitung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Barat,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.

3. Jumlah provinsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan kategori Baik berjumlah
2 provinsi, meliputi Kalimantan Barat dan Papua.
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2.5 Kesimpulan Dimensi Input-Proses-Output-Outcome

Pada dimensi Input, Indeks PIKP Tahun 2021 menunjukkan masih ada sebagian besar instansi pemerintah
pusatdanpemerintah daerahyangperluditingkatkankinerjanyadalam pengelolaaninformasidan komunikasi
publik. Di tingkat pemerintah pusat, 19 dari 64 instansi (29,69%) yang mendapatkan kategori “Buruk” dan
“Sangat Buruk” menurut hasil pengukuran variabel-variabel ketersediaan anggaran, ketersediaan bahan
informasi, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, dan ketersediaan media dan
saluran komunikasi. Instansi pemerintah pusat yang berhasil meraih kategori “Sangat Baik” pada dimensi
Input adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Riset Inovasi Nasional, Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Agama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di tingkat pemerintah daerah, lebih
dari separuh dari jumlah Dinas Kominfo Provinsi memiliki kinerja dengan kategori “Sedang”, “Buruk’,
dan “Sangat Buruk” Dinas yang berhasil meraih kategori “Baik” sebanyak 8 instansi dan kategori “Sangat
Baik” hanya 3 instansi, yakni Dinas Kominfo Provinsi Bali, Dinas Kominfo Nusa Tenggara Barat, dan Dinas
Kominfo Nusa Tenggara Timur. Dinas Kominfo Provinsi yang kinerjanya termasuk “Sangat Buruk” sebanyak
4, yang mana 2 di antaranya merupakan Dinas Kominfo Tipe B. Sementara Dinas Kominfo Provinsi yang
kinerjanya “Buruk” sebanyak 10 instansi. Dengan kata lain, hasil pengukuran indeks ini menunjukkan bahwa
instansi yang memerlukan upaya-upaya peningkatan dalam penyediaan anggaran, bahan informasi, sarana
dan prasarana, serta media dan saluran komunikasi pendukung pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan
kehumasan pemerintah proporsinya lebih besar dibanding yang tidak memerlukannya.

Untuk dimensi Proses, upaya peningkatan kualitas kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi
publik ternyata juga sangat diperlukan. Dalam praktiknya, proses pengelolaan yang mencakup aktivitas-
aktivitas pengumpulan data dan informasi (riset), perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi
program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Namun, sampai saat ini bagian besar
instansi pemerintah daerah belum melaksanakan proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik
sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana telah ditetapkan.

NSPK tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
yang menjadi landasan dalam bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
yang efektif, esien, transparan, dan akuntabel. Hasil pengukuran indeks ini menunjukkan bahwa instansi
pemerintah daerah yang berhasil meraih kategori “Sangat Baik” untuk dimensi Proses sebanyak 8, yaitu
Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Sumatra
Utara, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kominfo
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas Kominfo Provinsi Aceh.
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Di tingkat pemerintah daerah, hasil pengukuran dimensi Proses menunjukkan bahwa dari 34
instansi, 14 atau 41,17% di antaranya memiliki kinerja “Buruk” dan “Sangat Buruk”.

Rendahnya kualitas kinerja pada dimensi Proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah saat ini telah diidentifikasi faktor-faktor
penyebabnya oleh para peneliti. Masih adanya kecenderungan egosektoral dalam pelaksanaan kegiatan
komunikasi kehumasan merupakan salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya (Hutabarat,
2015). Selain itu, peneliti lainnya menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, instansi-instansi
pemerintah yang bertugas dalam bidang informasi dan komunikasi publik di tingkat daerah khususnya
masih mengutamakan informasi publik yang terkait dengan kepentingan daerah masing-masing dan
kecenderungan ini disebabkan tidak adanya garis struktural yang menghubungkan antara lembaga daerah
dengan lembaga di tingkat provinsi ataupun pusat (Rumra, 2014, hal. 184).

Padahal, secara normatif proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada instansi-instansi
pemerintah telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi
Publik. Dalam rangka menunjang keberhasilan kabinet kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat
penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, kepada setiap lembaga kementerian,
non-kementerian,dan pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi
publik, dengan: (1) menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada
Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala; (2) menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal
dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan
kebijakan dan program pemerintah; (3) menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara
lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat; (4) menyampaikan informasi melalui
berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan
nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini, Menteri
Komunikasi dan Informatika ditugaskan untuk: (1) mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan
pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; (2) melakukan kajian
terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian;
(3) melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program
pemerintah; (4) menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik
sesuai arahan Presiden; (5) melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah
melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia; (6) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
komunikasi publik; (7) dapat mengundang dan mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah
non-kementerian, dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan
kepada publik.
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Perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek-aspek cognitive, affective, dan/atau behavioral yang
ditimbulkan secara langsung dapat disebut sebagai Output dari pengelolaan informasi dan komunikasi
publik. Dalam pengukuran indeks ini, dimensi Output pengelolaan informasi dan komunikasi publik diukur
hanya dari efeknya pada agenda publik dan pada kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan informasi dan
komunikasi publik. Agenda publik dan kepuasan masyarakat dianggap dapat ditimbulkan oleh pengelolaan
informasi dan komunikasi publik, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan oleh
berbagai variabel lainnya yang tidak diukur dan dianalisis dalam studi ini. Oleh karena memerlukan
analisis pengaruh antar variabel yang lebih kompleks, dalam studi ini tidak dilakukan pengukuran Output
dari masing-masing instansi. Selain itu, karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, pengukuran Output
dalam studi ini hanya dilakukan di 34 wilayah provinsi (khususnya ibu kota provinsi), belum sampai ke
kabupaten/kota. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari jumlah 34 wilayah provinsi, ada 9 provinsi
yang menghasilkan Output dengan kategori “Sangat Buruk” (26,47%), yang mana 3 di antaranya merupakan
Dinas Kominfo Tipe B. Sementara 6 provinsi lainnya menghasilkan Output “Buruk” (17,65%). Agenda
publik atau persepsi publik terhadap isu-isu prioritas pembangunan nasional dan kepuasan masyarakat
terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi publik di 15 ibu kota provinsi tersebut cenderung kurang
menunjukkan perubahan-perubahan kognitif dan afektif sebagaimana diharapkan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengukuran dimensi Outcome, kinerja pengelolaan informasi
dan komunikasi publik dan berbagai faktor lainnya menghasilkan Outcome rata-rata yang masih
pada kategori “Sangat Buruk” diperoleh 13 wilayah. Indeks dimensi Outcome dengan kategori “Buruk”
diperoleh 7 wilayah, kategori “Sedang” 11 wilayah, dan kategori “Baik” hanya 2 wilayah. Salah satu temuan
menarik dalam studi ini adalah bahwa wilayah yang memiliki Output “Sangat Baik” ternyata juga berhasil
menunjukkan Outcome yang “Sangat Baik” juga dan “Baik” Satu wilayah yang memiliki Output dan
Outcome dengan kategori “Sangat Baik” adalah Kalimantan Barat dan Jawa Tengah dengan kategori “Baik™
Keberhasilan Kalimantan Barat meraih kategori “Sangat Baik” dan Jawa Tengah dengan kategori “Baik”
untuk dimensi Outcome juga memperkuat asumsi studi bahwa Output dan Outcome pengelolaan informasi
dan komunikasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah, tetapi
juga dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel lain yang belum diketahui.
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Refleksi atas Indeks PIKP 2021

3.1 Indeks PIKP 2021 (Refieksi Atas Proses Perumusan, Pengumpulan Data,
dan Rekomendasi Terhadap Penelitian ke Depan)

Hasil pengukuran kinerja PIKP Tahun 2021 yang yang telah dilaksanakan terhadap kementerian, lembaga
non-kementerian, dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa agar mampu sepenuhnya mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan dan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan, upaya-upaya
perbaikan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Perbaikan ini mencakup dimensi Input-Proses-
Output-Outcome. Sejumlah instansi instansi memerlukan perbaikan mengenai kinerja pengelolaan
informasi dan komunikasi publik mereka pada masa yang akan datang. Perbaikan sistem pengelolaan
informasi dan komunikasi publik bertujuan untuk untuk mendukung fungsi pelayanan informasi dan
kehumasan pemerintah. Lebih spesifik, pembangunan yang dimaksud untuk pembangunan nasional untuk
mewujudkan Visi Indonesia 2045. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mewujudkan Indonesia
yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pada bab sebelumnya, kami telah mengemukakan hasil penelitian
ini. Temuan penelitian PIKP 2021 tersebut menjadi dasar bagi unit pelayanan kehumasan untuk melakukan
perbaikan yang berkaitan dengan dimensi-dimensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yakni
dimensi Input, dimensi Proses, dimensi Output, dan dimensi Outcome.

Indeks PIKP Tahun 2021 terdiri dari dimensi Input-Proses PIKP pada tingkat pemerintah pusat
dan daerah serta skor dimensi Output-Outcome pada level masyarakat ibu kota provinsi. Dimensi Input
dalam penelitian ini bersumber dari lembaga kementerian dan pemerintah daerah (provinsi). Input dari
kementerian, skor nasional sebesar 70,56%. Bila diperinci nilai ini mencakup nilai untuk pengumpulan
data dan informasi (56,25%), nilai untuk perencanaan (82,68%), nilai untuk pelaksanaan (74,02%) dan nilai
monitoring (69,27%). Pemerintah pusat yang perlu melakukan perbaikan khususnya untuk kementerian dan
lembaga yang memiliki nilai indeks “Sangat Buruk” dan “Buruk. Kementerian dan lembaga yang termasuk
dalam kategori indeks “Sangat Buruk” adalah Badan Standardisasi Nasional, Sekretariat Wakil Presiden,
Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Badan Siber dan Sandi Negara Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan LPP TVRI. Kementerian/L yang
memiliki nilai indeks yang termasuk dalam kategori “Buruk” adalah Kementerian Investasi/BKPM, Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Keuangan Kementerian Agama, Komisi Pemilihan
Umum, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
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Sementara itu, unit pelayanan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah provinsi ada yang masih terkategori Sangat Buruk. Pemerintah provinsi tersebut adalah Sulawesi
Utara, Kalimantan Utara, Jambi, Papua Barat, Maluku Utara. Sementara itu, pemerintah yang dalam
kategori buruk adalah Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Bengkulu, Papua, Kalimantan Barat,
Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada 4 pemerintah provinsi
yang nilai PIKP dalam dimensi Input termasuk kategori tinggi. Pemerintah provinsi tersebut adalah Bali,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Tengah.

Hasil skor dimensi Input tingkat K/L pusat lebih tinggi, meski tidak terlalu signifikan, bila
dibandingkan dengan hasil dimensi Input tingkat Dinas Kominfo Provinsi, yakni 66,61 dan 64,52. Bila
dibandingkan dengan skor dimensi Input tingkat K/L tahun 2019, ada sedikit peningkatan yakni dari 64,48
dilevel K/L dan 62,86 di tingkat Dinas Kominfo Provinsi. Hal ini merefleksikan tidak adanya perubahan yang
cukup berarti dalam hal anggaran, pengumpulan bahan informasi, sarana dan prasarana serta media dan
saluran komunikasi. Pada dimensi Input di tingkat K/L, sebanyak 25 dari 64 K/L (39,7%) yang berpartisipasi
dalam Indeks PIKP Tahun 2021 ini, berkategori “Sangat Baik” (nilai skor > 80) sebanyak 11 K/L, serta “Baik”
(nilai skor 71-79) sebanyak 14 K/L.

Sementara, terdapat 18 dari 64 K/L (28,6%) berkategori “Buruk” (nilai skor 51-60) sebanyak 9 K/L
dan “Sangat Buruk” (nilai skor < 50) sebanyak 9 K/L. Sisanya sebanyak 20 K/L berkategori “Sedang” (nilai
skor 61-70) atau sebesar 31,7%. Pada tahun 2021, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Kemendesa) mendapatkan skor total dimensi Input tertinggi, yakni sebesar 91,49 yang disusul
di posisi kedua yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan skor
90,96.

Kementerian lain yang termasuk kategori sangat baik dalam hal pengelolaan informasi dan
komunikasi publik adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama,
Sekretariat Kabinet, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Kementerian Perindustrian.

Yang menarik dari temuan ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional yang baru dibentuk di tahun
2021 memiliki skor dimensi Input yang tinggi, yakni 96,67 atau berada di posisi ketiga. Di tahun 2019,
skor dimensi Input tertinggi diraih oleh Kementerian Pertanian, yakni 91,88 dan posisi kedua diraih oleh
Kementerian Kesehatan dengan skor 89,06.

Pada dimensi Input Indeks PIKP 2021 di tingkat Dinas Kominfo Provinsi, sebanyak 15 dari 34
Dinas Kominfo Provinsi (44,11%) berkategori “Sangat Baik” (Provinsi Bali, Jawa Tengah, NTB, dan NTT)
dan berkategori “Baik” (sebanyak 11 Dinas Kominfo). Sementara, sebanyak 14 Dinas Kominfo Provinsi
berkategori “Buruk” (sebanyak 9 Dinas Kominfo) dan “Sangat Buruk” (sebanyak 5 Dinas Kominfo). Yang
perlu menjadi catatan adalah Dinas Kominfo provinsi Maluku Utara yang selalu menempati urutan terendah
baik di Indeks PIKP tahun 2019 (skor 35,62) dan tahun 2021 (skor 36,01). Sementara ada peningkatan yang
cukup signifikan dari Dinas Kominfo provinsi Bali, yakni dari skor dimensi Indeks PIKP Tahun 2019, yakni
72,3 menjadi 89,84 atau menduduki posisi teratas dimensi Input Indeks PIKP Tahun 2021.

Hasil skor dimensi Proses tingkat K/L pusat juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil dimensi
Proses tingkat Dinas Kominfo Provinsi yakni 70,56 dan 64,14. Bila dibandingkan dengan skor dimensi
Proses tingkat K/L tahun 2019, ada peningkatan yang cukup signifikan, yakni dari 53,23 dan 48,83. Hal ini
merefleksikan adanya peningkatan volume termasuk frekuensi dalam hal pengumpulan data dan informasi,
perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di tahun 2021 lalu.
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Pada dimensi Proses di tingkat K/L, sebanyak 34 dari 64 K/L (53,96%) berkategori “Baik” sebanyak
8 K/L dan yang berkategori “Sangat Baik” sebanyak 25 K/L. Sebanyak 3 K/L menduduki skor dimensi
Proses tertinggi, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
dan Kementerian ESDM, yakni sebesar 100 masing-masing. Ketiga instansi ini dapat menjadi contoh PIKP
yang sangat baik dan perlu dicontoh tidak saja di tingkat pusat maupun daerah.

Temuan skor dimensi Input dan Proses terutama pada K/L yang menjadi perhatian adalah skor
dimensi Proses tidak serta-merta berbanding lurus dengan skor dimensi Input. Artinya, apabila skor dimensi
Input tinggi, maka otomatis skor dimensi Proses tinggi. BPK yang memiliki skor dimensi Proses sempurna
(100), ternyata memiliki skor dimensi Input yang cukup rendah, yaitu 67,29 (kategori Sedang). Demikian
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki skor dimensi Input
sebesar 68,02 (kategori Sedang) dan skor dimensi Proses sebesar 81,25 (kategori Sangat Baik). Bila dianalisis
lebih lanjut, kedua instansi ini memiliki skor indikator bahan informasi pada dimensi Input (instansi dapat
membuat konten sendiri atau meneruskan konten instansi lain yang berkaitan dengan informasi program
prioritas tahun 2021) Sangat Buruk, yakni mencapai 30,82 (BPK) 38,12 (KPPPA). Meski demikian, skor
indikator pelaksanaan, yaitu penyebaran informasi yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah
pada dimensi Proses berkategori baik, yaitu 75.

Temuan menarik lainnya terkait dimensi Proses Indeks PIKP Tahun 2021 adalah Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki skor dimensi Proses kategori “Sangat Buruk’,
yaitu 32,99. Hal ini kontras dengan skor dimensi Input yang berkategori “Sedang’, yaitu 65,24. Bappenas
sebagai leading regulator dalam perencanaan pembangunan nasional perlu untuk memperhatikan sisi
perencanaan, pelaksanaan dan monev kegiatan informasi dan komunikasi publik.

Pada dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo provinsi, sebanyak 15 dari 34 Dinas Kominfo
(44,11%) berkategori “Sangat Baik” (sebanyak 8 Dinas Kominfo) dan “Baik” (sebanyak 7 Dinas Kominfo).
Dinas Kominfo provinsi Jawa Barat menduduki skor dimensi Proses tertinggi, yakni dengan 97,22.

Sementara, skor dimensi Proses terendah diduduki oleh Dinas Kominfo provinsi Sulawesi Barat
adalah 11,46. Selain Dinas Kominfo provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat dua Dinas Kominfo Provinsi
yang juga berkategori “Sangat Buruk’, tetapi sangat kontras dengan skor dimensi Input yang didapat,
yaitu Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo (skor dimensi Input 71,55-skor dimensi Proses 44,44) dan
Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur (skor dimensi Input 76,39-skor dimensi Proses 43,75). Ada
beberapa K/L negara yang termasuk dalam kategori Sangat Buruk dalam dimensi Proses ini. K/L tersebut
adalah Badan Standardisasi Nasional, Sekretariat Wakil Presiden, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga
Administrasi Negara Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan
Pengawas Tenaga Nuklir, dan LPP TVRI. Dimensi Proses ini mencakup pengumpulan data dan informasi,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring. Mereka yang mendapat nilai “Sangat Buruk” dan “Buruk” di bawah
nilai PIKP dimensi Proses nasional sebesar 70,56%.

Semetara itu, dalam dimensi Proses banyak pemerintah provinsi yang memiliki nilai yang buruk
dalam PIKP dimensi Proses. Pemerintah provinsi dimaksud adalah Pemerintah Provinsi Jambi, Kalimantan
Barat, Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Kep. Bangka Belitung, Papua, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku
Utara, Gorontalo, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.
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PIKP dalam dimensi Output pun demikian. Banyak kementerian yang perlu meningkatkan kinerja
PIKP. Kementerian dan lembaga yang perlu mendapat peningkatan adalah Badan Narkotika Nasional,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Lembaga Administrasi Negara,
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Komisi Pemberantasan Korupsi,
Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemilihan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Sekretariat Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaga
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan Kementerian Pertahanan, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara,
Lembaga Ketahanan Nasional, dan LPP TVRI.

Dari keempat indikator dimensi Proses, hanya indikator monitoring dan evaluasi saja yang berjalan
cukup baik, tetapi tidak pada ketiga indikator lainnya. Artinya perencanaan dan pelaksanaan program/
kegiatan IKP tidak berjalan dengan baik meski secara input (anggaran, sarana dan prasarana, atau media
dan saluran komunikasi) baik. Hal ini berbeda dengan temuan skor dimensi Proses yang rendah di tingkat
K/L. Dimensi Output-Outcome merefleksikan persepsi publik, dalam studi ini melibatkan responden yang
bertempat tinggal di ibu kota provinsi, terhadap akibat dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik
yang dilakukan baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Secara nasional, skor dimensi Output Indeks
PIKP 2021 adalah 61,20 berkategori “Sedang”. Skor dimensi Output ini lebih rendah bila dibandingkan
dengan skor pada Indeks PIKP 2019 lalu, yakni 69,78.

Dalam dimensi Output, perbaikan mencakup dalam banyak hal yang diuraikan berikut ini.
Penerimaan masyarakat terhadap informasiyang disampaikan oleh unit pelayanan informasi dan komunikasi
publik di kementerian dan pemerintah provinsi. Program yang dibangun narasi tunggal adalah informasi
tentang program prioritas pembangunan nasional di Indonesia, media apa yang digunakan masyarakat
untuk mendapatkan informasi program prioritas nasional ini, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap
Prioritas Program Nasional. Output mencakup upaya unit pelayanan informasi dan komunikasi publik
dalam memberikan informasi dari instansi pemerintah. Persoalan yang menjadi fokus perbaikan dalam
dimensi Output adalah menumbuhkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan unit pelayanan
informasi dan komunikasi publik yang mencakup kejelasan prosedur dalam mendapatkan layanan, waktu,
biaya, dan kemudahan dan ketersediaan pilihan akses informasi. Dimensi Output merefleksikan persepsi
publik terhadap agenda publik (informasi program prioritas yang pernah didengar atau diketahui) serta
kepuasan publik terhadap pelayanan informasi publik yang diterima masyarakat. Skor indikator kepuasan
cukup rendah, yaitu 51,90 bila dibandingkan dengan skor agenda publik yang mencapai 70,50. Hal ini
merefleksikan pelayanan informasi publik memang kurang baik atau akses publik terhadap pelayanan
informasi publik rendah atau mungkin keduanya. Pelayanan informasi publik, yang dalam hal ini difasilitasi
melalui pejabat pelayan informasi dan dokumentasi (PPID) di instansi publik, belum menjadi primadona
kebutuhan pelayanan masyarakat sehari-hari, seperti pelayanan administrasi kependudukan (Contoh:
KTP, SIM, atau surat keterangan tertentu). Akses terhadap dokumen pemerintah-khususnya informasi
yang boleh dibagikan kepada publik-merupakan hal yang esensial bagi hak asasi manusia. Keterbukaan
informasi merupakan indikasi legitimasi dan kredibilitas suatu badan publik (Blanke dan Perlingeiro,
2018). Bahkan transparansi badan publik juga merupakan bagian dari prinsip demokrasi serta negara yang
berlandaskan pada hukum perundang-undangan (hal. 8). Skor yang cukup rendah dalam hal pelayanan
informasi publik ini menjadi peringatan bagi badan publik, terutama Ditjen Informasi dan Komunikasi
Publik, agar melakukan studi lanjutan terutama faktor-faktor penyebab rendahnya persepsi publik terhadap
pelayanan informasi publik.
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Setidaknya ada sembilan provinsi dengan nilai skor dimensi Output yang “Sangat Buruk’, yaitu
Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat,
dan Sulawesi Barat. DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota negara dengan skor kepuasan publik terhadap
pelayanan informasi publik terendah kedua setelah Maluku, yaitu 11,80. Sementara, enam provinsi dengan
nilai skor dimensi Output yang “Buruk” di antaranya Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara
Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatra Selatan. Publik yang terinformasi dengan baik atau memiliki akses
yang baik terhadap informasi publik cenderung akan berpartisipasi lebih aktif dalam proses perumusan
kebijakan publik.

Dimensi terakhir dalam penilaian PIKP ini adalah dimensi Outcome. Dimensi ini mencakup tingkat
pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat yang dimaksud dalam konteks pemahaman terhadap
informasi dan komunikasi publik. Ini mencakup pemahaman terhadap hak untuk mengetahui (rights to
know), pemahaman bahwa dalam mendapatkan layanan informasi dan komunikasi publik didasarkan
paham kesetaraan (tidak ada diskriminasi), pemahaman terkait dengan fungsi instansi pemerintah dalam
hal publikasi informasi secara proaktif. Hal yang menjadi penilaian dalam dimensi Outcome ini adalah
tingkat partisipasi publik dalam konteks data dan informasi dan komunikasi publik pemerintah. Persoalan
yang muncul adalah apakah masyarakat berpartisipasi dalam proses kebijakan pemerintah, melakukan
kritik, menyampaikan aspirasi melalui partai politik, atau organisasi sosial, dan terkait dengan keterlibatan
masyarakat melalui kegiatan di level komunitas, forum tertentu baik online maupun offline. Hal lain yang
diidentifikasi dalam penelitian ini mengenai isu persepsi masyarakat mengenai keadilan informasi unit
pelayanan informasi dan komunikasi publik. Dimensi Outcome dari nilai Indeks PIKP secara nasional
buruk. Beberapa pemerintah provinsi yang memiliki nilai dengan kategori “Sangat Buruk” adalah Bali,
Jawa Timur, Riau, Lampung, Sumatra Selatan, Banten, Maluku, DKI Jakarta, Gorontalo. Beberapa provinsi
memiliki nilai “Buruk” adalah Jambi, Sumatra Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, Kalimantan Utara,
Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Barat. Tidak ada pemerintah provinsi yang
memiliki nilai yang tergolong “Sangat Baik” Hanya ada dua pemerintah provinsi yang memiliki nilai baik,
yaitu Kalimantan Barat dan Papua.

Dimensi Outcome pada Indeks PIKP 2021 mencerminkan persepsi publik terhadap “hak untuk
mengetahui” (rights to know) serta partisipasi publik. Secara nasional, skor dimensi Outcome Indeks
PIKP 2021 adalah 52,40 atau tergolong “Buruk”. Skor dimensi Outcome ini lebih rendah bila dibandingkan
dengan skor pada Indeks PIKP 2019 lalu, yakni 65,80. Perbedaan yang cukup signifikan ini merefleksikan
sebuah “red flag” bagi pemerintah, yaitu rendahnya pemahaman publik terhadap haknya akan informasi
serta rendahnya pemahaman bahwa pentingnya keterlibatan dirinya dalam proses perumusan kebijakan
publik. Setidaknya ada 13 provinsi dengan skor Outcome “Sangat Buruk’, yaitu Bali, Banten, DKI Jakarta,
Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung,
Maluku, Riau, dan Sumatra Selatan. Sementera, 7 provinsi dengan skor Outcome “Buruk” yaitu Bengkulu,
Jambi, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
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3.2 Implikasi dan Rekomendasi PIKP

Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi perlu melakukan perbaikan dalam
dimensi Input. Dimensi Input ini mencakup anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, media
dan saluran komunikasi. Terkait dengan perbaikan dalam dimensi Input ini, Kementerian Komunikasi
dan Informatika dapat mengambil peran untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya
untuk melakukan Pertama, pemaksimalan fungsi pembinaan kepada pemerintah provinsi dalam hal
ini unit yang memberikan pelayanan komunikasi dan informatika. Kedua, skema dukungan keuangan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika menciptakan indikator keberhasilan pemerintah provinsi dalam
menjalankan fungsi pelayanan informasi dan komunikasi publik sebagai dasar untuk memberikan skema
anggaran yang compatible dengan cakupan, beban tugas dari unit pelayanan IKP. Pemerintah melakukan
pembinaan terhadap pemerintah provinsi dengan cara memberikan dana perimbangan daerah. Pemerintah
provinsi yang mendapat nilai yang bagus dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi publik
diberikan apresiasi dalam bentuk dana perimbangan daerah. Hal ini karena tingkat kebutuhan terhadap
sarana pendukung (seperti sarana teknologi informasi dan komunikasi) cenderung meningkat. Sehingga,
PIKP dalam dimensi anggaran perlu ditingkatkan. Sarana ini juga untuk mengimbangi kebutuhan kepada
publik yang semakin banyak menggunakan teknologi digital. Ketiga, kelengkapan infrastruktur pelayanan
informasi dan komunikasi publik. Kementerian, lembaga pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur
pelayanan kegiatan informasi dan komunikasi publik. Ini untuk memberikan dukungan kepada pelaksanaan
pelayanan kehumasan, antara lain ruang desk layanan informasi atau bilik PPID, nomor telepon, layanan
akses internet gratis, seperti media center, data center, mobil keliling (seperti penerangan mobile), call
center, radiogram, broadband wireless, perangkat komputer, router, access point.

Keempat, prinsip kesetaraan. Dalam pelayanan informasi dan komunikasi publik, pemerintah
disarankan mempraktikkan prinsip kesetaraan dalam konteks tata kelola pelayanan IKP. Tuntutan adanya
kesetaraan juga meniscayakan dalam menyediakan sarana pelayanan TIK memenuhi prinsip kesetaraan
termasuk kesetaraan bagi kelompok disabilitas. Selain sarana TIK yang perlu digunakan, ditingkatkan
untuk merespons kebutuhan komunikasi dengan kalangan digital natives, sumber daya manusia yang
menyampaikan pesan ke publik perlu mendapat peningkatan kompetensi yang mendukung unit pelayanan
informasi dan komunikasi publik. Terkait dengan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika
mengadakan program-program untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk memenuhi
kebutuhan keterampilan dalam melaksanakan fungsi komunikasi berbasis teknologi komunikasi digital.
Kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi kehumasan perlu mendapat pengakuan yang dibuktikan
dengan kepemilikan sertifikat keahlian. Kemampuan yang direkomendasikan adalah kemampuan teknis
dan kemampuan manajerial dalam bidang komunikasi.

Kelima, peningkatan sumber informasi non-pemerintahan. Kementerian, lembaga, pemerintah
provinsi perlu melakukan perbaikan dalam variabel pengumpulan data dan informasi, variabel perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dalam dimensi pengumpulan data, kementerian dan lembaga perlu
melakukan peningkatan keragaman sumber data dan informasi dalam merencanakan program atau kegiatan
kementerian dalam hal kegiatan informasi dan komunikasi publik. Sumber data dan informasi yang perlu
ditingkatkan adalah sumber organisasi dari lembaga riset atau instansi lain selain instansi pemerintahan.
Terkait dengan perencanaan, kementerian dan lembaga negara perlu meningkatkan kualitas rapat
koordinasi dalam pelaksanaan informasi dan komunikasi publik. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah
bagaimana skema kementerian dan lembaga untuk melibatkan partisipasi publik dalam merencanakan
kegiatan informasi dan komunikasi publik. Dalam hal pelaksanaan, kementerian dan lembaga negara perlu
melakukan peningkatan efektivitas dalam melakukan diseminasi informasi sesuai dengan karakteristik
dari publik yang menjadi komunikan dalam komunikasi publik kementerian dan lembaga. Banyak ragam
kanal informasi yang bisa dimanfaatkan, baik media lama (media cetak konvensional, media elektronik
konvensional) maupun kanal komunikasi berbasis pada media digital. Penelitian ini menyarankan kepada
kementerian untuk melakukan monitoring dan melakukan evaluasi evaluasi terhadap proses pelaksanaan
program terhadap pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik itu sendiri dan sekaligus

elakukan perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan IKP tahun berikutnya.
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Lampiran |

Sumber Data

Sumber Data Primer

Data komponen Indeks PIKP dikumpulkan dengan sumber dan cara sebagai berikut.

1. Data untuk dimensi INPUT dan PROSES dikumpulkan dari 64 Biro Humas K/L dan 34 Dinas Kominfo
Provinsi sebagai unit-unit pelaksana fungsi pelayanan informasi dan komunikasi publik di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, masing-masing instansi terlebih dahulu diminta
mengisi form daftar pertanyaan sebelum diundang menghadiri workshop dan/atau diwawancari secara
mendalam untuk tujuan melengkapi dan mengonfirmasi jawaban dan data yang telah dituliskan dalam
daftar pertanyaan tersebut.

2. Data untuk dimensi OUTPUT dan OUTCOME dikumpulkan melalui survei sampel pada masyarakat
di ibu kota provinsi (34 kota). Proses pemilihan lokasi ditentukan berdasarkan sistem acak (multistage
random sampling) mulai dari pemilihan kecamatan hingga kelurahan. Sementara penentuan jumlah
sampel di masing-masing lokasi penelitian yang terpilih, dilakukan secara proporsional dengan
memperhatikan jumlah populasi di tingkat kecamatan.
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Lokasi Penelitian dan Ukuran Sampel Responden Indeks PIKP 2021

Provinsi

Aceh

Sumatra Utara

Sumatra Barat

Riau

Kepulauan Riau

Jambi

Bengkulu

Sumatra
Selatan

Kep. Bangka Belitung

Lampung

DKI Jakarta

Banten

Ibu Kota
Provinsi

Banda
Aceh

Medan

Padang

Pekanbaru

Tanjung
Pinang

Jambi

Bengkulu

Palembang

Pangkalpinang

Bandar
Lampung

Jakarta
Pusat

Serang

Jumlah

Sampel

Individu
(Provinsi)

Sampel
Kecamatan

Banda Raya

Ulee Kareng
Medan Deli
Medan Tembung
Medan Sunggal

Medan Area

Padang Selatan

Pauh
Bina Widya
Rumbai Timur
Kulim
Tanjung
Pinang Barat
Paal Merah
Alam Barajo
Gading Cempaka
Teluk Segara

Ilir Timur

Ilir Barat 1
Jakabaring
Gandus
Gabek

Grimaya
Kemiilng
Tanjung Karang
Timur

Teluk Betung
Timur

Tanjung Karang
Pusat

Sawah Besar

Menteng

Taktakan

Sampel
Kelurahan

Lam Ara

Ceurih
Tanjung Mulia Hilir
Indrakasih
Tanjung Rejo
Tegal Sari II
Pasar Merah Timur
Teluk Bayur
Cupak Tangah
Tobek Godang
Umban Sari
Mentangor
Tanjungpinang
Barat
Talang Bakung
Bagan Pete
Lingkar Barat

Sumur Melele
Pintu Batu

Sungaipangeran
Enam Belas Ilir
Tiga-puluh ilir
Tuan Kentang
Pulokerto
Air Salemba
Pasar Padi
Kemiling Raya

Kebon
Jeruk

Kota
Karang

Kaliawi

Pasar Baru

Pegangsaan

Taman
Baru

Jumlah Sampel
Individu
(Kelurahan)
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Disamping survei, penelitian ini juga didukung dengan Focus Group Discussion dengan melibatkan
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika,
perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat Provinsi serta akademisi untuk mendapatkan expert
judgment (penilaian panel) terkait temuan data di lapangan. Sumber data utama dari Dimensi Input dan
Proses didapat dari kuesioner yang diisi oleh pimpinan dan/atau pegawai unit fungsi pengelolaan informasi
dan komunikasi publik di instansi K/L dan non-Kementerian serta perwakilan Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi. Tata cara pengumpulan kuesioner dilakukan secara online dengan terlebih dahulu
dilakukan coaching pengisian kuesioner secara daring pada tanggal 30 September 2021 dengan sesi terpisah
antara K/L serta Dinas Kominfo daerah.

Adapun unit fungsi pengelolaan informasi dan komunikasi publik di instansi Kementerian/ Lembaga non
Kementerian diikuti oleh 64 instansi, diantaranya:

1. Badan Pemeriksa Keuangan

2. Kejaksaan Agung

3. Kementerian Keuangan

4. Lembaga Administrasi Negara

5. Badan Siber dan Sandi Negara

6. Komisi Pemberantasan Korupsi

7. Kementerian Pendidikan, Kebudalan, Riset, dan Teknologi

8. Kementerian Perindustrian

9. Kepolisian Republik Indonesia

10.  Kementerian Kelautan dan Perikanan

11.  Kementerian Komunikasi dan Informatika

12.  Lembaga Ketahanan Nasional

13. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
14.  Badan Intelijen Negara

15.  Badan Nasional Penanggulangan Bencana

16. Kementerian Investasi/BKPM

17.  Kementerian Pemuda dan Olahraga

18.  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
19.  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

20.  Badan Narkotika Nasional

21.  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

22.  Dewan Pertimbangan Presiden

23. Kementerian Ketenagakerjaan

24.  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

25.  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudalan
26.  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

27.  Kementerian Perhubungan

28.  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raklt

29.  Sekretariat Kabinet

30. LPP TVRI

31.  Badan Pengawasan Obat dan Makanan

32.  Kementerian Sosial

33.  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

34.  Badan Pusat Statistik

35.  Ombudsman RI

36.  Badan Riset dan Inovasi Nasional

37.  Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
38.  Sekretariat Wakil Presiden

39. Kementerian Perdagangan

40.  Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Energi dan Sumber Dal Mineral

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Agama

Badan Kepegawaian Negara

Kementerian Pertanian

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Kementerian Kesehatan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Kementerian Dalam Negeri

Badan Standardisasi Nasional

Komisi Pemilihan Umum

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Arsip Nasional

Perpustakaan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Pertahanan

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sementara untuk responden Dinas Kominfo terdiri dari 34 Provinsi yang berpartisipasi dalam studi
Indeks PIKP 2021 (jumlah ini naik dari tahun 2019 di mana jumlah Dinas Kominfo yang terlibat hanya 30
Diskominfo)
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Daftar Dinas Kominfo berdasarkan Tipe

No. Dinas Kominfo No. Dinas Kominfo
Provinsi Provinsi

Aceh 18 Kalimantan Barat

Sumatra Utara 19 Kalimantan Tengah

Sumatra Barat 20 Kalimantan Timur

Sumatra Selatan 21 Sulawesi Barat

Bengkulu 22 Sulawesi Selatan

Lampung 23  Sulawesi Tenggara

Riau 24 Sulawesi Tengah

Kepulauan Riau 25  Kalimantan Utara

o 0 N N U1 A W

26 Kalimantan Selatan
27 Maluku

Jambi

o
o

DKIT Jakarta

[a—
[a—

28  Papua
29 Banten

Jawa Barat

[a—
o

Jawa Timur

[a—
W

Jawa Tengah 30 Kep. Bangka Belitung

= == > o > > > > >

—
>

D.I. Yogyakarta 31 Gorontalo

—
193]

S Sulawesi Utara
33 Maluku Utara
34  Papua Barat

Bali

o
()

Nusa Tenggara Timur

e > > > > > >

—
~

Nusa Tenggara Barat
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Lampiran |l

Perhitungan Indeks

Untuk perhitungan indeks untuk setiap dimensi dalam laporan ini didasarkan pada skor setiap item. Setiap
item, memiliki metode pengukuran yang berbeda. Seperti contoh untuk keuangan diukur dengan satuan
rasio anggaran dengan total pendapatan, untuk item lain diukur dengan skor 0 dan 1, sedangkan beberapa
item diukur dengan skor 1-4.

Untuk mengatasi perbedaan skoring ini dilakukan perhitungan persentase dengan formulasi:

Pilihan jawaban

Skor item = ——————— X 100%
Skor maksimum

Dengan skor total dengan mengambil nilai rata-ratanya

K

1
Skor dimensi = % Z Skorltem;,
k=1

Sedangkan untuk mengantisipasi adanya skor yang ekstreme tinggi ataupun extreme rendah, dilakukan perhitungan skor quartile
seperti untuk item anggaran dengan interval sekor sebagai berikut:

Dinas Kominfo Provinsi

Skor < Kuartile 1

Kuartile 1< Skor < Kuartile 2

Kuartile 2< Skor < Kuartile 3

Skor> Kuartile 3
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Lam@iran 1]

DAFTARI

KATOR INDEKS PIKP TAHUN 2021

DIMENSI INPUT

1. Variabel Anggaran

1

Ketersediaan anggaran program/kegiatan IKP tahun 2021 (total)

Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP

Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang
informasi dan komunikasi publik

Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik

Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring informasi dan penetapan agenda
prioritas komunikasi pemerintah daerah

Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media
komunikasi publik

Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan media komunikasi publik

Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pelayanan informasi publik

Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan layanan hubungan media

Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan

Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan manajemen komunikasi krisis

Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik

Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan bidang IKP lainnya
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2. Variabel Bahan Informasi

1 Ketersediaan bahan informasi terkait 39 Program Nasional 2021 yang
tertuang dalam RKP 2020

Ketersediaan bahan informasi terkait Program Kebijakan yang tertuang
dalam Renstra K/L dan Pemerintah Daerah

Ketersediaan bahan informasi di luar Program Kebijakan yang tertuang
dalam Renstra K/L dan Pemerintah Daerah

Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media cetak

Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik

Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media daring (website,
media sosial, YouTube)

Ketersediaan bahan informasi yang berasal dari instansi lain (termasuk
narasi tunggal dari Kominfo)

Ketersediaan bahan informasi sebagai hasil pertukaran bahan informasi
dengan organisasi eksternal baik pemerintah maupun non-pemerintah

3. Variabel Sarana dan Prasarana

1 Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi yang terdiri dari:
Ruang desk layanan informasi atau bilik PPID
Nomor telepon
Kotak saran atau formulir aduan

Layanan khusus untuk pemohon informasi dengan disabilitas
Layanan aduan berbasis elektronik

Layanan akses internet gratis (contoh: media center)

Data center

Mobil keliling (contoh: penerangan mobile/penmob)

Call center

Radiogram

Lainnya:

Indeks Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik 2021




Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang terdiri dari:
Broadband wireless
Perangkat komputer
Router
Access point
Lainnya:

Ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data
pribadi dalam pengelolaan IKP

4. Variabel Media dan Saluran Komunikasi

Ketersediaan media cetak konvensional
Ketersediaan media elektronik konvensional
Ketersediaan channel YouTube
Ketersediaan pertunjukan rakyat

Ketersediaan akun resmi media sosial

Ketersediaan sarana pertemuan tatap muka dengan publik

Ketersediaan kelompok informasi masyarakat

Ketersediaan sarana pertemuan tatap muka dengan awak media
Ketersediaan widget GPR

Ketersediaan instant messaging

Ketersediaan media sosial resmi

Ketersediaan website

Ketersediaan email

Ketersediaan fitur khusus untuk penyandang disabilitas

Ketersediaan jumlah media partner

Ketersediaan sumber daya untuk melakukan distribusi informasi publik
yang merata di seluruh Indonesia
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DIMENSI PROSES

1. Variabel Pengumpulan Data dan Informasi

1

Pengumpulan data dan informasi untuk tujuan perencanaan program/
kegiatan IKP

Pengumpulan data dan informasi dalam rangka menyerap aspirasi publik

Pengumpulan data dan informasi dengan memanfaatkan hasil riset
organisasi atau instansi lain

2. Variabel Perencanaan

1

2

Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan

Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi eksternal untuk tujuan
perencanaan

Ketersediaan dokumen perencanaan program/kegaitan tahun 2021 (contoh:
proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan)

Keterlibatan publik dalam penyusunan perencanaan pengelolaan IKP

3. Variabel Pelaksanaan

1

Frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional
tahun 2021 (39 item)

Frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi dari sumber instansi
pemerintah

Frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi melalui saluran:
Media cetak konvensional (contoh: koran atau majalah)
Media elektronik konvensional (contoh: TV, radio)
Media daring
Akun resmi media sosial (Contoh Instagram/IG Live TV, Facebook,
Twitter)
Channel Youtube
Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik,
seminar, gerai pameran, penyuluh)
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Forum bakohumas

Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media
briefing, media visit/tour)

Widget GPR

Meja informasi PPID

Media atau saluran lainnya

Frekuensi kegiatan kerja sama dengan unit kerja internal K/L/D (antar unit/
satker)

Frekuensi kegiatan kerja sama dengan unit kerja eksternal K/L/D

Frekuensi kegiatan komunikasi publik terkait UU Keterbukaan Informasi
Publik Nomor 14 Tahun 2008

Frekuensi kegiatan komunikasi publik dengan konten yang bersifat inklusif
(contoh: konten khusus bagi sasaran publik yang berkebutuhan khusus)

4. Variabel Monitoring dan Evaluasi

Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan
program/kegiatan IKP

Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media

Ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”

DIMENSI OUTPUT

1. Agenda Publik

1

Penerimaan informasi tentang 39 Program Prioritas Nasional tahun 2021
(RKP 2020)

Media yang digunakan sebagai sumber informasi tentang Program Prioritas
Nasional

Persepsi terhadap isu-isu Program Prioritas Nasional yang dianggap
penting
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2. Variabel Kepuasan Publik terhadap Pengelolaan IKP

1 Kepuasan terhadap alur permohonan informasi di instansi pemerintah

Kepuasan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi
di instansi pemerintah

Kepuasan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi
dari instansi pemerintah

Kepuasan terhadap kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan
di instansi pemerintah

Kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk
memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah

DIMENSI OUTCOME

1. Variabel Pemahaman Publik tentang Hak untuk Mengetahui (Rights to Know)

1 Pemahaman tentang hak untuk tidak diperlukan diskriminatif dalam
meminta informasi publik

Pemahaman tentang hak memperoleh informasi publik dengan mudabh,
cepat, dan tidak berbayar

Pemahaman tentang hak mendapatkan penjelasan yang lengkap apabila
permohonan informasi publik ditolak

Pemahaman tentang hak terkait keharusan badan publik mempublikasikan
informasi secara proaktif

Pemahaman tentang hak atas tindakan yang boleh dan tidak boleh
dilakukan dalam meminta informasi publik (10 item)
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2. Variabel Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah

Tindakan mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah

Tindakan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah

Tindakan berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan
pemerintah

Tindakan bergabung partai politik yang dikehendaki

Tindakan mengadakan demonstrasi secara damai
Tindakan menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas

Tindakan menandatangani petisi baik online maupun offline

3. Variabel Keadilan Informasi

Persepsi distribusi informasi publik telah merata di seluruh Indonesia

Persepsi konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan
masyarakat

Persepsi terhadap layanan informasi publik telah memenubhi prinsip
inklusif, termasuk bagi para penyandang disabilitas

Persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP
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Lampiran IV

SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2021
DIMENSI INPUT - SURVEI KEMENTERIAN/ LEMBAGA NON KEMENTERIAN

Variabel
Kementerian/Lembaga
i Sarana & Media & Saluran 7
ponKementerian Anggaran  Bahan Informasi Prasarana Komunkasi SKer LG

Kementerian Desa, 94,23 95,06 86,67 90,00 91,49 | Sangat Baik
Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

Kementerian Sangat Baik
Pendayagunaan

Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi

Badan Riset dan Inovasi Sangat Baik
Nasional

Kementerian Pariwisata Sangat Baik
dan Ekonomi Kreatif/

Badan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Kementerian Kelautan 100,00 Sangat Baik
dan Perikanan

Kementerian Agama 94,59 Sangat Baik

Sekretariat Kabinet 99,53 Sangat Baik

Kementerian Energi dan 100,00 Sangat Baik
Sumber Daya Mineral

Kementrian Pertanian 92,00 Sangat Baik

Badan Meteorologi, 66,12 Sangat Baik

Klimatologi, dan
Geofisika

Kementrian Sangat Baik
Perindustrian

Perpustakaan Nasional

Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Badan Kepegawaian
Negara

Ombudsman RI

Kementerian
Ketenagakerjaan
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Variabel
Kementerian/Lembaga

non Kementerian Sarana & Media & Saluran Skor Kategori

Anggaran Bahan Informast Prasarana Komunkasi
Badan Standardisasi 87,50 100,00 66,67 58,33 78,13 Baik
Nasional

Kementerian 42,31 88,71 86,67 86,67 76,09
Keuangan

Kementerian 56,73 63,29 86,67 75,01
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi

Kementerian Dalam
Negeri

Kementerian Komunikasi
dan Informatika

Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil
Menengah

Kementerian Badan
Usaha Milik Negara

Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Badan Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan

Badan Pengawasan
Obat dan Makanan

Kementerian
Koordinator Bidang
Kemaritiman dan
Investasi

Kementerian Kesehatan

Kementerian
Perdagangan

Kementerian Sosial

Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
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Kementerian/Lembaga

penjkementerlan Anggaran Bahan Informasi

Kementerian Luar 74,04 25,65

Negeri

Arsip Nasional 92,31 25,65
Badan Pemeriksa
Keuangan

75,00 30,82

Kementerian Agraria
dan Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional

Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana
Nasional

Kementerian Investasi/
BKPM

Kepolisian Republik
Indonesia

Kementerian
Perencanaan
Pembangunan Nasional
/ Bappenas

Kementerian
Pemuda dan
Olahraga

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat

Kementerian
Sekretariat Negara

Kementerian
Perhubungan

Kejaksaan Agung

Badan Siber dan Sandi
Negara

Badan Narkotika
Nasional

Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

Variabel

Sarana &
Prasarana

80,00

86,67

80,00

Media & Saluran Skor

Kategori
Komunkasi

90,00 67,42 Sedang

67,41

65,00 Sedang

67,29 Sedang

83,33

Sedang
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Variabel
Kementerian/Lembaga
i Sarana & Media & Saluran 1
ponKementerian Anggaran Bahan Informasi Prasarana Komunkasi Kategori

Lembaga Administrasi 45,19 26,59 73,33 86,67 57,95 Buruk
Negara

Kementerian 53,85 23,53 73,33 76,67 56,84
Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan

Keamanan

Komisi Pemberantasan
Korupsi

Kementerian Hukum
dan HAM

Komisi Pemilihan Umum

Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana

Badan Pengawas Tenaga
Nuklir

Sekretariat Wakil Sangat Buruk
Presiden

Dewan Pertimbangan Sangat Buruk
Presiden

Lembaga Pengadaan Sangat Buruk
Barang/Jasa Pemerintah

Badan Nasional Sangat Buruk
Penanggulangan

Terorisme

Pusat Pelaporan dan Sangat Buruk
Analisis Transaksi
Keuangan

Kementerian Sangat Buruk
Pertahanan

Badan Pusat Statistik Sangat Buruk

Badan Intelijen Negara Sangat Buruk

Lembaga Ketahanan Sangat Buruk
Nasional

LPP TVRI Sangat Buruk

Nasional Sedang
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SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2021
DIMENSI INPUT - SURVEI KEMENTERIAN/ LEMBAGA NON KEMENTERIAN

Variabel Dimensi Input
Dinas Komunikasi dan

i insi S & Media & Sal i
Informatika Provinsi Anggaran Bahan Informasi Praarsaar:':na eKclaamunI?at:i'an Skor Kategori

—_

Bali 100,00 66,05 100,00 93,33 89,84 | Sangat Baik
Nusa Tenggara Barat 98,08 64,19 93,33 86,67 85,57 | SangatBaik
Nusa Tenggara Timur 58,65 98,14 93,33 90,00 85,03 | SangatBaik
Jawa Tengah 83,65 76,28 86,67 83,33 82,48 = Sangat Baik
Sulawesi Selatan 90,38 63,72 80,00 80,00 78,53 Baik
Banten 48,08 80,47 93,33 86,67 77,14 Baik
Kalimantan Timur 85,58 60,00 73,33 86,67 76,39 Baik
DKI Jakarta 69,23 73,72 73,33 86,67 75,74 Baik
Jawa Barat 75,96 44,65 86,67 93,33 75,15 Baik
Kep. Bangka Belitung 84,63 45,35 86,67 83,33 74,99 Baik
Lampung 71,15 33,95 93,33 90,00 72,11 Baik
Sumatra Utara 75,96 48,14 80,00 83,33 71,86 Baik
Sumatra Barat 50,96 75,81 80,00 80,00 71,69 Baik
Gorontalo 38,46 60,23 100,00 87,50 71,55 Baik
Riau 88,46 23,26 93,33 80,00 71,26 Baik
D.I. Yogyakarta 69,23 24,65 93,33 90,00 69,30 Sedang
Sulawesi Utara 83,65 23,26 73,33 90,00 67,56 Sedang
Aceh 65,38 29,53 93,33 76,67 66,23 Sedang
Kalimantan Selatan 50,96 80,00 73,33 49,17 63,37 Sedang
Jawa Timur 57,69 60,00 73,33 49,17 60,05 Sedang
Sumatra Selatan 71,15 61,40 60,00 45,83 59,60 Buruk
Maluku 75,96 27,44 53,33 73,33 57,52 Buruk
Kalimantan Tengah 63,46 21,86 73,33 70,00 57,16 Buruk
Sulawesi Barat 49,04 20,00 80,00 73,33 55,59 Buruk
Bengkulu 38,46 23,72 73,33 80,00 53,88 Buruk
Papua 42,31 38,60 86,67 45,83 53,35 Buruk
Kalimantan Barat 56,73 25,58 73,33 51,67 51,83 Buruk
Kepulauan Riau 50,96 33,02 80,00 41,67 51,41 Buruk
Sulawesi Tengah 60,58 22,79 53,33 66,67 50,84 Buruk
Sulawesi Utara 48,08 24,42 53,33 73,33 49,79 | Sangat Buruk
Kalimantan Utara 25,96 24,19 66,67 70,00 46,70 @ Sangat Buruk
Jambi 63,46 21,40 20,00 80,00 46,21 | Sangat Buruk
Papua Barat 16,35 93,49 6,67 35,83 38,08 | Sangat Buruk
Maluku Utara 29,81 22,56 40,00 51,67 36,01 | Sangat Buruk

O C0 N O U1 Wb W

W W W W W N N NN NN DN NN e e e e e e e e
BWND = O O 0NN U1 W WD = O O 0N N U WD = O

Nasional 62,90 46,82 74,71 73,68 64,52 Sedang
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SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2021
DIMENSI PROSES - SURVEI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Variabel Dimensi Input
Dinas Komunikasi dan
Pengumpulan

Informatika Provinsi Data dan Perencanaan Pelaksanaan Monitoring Kategori
Informasi

—

Jawa Barat 88,89 100,00 100,00 100,00 97,22 | Sangat Baik
Jawa Tengah 77,78 100,00 100,00 100,00 94,44 = Sangat Baik
Sumatera Utara 77,78 100,00 87,50 100,00 91,32 = Sangat Baik
Kalimantan Selatan 88,89 83,33 100,00 77,78 87,50 @ Sangat Baik
DKI Jakarta (XY 100,00 100,00 66,67 83,33  Sangat Baik
Nusa Tenggara Barat 66,67 100,00 75,00 88,89 82,64 | SangatBaik
Sulawesi Selatan 100,00 100,00 75,00 55,56 82,64  Sangat Baik
Aceh 55,56 100,00 87,50 77,78 80,21 = Sangat Baik
Nusa Tenggara Timur 44,44 91,67 75,00 100,00 77,78 Baik
Lampung 100,00 100,00 62,50 33,33 73,96 Baik
Bali 44,44 83,33 87,50 77,78 73,26 Baik
Banten 33,33 83,33 87,50 88,89 73,26 Baik
Sumatera Selatan 44,44 100,00 100,00 44,44 72,22 Baik
Riau 33,33 91,67 62,50 100,00 71,88 Baik
Bengkulu 55,56 75,00 50,00 100,00 70,14 Baik
D.I. Yogyakarta 66,67 91,67 75,00 44,44 69,44 Sedang
Kep. Riau 44,44 75,00 87,50 66,67 68,40 Sedang
Jawa Timur (XY 83,33 75,00 33,33 64,58 Sedang
Kalimantan Utara 33,33 100,00 87,50 33,33 63,54 Sedang
Sulawesi Tengah 22,22 100,00 75,00 55,56 63,19 Sedang
Jambi 44,44 100,00 12,50 77,78 58,68 Buruk
Kalimantan Barat 33,33 83,33 75,00 33,33 56,25 Buruk

O 0 N O U1 b W

N NN N = e e e e e e e e e
W DD = O WOV o NN N Uk WD = O

Sumatera Barat 33,33 66,67 87,50 33,33 55,21 Buruk
Sulawesi Utara 33,33 83,33 62,50 33,33 53,13 Buruk
Kep. Bangka Belitung 0,00 83,33 87,50 33,33 51,04 Buruk
Papua 33,33 66,67 62,50 33,33 48,96 Sangat
Kalimantan Tengah 11,11 41,67 50,00 77,78 45,14 Buruk
Maluku (X0[0) 100,00 25,00 55,56 45,14 Sangat
Maluku Utara 33,33 50,00 62,50 33,33 44,79 Buruk
Gorontalo 0,00 50,00 50,00 77,78 44,44 Sangat
Papua Barat 22,22 58,33 62,50 33,33 44,10 Buruk
Kalimantan Timur 22,22 25,00 50,00 77,78 43,75 Sangat
Sulawesi Tenggara 22,22 83,33 12,50 33,33 37,85 Buruk
Sulawesi Barat 0,00 0,00 12,50 33,33 11,46 Sangat

W W W W W N DD DN DN
B WD = O 0 0 NN N Ul W

Nasional 44,12 80,88 69,49 62,09 64,14 Sedang
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SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2021
DIMENSI OUTPUT - SURVEI MASYARAKAT

O 0 N O U1 b W =

W W W W W N N NN NN DN NN e e e e e e e e
BWND = O O 0NN U1 W WD = O O 0N N U WD = O

Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi

Kalimantan Barat
Jawa Tengah

Aceh

Gorontalo
Kalimantan Selatan
Nusa Tenggara Timur
Bali

DI. Yogyakarta
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Sulawesi Selatan

Kep. Bangka Belitung
Jawa Barat

Riau

Bengkulu

Papua

Kepulauan Riau
Jambi

Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Utara
Sumatera Selatan
Papua Barat
Kalimantan Timur
Lampung

Banten

Sulawesi Barat
Maluku
Kalimantan Tengah
DKI Jakarta
Maluku Utara

Nasional

Program
Prioritas yang
diketahui

85,80
66,80
73,60
47,70
78,40
80,20
51,30
73,60
51,00
70,80
51,10
49,20
62,10
59,20
48,00
60,50
27,10
81,70
48,20
43,50
51,00
51,60
36,80
15,40
39,90
64,60
61,70
35,70
14,60
50,50
42,20
43,90
31,70
31,40

52,40

Media sumber

informasi

82,40
69,60
89,30
39,00
81,90
93,60
62,60
100,00
63,60
87,20
73,50
72,90
50,20
76,00
54,90
68,50
56,80
55,70
62,60
56,50
83,50
72,60
57,70
37,10
48,90
72,10
57,70
38,60
58,70
44,20
32,30
58,70
59,50
44,90

63,60

Variabel Dimensi Output

Program Prioritas
yang dianggap
penting

100,00
100,00
98,30
100,00
100,00
100,00
98,30
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,70
95,10
100,40
98,10
100,00
92,40
100,00
93,50
100,00
86,70
100,00
100,90
92,70
91,50
78,60
98,80
98,20
81,90
66,20
71,50

95,40

Kepuasan terhadap
layanan IKP

95,00
82,40
72,20
93,30
67,50
58,60
78,70
54,20
66,70
50,00
59,50
57,90
59,60
50,00
55,60
48,10
60,00
42,90
50,00
55,00
38,50
43,50
49,20
62,50
44,10
18,20
25,50
39,70
44,20
29,40
36,40
26,70
11,80
7,70

51,90

Skor

92,20
80,60
79,65
77,75
77,15
74,95
74,70
72,7
69,10
68,00
67,20
65,95
65,20
64,20
61,55
61,40
60,70
60,70
60,15
59,55
58,35
58,05
57,00
54,45
53,50
48,70
48,10
47,50
47,40
46,95
46,95
44,1
32,15
28,50

61,20

Kategori

Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Buruk
Buruk
Buruk
Buruk
Buruk
Buruk
Sangat Buruk
Sangat Buruk
Sangat Buruk
Sangat Buruk
Sangat Buruk
Sangat Buruk
Sangat Buruk
Sangat Buruk

Sangat Buruk

Sedang
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SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2021
DIMENSI OUTCOME - SURVEI MASYARAKAT

Variabel Dimensi Outcome
Dinas Komunikasi dan .
Informatika Provinsi Indeks Rights Indeks Partisipasi Indeks Kead?lan Skor Kategori
to Know Informasi

—

Kalimantan Barat 85,30 84,40 65,95 78,55 Baik

Papua 46,70 100,00 70,23 72,31 Baik

Jawa Tengah 70,60 69,50 69,25 69,78 Sedang
Sulawesi Utara 59,10 77,70 71,00 69,27 Sedang
Sulawesi Barat 40,60 94,90 70,23 68,58 Sedang
Kep. Bangka Belitung 69,10 64,30 70,98 68,13 Sedang
Kalimantan Selatan 61,50 75,90 66,40 67,93 Sedang
Aceh 71,70 56,30 72,93 66,98 Sedang
Nusa Tenggara Barat 56,70 75,00 68,53 66,74 Sedang
Nusa Tenggara Timur 43,00 84,10 72,20 66,43 Sedang
Papua Barat 80,20 54,50 64,20 66,30 Sedang
Sulawesi Tengah 63,00 63,60 67,93 64,84 Sedang
Bengkulu 69,40 49,50 70,88 63,26 Sedang
Maluku Utara 64,60 57,70 65,85 62,72 Sedang
DI. Yogyakarta 65,70 56,30 63,53 61,84 Sedang
Sulawesi Selatan 53,40 62,40 67,08 60,96 Sedang
Jambi 63,50 36,60 73,88 57,99 Buruk
Sumatera Utara 58,50 49,80 64,28 57,53 Buruk
Sulawesi Tenggara 57,20 48,20 65,20 56,87 Buruk
Sumatera Barat 44,10 57,90 62,38 54,79 Buruk
Kalimantan Utara 43,60 62,50 56,28 54,13 Buruk
Kepulauan Riau 60,40 21,40 75,90 52,57 Buruk

O 0 N O U1 b W

N NN N = e e e e e e e e e
W DD = O WOV o NN N Uk WD = O

Kalimantan Timur 71,80 19,10 66,08 52,33 Buruk
Kalimantan Tengah 61,10 18,80 75,00 51,63 Buruk
Jawa Barat 60,50 26,10 67,98 51,53 Buruk
Bali 48,40 43,10 58,08 49,86 Sangat
Jawa Timur 51,90 27,10 65,98 48,33 Buruk
Riau 53,40 30,40 59,30 47,70 Sangat

N D NN NN
O o0 NN N U W

Lampung 56,50 9,80 71,10 45,80 Buruk
Sumatera Selatan 53,00 16,20 66,23 45,14 Sangat
Banten 28,90 34,00 62,65 41,85 Buruk
Maluku 43,80 10,20 68,48 40,83 Sangat
DKI Jakarta 29,80 32,00 59,43 40,41 Buruk
Gorontalo 46,80 7,50 64,18 39,49 Sangat

W W W W W
B W NN = O

Nasional 55,50 57,07 Buruk
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Frekuensi Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program Prioritas Nasional

Program Minimum Maximum  Median

Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan
Mengutamakan Peningkatan Energi
Baru Terbarukan

(Contoh: Pengembangan Bahan Bakar
Nabati)

Peningkatan Kuantitas/Ketahanan
Air untuk Mendukung Pertumbuhan
Ekonom (Contoh: Pembangunan dan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi)

Peningkatan Ketersediaan, Akses,
dan Kualitas Konsumsi Pangan
(Contoh: Peningkatan Produksi Padi)

Peningkatan Pengelolaan
Kemaritiman, Perikanan, dan
Kelautan (Contoh: Pengembangan
Wisata Bahari dan Jasa Maritim)

Penguatan Kewirausahaan, Usaha
Mikro, Kecil Menengah/UMKM dan
Koperasi (Contoh: Pengembangan
Sentra Industri Kecil dan Menengah)
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Program Minimum  Maximum Median Mean  Total

Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan
Kerja dan Investasi di Sektor

Riil dan Industrialisasi (Contoh:
Pengembangan Infrastruktur Industri
Halal)

Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah
Tinggi dan Penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (Contoh:
Peningkatan Nilai Tambah Produk
Ekspor dan Jasa)

Penguatan Pilar Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi (Contoh:
Penguatan Industri Fintech,
E-commerce, One Demand Service,
dan Internet of Things)

Pembangunan Wilayah Sumatra
(Contoh: Pembangunan Destinasi
Pariwisata Pengembangan Batam
Bintan, Padang Bukittinggi)

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali
(Contoh: Peningkatan keberlanjutan
DPP Revitalisasi Bali)

Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
(Contoh: Perbaikan Aksesibilitas,
Atrakksi, dan Amenitas Destinasi
Pariwisata Prioritas Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo)

Pembangunan Wilayah Kalimantan
(Contoh: Pembangunan Ibu Kota
Negara, Pembangunan Destinasi
Pariwisata Pengembangan Derawan-
Berau, Sambas-Singkawang)

Pembangunan Wilayah Sulawesi

(Co.nt.oh: Pembangunan Destmf151 05 473,16 30282
Pariwisata Pengembangan Toraja-

Makassar-Selayar)
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Program Minimum  Maximum

Pembangunan Wilayah Maluku
(Contoh: Perbaikan Aksesibilitas,
Atraksi, dan Amenitas Destinasi
Pariwisata Prioritas Morotai)

Pembangunan Wilayah Papua (Contoh:
Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan
Amenitas Destinasi Pariwisata
Prioritas Raja Ampat)

Pengendalian Penduduk dan Penguatan
Tata Kelola Kependudukan (Contoh:
Penguatan Integrasi Data Administrasi
Kependudukan)

Penguatan Pelaksanaan Perlindungan
Sosial (Contoh: Pengembangan
Program Jaminan Sosial,
Penyelenggaraan Bantuan, dan Subsidi
Tepat Sasaran)

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan (Contoh: Penurunan
Stunting, Penurunan Kematian Ibu dan
Bayi)

Peningkatan Pemerataan Layanan
Pendidikan Berkualitas (Contoh:
Bantuan Pendidikan bagi Anak kurang
Mampu, Pemanfaatan Teknologi
Informasi, dan Komunikasi)

Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda (Contoh:
Perlindungan Anak dari Tindak
Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran,
dan Perlakuan Salah Lainnya)

Pengentasan Kemiskinan (Contoh:
Fasilitasi Modal Usaha)

Peningkatan Produktivitas dan
Daya Saing (Contoh: Reformasi
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi)

Median

Mean

Total

Indeks Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik 2021




Program Minimum  Maximum  Median Mean  Total

Revolusi Mental dan Pembinaan
Ideologi Pancasila untuk
Memperkukuh Ketahanan Budaya
Bangsa dan Membentuk Mentalitas
Bangsa yang Maju, Modern, dan
Berkarakter (Contoh: Pengembangan
Budaya Belajar dan Lingkungan
Sekolah yang Menyenangkan dan
Bebas dari Kekerasan)

Meningkatkan Pemajuan dan
Pelestarian Kebudayaan untuk
Memperkuat Karakter dan
Memperteguh Jati Diri Bangsa,
Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat, dan Memengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia
(Contoh: Pengembangan Budaya
Bahari dan Sumber Daya Maritim)

Memperkuat Moderasi Beragama
untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan, dan Harmoni Sosial
(Contoh: Penguatan Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) untuk
Membangun Solidaritas Sosial,
Toleransi, dan Gotong Royong)

Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi,
dan Kreativitas bagi Terwujudnya
Masyarakat Berpengetahuan dan
Berkarakter (Contoh: Pengembangan
Budaya Kegemaran Membaca

Infrastruktur Pelayanan Dasar
(Contoh: Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman, Fasilitasi Penanganan
Pemukiman Kumuh)

Infrastruktur Ekonomi (Contoh:
Pembangunan Jalan Tol, Pengembangan
Wilayah Suramadu)

Infrastruktur Perkotaan (Contoh:
Pembangunan Jalan Perkotaan,
Penyediaan Subsidi Angkutan Umum
Massal Perkotaan)

Indeks Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik 2021




Program Minimum  Maximum

Energi dan Ketenagalistrikan
(Contoh: Perluasan Jaringan Gas Kota,
Pembangunan Kilang Minyak Bumi)

Transformasi Digital (Contoh:
Pengembangan Infrastruktur Pita Lebar,
Penyiaran, dan TIK Pemerintahan)

Peningkatan Kualitas Lingkungan
Hidup (Contoh: Pemantauan Kualitas
Udara, Air dan Air Laut, Restorasi dan
Pemulihan Lahan Gambut)

Peningkatan Ketahanan Bencana dan
Iklim (Contoh: Pelaksanaan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak
Bencana)

Program Prioritas Pembangunan
Rendah Karbon (Contoh: Rehabilitasi
Hutan Lahan dan Reforestasi,
Pengurangan Laju Deforestasi)

Program Prioritas Konsolidasi
Demokrasi (Contoh: Pendidikan
Politik dan Pendidikan Pemilih)

Program Prioritas Optimalisasi
Kebijakan Luar Negeri (Contoh:
Penguatan Perlindungan WNI dan
BHI di Tingkat Bilateral, Regional, dan
Multilateral)

Program Prioritas Penegakan Hukum
Nasional (Contoh: Peningkatan
Integritas dan Pengawasan Hakim,
Penguatan Implementasi Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi)

Program Prioritas Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola (Contoh: Manajemen
Talenta Nasional ASN, Pelayanan
Publik Berbasis Elektronik yang
Terintegrasi)

Program Prioritas Menjaga Stabilitas
Keamanan Nasional (Contoh:
Pengadaan Alat Utama Sistem
Pertahanan/Alutsista, Penanganan
Konflik secara Humanis)

Median

Mean

Total
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Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Pelaksanaan Diseminasi Informasi mengenai
Program Prioritas Nasional

Program Response

2. Minimum Maximum Mean Median Total
Prioritas rate

Pemenuhan Kebutuhan
Energi dengan
Mengutamakan
Peningkatan Energi Baru
Terbarukan (Contoh:
Pengembangan Bahan
Bakar Nabati)

Peningkatan Kuantitas/
Ketahanan Air untuk
Mendukung Pertumbuhan
Ekonomi (Contoh:
Pembangunan dan
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi)

Peningkatan Ketersediaan,
Akses, dan Kualitas
Konsumsi Pangan (Contoh:
Peningkatan Produksi Padi)

Peningkatan Pengelolaan
Kemaritiman, Perikanan,
dan Kelautan (Contoh:
Pengembangan Wisata
Bahari dan Jasa Maritim)

Penguatan Kewirausahaan,
Usaha Mikro, Kecil
Menengah/UMKM

dan Koperasi (Contoh:
Pengembangan Sentra
Industri Kecil dan
Menengah)

Peningkatan Nilai
Tambah, Lapangan Kerja,
dan Investasi di Sektor
Riil dan Industrialisasi
(Contoh: Pengembangan
Infrastruktur Industri
Halal)
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Program
Prioritas

Response

Minimum
rate

Peningkatan Ekspor
Bernilai Tambah Tinggi
dan Penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri
(Contoh: Peningkatan Nilai
Tambah Produk Ekspor dan
Jasa)

Penguatan Pilar Pertumbuhan
dan Daya Saing Ekonomi
(Contoh: Penguatan Industri
Fintech, E-commerce, One
Demand Service, dan
Internet of Things)

Pembangunan Wilayah
Sumatra (Contoh:
Pembangunan Destinasi
Pariwisata Pengembangan
Batam Bintan, Padang
Bukittinggi)

Pengembangan Wilayah
Jawa-Bali (Contoh:
Peningkatan Keberlanjutan

DPP Revitalisasi Bali)

Pembangunan Wilayah
Nusa Tenggara (Contoh:
Perbaikan Aksesibilitas,
Atraksi dan Amenitas
Destinasi Pariwisata
Prioritas Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo)

Pembangunan Wilayah
Kalimantan (Contoh:
Pembangunan Ibu Kota
Negara, Pembangunan
Destinasi Pariwisata
Pengembangan Derawan-
Berau, Sambas-Singkawang)

Pembangunan Wilayah
Sulawesi (Contoh:
Pembangunan Destinasi
Pariwisata Pengembangan
Toraja-Makassar-Selayar)

Maximum Mean Median Total
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Program Response

o2, Minimum Maximum Mean Median Total
Prioritas rate

Pembangunan Wilayah
Maluku (Contoh: Perbaikan
Aksesibilitas, Atraksi

dan Amenitas Destinasi
Pariwisata Prioritas
Morotai)

Pembangunan Wilayah
Papua (Contoh: Perbaikan
Aksesibilitas, Atraksi

dan Amenitas Destinasi
Pariwisata Prioritas Raja
Ampat)

Pengendalian Penduduk

dan Penguatan Tata Kelola
Kependudukan (Contoh:
Penguatan Integrasi Data
Administrasi Kependudukan)

Penguatan Pelaksanaan
Perlindungan Sosial
(Contoh: Pengembangan
Program Jaminan Sosial,
Penyelenggaraan Bantuan,
dan Subsidi Tepat Sasaran)

Peningkatan Akses dan
Mutu Pelayanan Kesehatan
(Contoh: Penurunan
Stunting, Penurunan
Kematian Ibu dan Bayi)

Peningkatan Pemerataan
Layanan Pendidikan
Berkualitas (Contoh:
Bantuan Pendidikan bagi
Anak kurang Mampu,
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi)

Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda
(Contoh: Perlindungan
Anak dari Tindak
Kekerasan, Eksploitasi,
Penelantaran dan
Perlakuan Salah Lainnya)
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Program
Prioritas

Response
rate

Pengentasan Kemiskinan
(Contoh: Fasilitasi
Modal Usaha)

Peningkatan Produktivitas
dan Daya Saing (Contoh:
Reformasi Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi)

Revolusi Mental

dan Pembinaan
Ideologi Pancasila
untuk Memperkukuh
Ketahanan Budaya
Bangsa dan Membentuk
Mentalitas Bangsa yang
Maju, Modern dan
Berkarakter (Contoh:
Pengembangan Budaya
Belajar dan Lingkungan
Sekolah yang
Menyenangkan dan
Bebas dari Kekerasan)

Meningkatkan Pemajuan
dan Pelestarian

Kebudayaan untuk
Memperkuat Karakter dan
Memperteguh Jati Diri
Bangsa, Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat,

dan Memengaruhi

Arah Perkembangan
Peradaban Dunia (Contoh:
Pengembangan Budaya
Bahari dan Sumber Daya
Maritim)

Memperkuat Moderasi
Beragama untuk
Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan, dan Harmoni
Sosial (Contoh: Penguatan
Forum Kerukunan Umat
Beragama [FKUB] untuk
Membangun Solidaritas
Sosial, Toleransi dan
Gotong Royong)

Minimum

Maximum Median Total
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Program Response

o2, Minimum Maximum Mean Maedian Total
Prioritas rate

Peningkatan Budaya
Literasi, Inovasi,

dan Kreativitas Bagi
Terwujudnya Masyarakat
Berpengetahuan dan
Berkarakter (Contoh:
Pengembangan Budaya
Kegemaran Membaca)

Infrastruktur Pelayanan
Dasar (Contoh: Penyediaan
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan
Permukiman, Fasilitasi
Penanganan Pemukiman
Kumubh)

Infrastruktur Ekonomi
(Contoh: Pembangunan
Jalan Tol, Pengembangan
Wilayah Suramadu)

Infrastruktur Perkotaan
(Contoh: Pembangunan
Jalan Perkotaan,
Penyediaan Subsidi
Angkutan Umum Massal
Perkotaan)

Energi dan
Ketenagalistrikan
(Contoh: Perluasan
Jaringan Gas Kota,
Pembangunan Kilang
Minyak Bumi)

Transformasi Digital
(Contoh: Pengembangan
Infrastruktur Pita Lebar,
Penyiaran dan TIK
pemerintahan)

Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
(Contoh: Pemantauan
Kualitas Udara, Air,
dan Air Laut, Restorasi
dan Pemulihan Lahan
Gambut)
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Program Response
Prioritas rate

Peningkatan Ketahanan
Bencana dan Iklim
(Contoh: Pelaksanaan
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi di Daerah
Terdampak Bencana)

Pembangunan Rendah
Karbon (Contoh:
Rehabilitasi Hutan
Lahan dan Reforestasi,
Pengurangan Laju
Deforestasi)

Konsolidasi Demokrasi
(Contoh: Pendidikan
Politik dan Pendidikan
Pemilih)

Optimalisasi Kebijakan Luar
Negeri (Contoh: Penguatan
Perlindungan WNI dan

BHI di Tingkat Bilateral,
Regional dan Multilateral)

Penegakan Hukum
Nasional (Contoh:
Peningkatan Integritas
dan Pengawasan Hakim,
Penguatan Implementasi
Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi)

Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
(Contoh: Managemen
Talenta Nasional ASN,
Pelayanan Publik
Berbasis Elektronik
yang Terintegrasi)

Menjaga Stabilitas
Keamanan Nasional
(Contoh: Pengadaan
Alat Utama Sistem
Pertahanan/Alutsista,
Penanganan Konflik
secara Humanis)

Minimum

Maximum Mean Median Total

Indeks Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik 2021




1
2
3
4
5
6
7
8

p—
o O

Indeks Waktu yang Dibutuhkan untuk Memperoleh Informasi
di Instansi Pemerintah Relatif Singkat

Provinsi

Aceh

Bali

Banten

Bengkulu

DI Yogyakarta

DKI Jakarta
Gorontalo

Jambi

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Kep. Bangka Belitung

Kepulauan Riau

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

Provinsi

Lampung

Maluku

Maluku Utara

Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua

Papua Barat

Riau

Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatra Barat

Sumatra Selatan

Sumatra Utara

Nasional

Indeks Pengelolaan Informasi
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Indeks Informasi yang Disediakan di Instansi Pemerintah Lengkap dan Aktual

Provinsi Provinsi

Aceh 19 Lampung
Bali 20 Maluku

Banten 21 Maluku Utara

Bengkulu 22 Nusa Tenggara Barat

DI Yogyakarta 23 Nusa Tenggara Timur
DKI Jakarta 24 Papua

Gorontalo ’ 25 Papua Barat

1
2
3
4
5
6
7
8

Jambi 26 Riau

Jawa Barat 27 Sulawesi Barat
Jawa Tengah 28 Sulawesi Selatan
Jawa Timur 29 Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat 30 Sulawesi Tenggara
Kalimantan Selatan 31 Sulawesi Utara
Kalimantan Tengah 32 Sumatra Barat
Kalimantan Timur . 33 Sumatra Selatan
Kalimantan Utara 5. 34 Sumatra Utara
Kep. Bangka Belitung Nasional

Kepulauan Riau

Indeks Pengelolaan Informasi

dan Komunikasi Publik 2021




Indeks Berpartisipasi dalam Proses Kebijakan Pemerintah Melalui Media dan/atau
di Tempat-Tempat Umum

Provinsi Provinsi

Aceh 19 Lampung

Bali 20 Maluku

Banten 21 Maluku Utara

Bengkulu 22 Nusa Tenggara Barat

DI Yogyakarta 23 Nusa Tenggara Timur
DKT Jakarta 24 Papua

Gorontalo 25 Papua Barat

1
2
3
4
5
6
7
8

Jambi 26 Riau

Jawa Barat 27 Sulawesi Barat
Jawa Tengah 28 Sulawesi Selatan
Jawa Timur 29 Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat 30 Sulawesi Tenggara
Kalimantan Selatan 31 Sulawesi Utara
Kalimantan Tengah 32 Sumatra Barat
Kalimantan Timur 33 Sumatra Selatan
Kalimantan Utara 34 Sumatra Utara
Kep. Bangka Belitung : Nasional

Kepulauan Riau
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Indeks PIKP TAHUN 2021
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Indeks PIKP TAHUN 2019

RM
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Lampiran V

PERBANDINGAN INDEKS PIKP 2019 & 2021

Indeks PIKP

Input
Anggaran
Bahan Informasi
Media dan saluran komunikasi
Sarana dan prasarana
Proses
Pengumpulan data dan informasi
Perencanaan
Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
Output
Agenda publik
Kepuasan terhadap layanan IKP
Outcome

Rights to know

Partisipasi terhadap kebijakan publik

Keadilan informasi*

2019 2021 Tren Selisih

Naik
Naik
Turun
Naik
Naik
Naik
Turun
Naik
Naik
Turun
Turun
Naik
Turun
Turun

Turun

Turun
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